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SISTEM TRANSLITRASI

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.
158/1987 dan No. 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.
A. Konsonan Tunggal

Huruf Nama Huruf Latin Keterangan
Arab Latin
! alif tidak tidak dilambangkan
dilambangkan
- ba’ b Be
< ta’ t Te
& sa N Es (dengan titik di
atas)
z jim j Je
d ha’ h Ha (dengan titik di
atas)
d kha’ kh Ka dan Ha
dal d De
zal z Zet (dengan titik di
atas)
J ra’ r Er
J zai z Zet
o sin S Es
] syin sy Es dan Ye
ol sad S Es (dengan titik di
bawah)
ue dad d De (dengan titik di
bawah)
h ta’ t Te (dengan titik di
bawah)
5 za’ z Zet (dengan titik di
bawah)
4 ‘ain ‘ koma terbalik di atas
d gain g Ge
o fa’ f Ef




d gaf q Qi

4 kaf k Ka

J lam I El

a mim m Em

3 nun n En

° ha’ h Ha

3 wawu w We

s hamzah ¢ Apostrof
¢ ya’ y Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda saddah ditulis rangkap

R

Cdlaaa

ditulis

muta’aqqidin

e

ditulis

‘iddah

C. Ta’ Marbiitah di Akhir Kata
1. Bila dimatikan ditulis h, terkecuali untuk kata-kata Arab yang

sudah terserap menjadi bahasa Indonesia.

A ditulis Hibbah
Q5 ditulis Jizyah

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta kedua bacaan itu terpisah,
maka ditulis dengan h.

sl oY) da ) S ditulis karamah al-auliya’
2. Bila ta’ marbitah dihidupkan karena berangkai dengan kata lain
ditulis t.
| il Bls | ditulis | zakatul fitri
D. Vokal Pendek
- kasrah [
- fathah a
- dammah u
E. Vokal Panjang
fathah + alif ditulis A
A ditulis jahiliyyah
fathah + ya’magsurah | ditulis A
(P ditulis yas’a




kasrah +ya’ mati | ditulis I
A s ditulis Karim
dammah + wawu mati | ditulis U
wagp ditulis Furiid
F. Vokal Rangkap
fathah + ya’ mati | ditulis Ai
asiy ditulis bainakum
fathah + wawu mati | ditulis Au
Js ditulis Qaulun

G. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan
dengan Apostrop ()
Jt] | ditulis | a’antum |

H. Kata Sandang Alif + Lam
1. Bila diikuti huruf gamariyah ditulis al-
| 8 A | ditulis | al-bagarah |
2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandakan huruf
syamsiyyah yang mengikitinya serta menghilangkan huruf | (el)-
nya atau ditulis seperti ketika diikuti huruf gamariyyah ditulis al-
slaidl ditulis as-sama’ / al-sama’
) ditulis asy-syams / al-syams
I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat
Ditulis menurut bunnyi pengucapannya atau dipisah seperti kata

aslinya.
w29 Al 93 ditulis zawil furiid / zaw1 al-furtid
) Jaf ditulis ahlussunah/ ahl as-sunnah/ ahl al-
sunnah
J. Ya’ nisbah jatuh setelah harakat kasrah ditulis iy
(M ditulis Manhajiy
AT ditulis Qauliy
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“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu,
dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk
bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

(Q.S. Al-Bagarah: 216)

Pendapatku adalah benar, tetapi mengandung kemungkinan salah,
sedangkan pendapat orang lain adalah salah, tetapi mengandung
kemungkinan benar.

(Imam al-Syafi’i)

Ini adalah pendapatku, dan ini sebaik-baik pendapatku.
Maka barangsiapa yang mendatangkan pendapat yang lebih baik,
niscaya kami terima.

(Imam Abu Hanifah)

“Jangan pernah kita takut dengan apa yang akan kita jalani, karena
semua sudah diatur olehnya, tugas kita adalah berusaha dan berusaha,
berdo’a dan bersabar.

Yakinlah bahwa kita bisa dan mampu, karena keyakinan itu adalah
sebuah tenaga yang luar biasa dalam diri seseorang.

Mereka yang paling berbahagia tidaklah harus memiliki yang terbaik

dari segala sesuatu,
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mereka hanya mengoptimalkan segala sesuatu yang datang dalam

perjalanan hidup mereka.”

Semoga kita mempunyai cukup kebahagiaan untuk membuat kita
tersenyum, cukup cobaan untuk membuat kita kuat,
cukup penderitaan untuk membuat kita tetap menjadikan kita manusia
dan memanusiakan manusia,
dan cukup pengharapan untuk menjadikan kita bahagia
Dunia Akhirat, Insya Allah Amiin.......
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ABSTRAK

Wali dalam pernikahan adalah seorang yang Kkarena
kedudukannya berwewenang untuk bertindak terhadap dan atas nama
orang lain. Wali menurut ulama Hanafiyyah merupakan syarat tamam,
artinya wali hannya sebagai penyempurna adanya akad nikah, namun
wali mempunyai hak fasakh. Sedangkan menurut ulama Syafi’iyyah,
wali merupakan syarat sah nikah atau dengan kata lain rukun nikah.
Keberadaan rukun adalah penentu sahnya sebuah pernikahan. Maka
dari itu, keberadaannya merupakan keharusan dan ketiadaannya
menyebabkan tidak sahnya pernikahan.

Persoalan anak laki-laki sebagai wali nikah bagi ibunya menjadi
perdebatan para ulama. Mayoritas ulama (Imam Abu Hanifah, Abu
Yusuf, al-Syaibaniy ‘“Hanafiyyah”, Imam Malik, Imam Hambali dan
Imam al-Muzaniy “Syafi’iyyah”) membolehkan anak laki-laki
menjadi wali nikah bagi ibunya, namun Imam al-Syafi’i tidak
membolehkannya. Hal itu karena disebabkan menganggap dan
tidaknya ashabah “anak laki-laki” dalam daftar wali nikah. Imam Abu
Hanifah dan Imam al-Syafi’i termasuk dua ulama yang berada dalam
pusaran perdebatan masalah ini. Oleh karena itu, penulis tertarik
membahas pendapat kedua imam tersebut untuk penulis sajikan dalam
bentuk skripsi. Tidak hanya dengan memaparkan pendapat keduanya,
penulis juga mencoba merumuskan metode istinbat apa yang
digunakan oleh Imam Abu Hanifah maupun Imam al-Syafi’i.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan
(library research). Sumber data diperoleh dari data primer dan data
sekunder. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode
pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Setelah mendapatkan
data yang diperlukan, maka data tersebut penulis analisis dengan
metode analisis deskriptif-komparatif.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perbedaan
pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi’i disebabkan
beberapa hal; Pertama, perbedaan dalam penetapan syarat bagi wali
nikah. Imam Abu Hanifah menghendaki al-qarabah al-garibah “baik
ushil maupun furii” sebagai syarat mutlak- sedangkan al-ushubah
merupakan syarat didahulukannya anak laki-laki dalam daftar wali
nikah. Sementara, Imam al-Syafi’i menghendaki al-garabah al-
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nasabiyyah “ushil bukan furia’ sebagai syarat didahulukannya wali
nikah. Kedua, perbedaan dalam menganggap dan tidaknya ashabah
(anak laki-laki dalam daftar wali nikah). Imam Abu Hanifah
memasukkan anak laki-laki dalam daftar wali nikah, sementara Imam
al-Syafi’i tidak memasukkan ashabah anak laki-laki dalam daftar wali
nikah —hanya masuk dalam ashabah waris. Ketiga, perbedaan dalam
latar sosial. Imam Abu Hanifah adalah seorang ulama yang lahir dan
hidup di kota besar yang jauh dari pusat informasi Hadis. Sementara
Imam al-Syafi’i adalah seorang ulama yang lahir dan hidup di Mesir,
yang banyak perbendaharaan Hadis (Madinah). Keempat, perbedaan
dalam pengqgiyasan (magis  ‘alaih). Imam Abu Hanifah
menganalogikan ashabah wali nikah dengan ashabah waris
(memasukkan ashabah anak laki-laki dalam daftar wali nikah- tidak
memasukkan- Imam al-Syafi’i).

Kata Kunci: Anak laki-laki, Wali Nikah, Ibu.
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KATA PENGANTAR

Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha
Penyayang. Segala puji bagi Allah Swt, yang telah memberi kami
ilmu dengan perantara galam, serta telah mengangkat harkat derajat
manusia dengan ilmu dan amal, atas seluruh alam. Shalawat dan salam
sejahtera semoga terlimpah atas Nabi Muhammad saw, pemimpin
seluruh umat manusia, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan
orang-orang yang mengikuti ketauladanannya sampai akhir masa.

Bunga ceria belum juga layu hingga kini, memang maksud
kami sedikit untuk mengulur dan memperpanjang. Suka cita, bahagia
dan seabrek kenangan tanpa skenario berjalan begitu saja, sehingga
tak disadari sudah diambang perpisahan. Adalah kebahgiaan tersendiri
jika tugas dapat terselesaikan, penulis meyadari bahwa skripsi ini
tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa ada bantuan serta
dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyususn ingin
menyampaikan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak. Drs. H. Abu Hapsin, MA., Ph.D, selaku Dosen
pembimbing | dan Bapak Dr. Mahsun, M.Ag, Dosen Pembimbing
Il yang telah memberikan bimbingan, arahan serta waktunya
kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.

2. Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Syari’ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

3. lbu Antin Lathifah, M.Ag. selaku Ketua jurusan Hukum Perdata

Islam. Dan Ibu Hj. Yunita Dewi Septiani, M.Ag. selaku sekretaris
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jurusan, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan
dengan kelancaran penulisan skripsi ini.

. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag, selaku Rektor Universitas
Islam Negeri Walisongo Semarang.

. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag, selaku Dekan Fakultas
Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo
Semarang.

. Segenap Dosen, Karyawan dan civitas akademika Fakultas
Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo.

. Kedua orang tua tercinta Bapak K.H. Sunari Ishaq dan Ibu Hj. Umi
Chailulah, adik-adikku; Chilyatul Uqudah al-Hafizah, Dewi
Aghitsatul Fadla, S.E terima kasih atas pengorbanan, do’a dan
semangat yang senantiasa diberikan kepada penulis.

. Rekan-rekan dan teman-temanku di Masjid al-Syuhada’
“Perumahan Bukit Tinggi Silayur Ngalian Semarang”, Aji
(Embe’), Guz Umam, Gus Nabil, Syaifudin, Liciana alias
Mubhlisin, Kang Syafi’i, Kang Huda, Dul Jalal, Salam Salim.
Perumahan Beringin Indah “Masjid Miftahul Jannah”, Kang Reza
Sauqgi, Mang Luk dan seseorang yang entah di mana dia
berada, yang telah banyak penulis gunakan untuk menyusun,
menyelesaikan skripsi ini.

. Sohib-sohibku senasib seperjuangan MM (Mugaranah al-
Madzahib) angkatan perdana 2012 terhusus, Mas Khotib, lisin end
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10.

11.

12.

Teman-teman KKN MIT (Mandiri Inisiatif Terprogram) perdana
tahun 2016 di Desa Pecangaan Kulon, Kec Pecangaan, Kab Jepara
(Pon-Pes UMMUL QURA’). (Mubhlisin “Pak Kordes”, Zaqy,
Kang Pi’i, Kang Huda, Iqbal, Aped, Kuri, Toyeng, Farichin,
Zubed, Jamel, Nadhif, Bang Jali, dan Zen Ahmed, terimakasih

Teman-teman Mugaranah al-Madzahib angkatan 2013 dan 2014,
terhusus adek-adekku tersayang, Halim Mahmud, H. Karto Aji,
Secha, Lely, Rahma, Isria, Maftukhah, Nita, Azizah, Zulfa, Ana,
Hikmah, Ladzul, Anas dan semua-nya. Jaga persahabatan kita ya
n

Serta kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu
persatu, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas semua
bantuan dan do’a yang diberikan, semoga Allah Swt senantiasa
membalas amal baik mereka dengan sebaik-baik balasan atas

naungan ridhanya.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis sadar

sepenuhnya bahwa karya tulis ini sangat jauh dari kesempurnaan.

Sehingga kritik dan saran konstruktif sangat penulis harapkan demi

perbaikan karya tulis selanjutnya. Penulis berharap, skripsi ini dapat

dijadikan sebagai referensi bagi generasi penerus, dan semoga karya

kecil ini dapat bermanfaat untuk penulis khususnya dan untuk

pembaca pada umumnya.
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Penyusun,

Muhammad Khadhin Mahdun
122 111 092
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sunnatullah bagi semua mahluk hidup
di dunia ini. Perkawinan dilakukan manusia, hewan, bahkan oleh
tumbuh-tumbuhan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan
biologisnya dan meneruskan keturunan. Manusia sebagai mahluk
ciptaan Allah Swt, yang memiliki kemuliaan dan kelebihan
dibandingkan mahluk-mahluk lainnya, karena itu Allah Swt dan
Rasul-Nya telah menetapkan aturan-aturan tentang perkawinan demi
untuk memelihara kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Hal ini

sesuai dengan firman Allah Swt dan hadis Nabi saw:

Vs, Laga 843 4233 Wha (3185 Bang (ol e IR, 3 45515800 (ol 3l
Ll akile & &) aaoWs 4 Gslelid 3 o s8I sl 1508
Artinya: Hai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah
menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan Allah
menciptakan pasangannya (Hawa), dari (diri) nya dan dari
keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan
perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang
dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah)
hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu

menjaga dan mengawasimu. (Q.S al-Nisa’:1)."

! Al-Qur’an al-Karim, (Al-Hidayah, Departemen Agama RI), Q.S Al-
Nisa’: 1.
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Artinya: Dari Abdullah bin Mas'ad r.a berkata: Rasulullah saw
bersabda: Wahai generasi muda, siapa di antara kamu telah
mampu untuk menikah hendaknya ia nikah, karena nikah itu
dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan.
Dan jika dia belum mampu hendaknya ia berpuasa, sebab
puasa itu dapat menjadi kendali (obat). (Muttafaq Alaih).

Kemaslahatan yang diciptakan dari lembaga perkawinan adalah
salah satu kemaslahatan yang bersifat dharari,® yaitu untuk
memelihara kehormatan dan keturunan. Jika kemaslahatan ini tidak
terpelihara akan menimbulkan kerusakan dalam tatanan kehidupan
manusia yang pada gilirannya tidak ada perbedaan antara manusia dan
hewan, dan ini menempatkan posisi manusia sama dengan hewan,

yakni kawin semaunya.

Suatu perkawinan dianggap sah atau mempunyai kekuatan
hukum jika pelaksanaan perkawinan itu dilakukan sesuai dengan
ketentuan atau peraturan yang telah ditetapkan oleh sang pembuat

hukum yaitu Allah Swt dan Rasul-Nya. Ketentuan-ketentuan dalam

2 Muhammad bin Ismail bin Shalah bin Muhammad al-Hasaniy, Subul
al-Salam, (Kairo: Darul Thya’ al-Turats al-Arabiy, Juz I1I, 1980), hal. 109.

® Dhariri (kebutuhan primer), yang ini bersifat kemestian dan harus
ada dalam kehidupan demi kelangsungan hidup individu dan sosial. Jika
kebutuhan ini tidak eksis dan tidak dipenuhi atau terganggu, maka kehidupan
akan mengalami kekacauan; kemaslahatan akan hilang dan dunia menjadi
berantakan, bahkan bisa menjurus kepada kebinasaan. Lihat: Abdul Gani Isa,
Menelusuri Paradigma Fikih Kontemporer "Studi Beberapa Masalah Hukum
Islam”, (Banda Aceh: Ar-Raniri Pres, Cet Ke-I, Pdf, 2009), hal. 95.
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hukum Islam sudah diatur dalam al-Qur’an dan al-hadis. Namun
demikian ayat-ayat al-Qur’an ada yang gath 7 al-dilalah (penunjukan
lafadz atas maknanya pasti) dan ada yang dzanni al-dilalah
(penunjukan lafadz atas maknanya tidak pasti). Begitu pula dengan
hadis, ada yang gath 't al-wurid (pasti datangnya dari Rasul saw) dan
ada yang dhaniy al-wurizd (masih dengan dugaan keras dari Rasul

saw).

Dalam suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi
syarat dan rukun perkawinan yang telah ditentukan dalam hukum
Islam. Ketentuan yang menjadi rukun yang harus dipenuhi dalam
perkawinan, yaitu: Calon mempelai pria; calon mempelai wanita; wali
dari pihak perempuan; dua orang saksi; dan ada akad (ijab dan
kabul).*

Fugaha (ahli ilmu Fikih) berbeda pendapat dalam masalah
kedudukan wali dalam perkawinan. Sebagian ulama menyatakan wali
sebagai rukun perkawinan (ulama Syafi’iyyah) dan sebagian lagi
menyatakan wali sebagai syarat (syarat tamam ‘kesempurnaan”,
bukan syarat sah) tetapi tidak mutlak, karena dalam hal tertentu wali

tidak dibutuhkan (ulama Hanafiyyah).’

* Ahmad Rofig, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Jakarta: PT.
Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-1, 2013), hal. 55.

® lbn Rusydi, Bidayah al-Mujtahid, (Jeddah: al-Haramain, Juz II,Cet.
Ke-3, t.th), hal. 8-9.
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Wali dalam suatu perkawinan merupakan hukum yang harus
dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya
atau memberi izin pernikahannya. Wali dapat langsung melaksanakan
akad nikah itu atau mewakilkannya kepada orang lain. Hal ini sesuai
dengan hadis Nabi saw:

(a8 (sl (Ao ) LY sl 4o S e ) sl 0 100 Alsike G
6 (LRSI b130) Al 513 ¥ (a Gl (bl | g alss b
Artinya: Dari ‘Aisyah r.a, la berkata: Rasulallah saw telah bersabda:
tidak sah suatu pernikahan, kecuali dengan wali dan dua
orang saksi yang adil, kemudian apabila mereka berselisih
maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki

wali. (H.R. al-Daraqutni).

Menurut ulama Hanafiyyah, seorang dapat bertindak menjadi
wali apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, dan para
ulama berbeda pendapat dalam masalah syarat-syarat yang harus
dipenuhi seorang wali. Syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang wali
menurut ulama Hanafiyah itu ada empat, yaitu: beragama Islam,

baligh, berakal sehat, dan merdeka.”’

Menurut Abu Hanifah bagi wali yang penting bukanlah status

laki-laki, akan tetapi kepandaiannya memilihkan jodoh yang tepat

® Imam al-Syaukaniy al-Yamaniy, Nail al-Authdr, (Mesir: Darul
Hadis, Cet. Ke. I, Juz 6, 1993), hal. 150.

" <Alauddin Abi Bakar bin Mas’id al-Kasaniy al-Hanafiy, Baddi’ al-
Shanai’, (Beirut: Darul Kutib al-‘Ilmiyah, Juz III, Cet. Ke-2, 1986), hal. 329-
330. Lihat pula: Muhammad Muhyiddin, Ahwal al-Syakhsiyah, (Bairut:
Maktabah al-‘Alamiyah, 2007), hal. 81.
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bagi perempuan yang di bawah perwaliannya sehingga ia mengetahui

akan kemaslahatannya.®?

Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa perwalian adalah
perwalian ijbar saja.’® Hak perwalian ini hanya dimiliki oleh para
kerabat ‘ashabah saja. Oleh karena itu, hak perwalian adalah untuk
orang yang memiliki hubungan paling dekat. Sebab ada riwayat dari
sahabat Ali r.a. yang mengatakan “Pernikahan dilakukan oleh wali

‘ashabah”.’® Sebagaimana urutan berikut ini:*

1. Anak laki-laki ().

8 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, (Jogjakarta: Fak
Hukum UII, 1977), hal. 37.

° Wahbah al-Zuhaili, Al-Figh al-Islam Wa Adillatuh, (Damaskus:
Darul Fikr, Cet. Ke-10, Juz 9, 2007), hal. 188.

10 <Ashabah adalah bagian sisa setelah diberikan kepada ahli waris
ashab al-furud. Sebagai ahli waris penerima bagian sisa, ahli waris ‘ashabah
terkadang menerima bagian banyak (seluruh harta warisan), terkadang
menerima bagian sedikit, tetapi terkadang tidak menerima bagian sama
sekali, karena telah habis diberikan kepada ahli waris ashab al-furudl.
Adapun macam-macam ahli waris ashabah ada tiga macam, yaitu sebagai
berikut: 1. ‘Ashabah bi nafsih, yaitu ahli waris yang karena kedudukan
dirinya sendiri berhak menerima bagian ‘ashabah. Ahli waris kelompok ini
semuanya laki-laki, kecuali mu tigah (orang perempuan yang memerdekakan
hamba sahayanya), yaitu: Anak laki-laki, cucu laki-laki dari garis laki-laki,
bapak, kakek (dari garis bapak), saudara laki-laki sekandung, saudara laki-
laki seayah, anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki saudara
laki-laki seayah, paman sekandung, paman seayah, anak laki-laki paman
sekandung, anak laki-laki paman seayah dan yang terahir mu’tig atau
mu’tigah (orang laki-laki atau perempuan yang memerdekakan hamba
sahaya). Lihat selengkapnya dalam: Ahmad Rofig, Figih Mawaris, (Jakarta:
PT Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-VI, 2015), hal. 73-74.

" ‘Alauddin Abi Bakr bin Mas’ad al-Kasani al-Hanafi, Badai’ al-
Shanai’, (Beirut: Darul Kutab al-‘Ilmiyah, Juz III, Cet. Ke-2, 1986), hal. 376.
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10.

11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.

Cucu laki-laki dan seterusnya ke bawah ( Jis ¥ I o) o).

Ayah (<!). (posisi ayah kandung pada urutan wali dalam
Hanafiyyah berada setelah anak laki-laki, cucu laki-laki dan
seterusnya)

Kakek, dan seterusnya ke atas (3a11).

Saudara laki-laki sekandung (& &),

Saudara laki-laki seayah "saudara tiri” (<Y &0).

Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung “keponakan” (i cn)
Anak laki-laki saudara laki-laki seayah “keponakan” (<Y #i c).
Anak laki-laki, anak laki-lakinya saudara seayah seibu (&Y ¢! ¢
oY),

Anak laki-laki, anak laki-lakinya saudara yang hannya seayah saja
(<Y &Y o o)

Paman yang seayah seibu (&2l ae),

Paman seayah (<Y ac).

Anak laki-laki paman “sepupu” seayah seibu (G£) asll o).

Anak laki-laki paman seayah (<Y &) o).

Anak laki-laki, anak laki-lakinya paman seayah seibu ( &=l ¢l o)
Ga).

Anak laki-laki, anak laki-lakinya paman seayah (<Y a=ll ¢l o).
Saudara laki-laki kakek seayah seibu (Cxs S0 3l #1),

Anak laki-laki, saudara laki-laki kakek seayah seibu (‘54 3l &1 ¢

s59).
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Ulama Hanafiyyah memberikan alasan mengapa wali dalam
perkawinan adalah mereka yang dekat hubungannya dengan
perempuan, yang terdekat kemudian dan seterusnya karena keluarga
yang dekat akan adanya rasa malu apabila perempuan itu kawin
dengan laki-laki yang tindak pantas untuk menjadi suaminya. Adanya
perasaan malu ini tidak terbatas pada ‘ashobah saja tetapi juga
terdapat pada zawil arham.”” Karena itu tidak ada alasan membatasi
hak perwalian pada golongan ‘ashobah saja.*®

Sementara masalah pembagian wali menurut ulama
Hanafiyyah, wali itu hanya ada wali mujbir saja dan wali ghairu
mujbir itu tidak ada. Wali mujbir ini berkuasa terhadap perempuan
yang masih kecil atau sudah dewasa tapi gila atau dungu dan yang
berhak menjadi wali mujbir adalah ayah, kakek, dan saudara dekat
yang termasuk ‘ashabah dan saudara dekat yang termasuk zawil

arham®,

12 Menurut terminologi Fikih Mawaris, zawi/ arham digunakan untuk
menunjuk ahli waris yang tidak termasuk ke dalam ahli waris ashab al-furid
dan ashab al-‘ashabah. Oleh karena itu mereka tidak berhak menerima
bagian warisan sepanjang ahli waris ashab al-furiid dan ashab al-‘ashabah
ada. Lihat: Ahmad Rofiq, Figih Mawaris, (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, Cet. Ke-VI, 2015), hal.78.

3 Abdurrahman al-Jaziry, Al-Figh ‘Ala al-Madzahib al-Arba’ah,
(Darul Kutub al-Ilmiyah, Juz IV,Cet. Ke-Il, 2003), hal. 30.

1 Wahbah al-Zuhaili, al-Figh al-Islam Wa Adillatuh, (Damaskus:
Darul Fikr, Cet. Ke-10, Juz 9, 2007), hal. 188. Lihat pula: Abdurrahman al-
Jaziry, Al-Figh ‘Ala al-Madzahib al-Arba’ah, (Darul Kutib al-Ilmiyah, Juz
1V, Cet. Ke-Il, 2003), hal 31.
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Sedangakan masalah wali menurut ulama Syafi’iyyah, seorang
dapat bertindak menjadi wali apabila memenuhi syarat-syarat yang
ditentukan dalam hukum Islam, syarat-syarat yang harus dipenuhi
menurut ulama Syafi’iyyah ada delapan, yaitu: laki-laki, beragama
Islam, berakal sehat, baligh, merdeka, adil, tidak dalam keadaan
dipaksa, dan tidak dalam menjalankan ihram (baik haji maupun

umrah).”

Perwalian menurut ulama Syafi’iyyah terbagi menjadi dua; wali
mujbir dan bukan mujbir . Wali mujbir adalah ayah, kakek dan nasab
ke atasnya. Wali yang bukan mujbir yaitu selain ayah, kakek, dan

seterusnya.'®

Sedangkan urutan wali menurut ulama Syafi’iyyah'’ adalah
ayah, kakek, kemudian anak, kemudian saudara, kemudian paman,
kemudian orang yang memerdekakan, kemudian kerabat ‘ashabahnya,

dan kemudian penguasa. Dalam bentuk dibawah ini:

1. Ayah kandung (&Y/)
2. Kakek dan seterusnya ke atas (2a11).
3. Saudara laki-laki seayah seibu (cxsY #¥Y).

% Al-Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-husainy,
Kifayatul Akhyar, (Darul Thya’ al-Kutib al-Arabiyah Indonesia, Juz II, tth),
hal. 49.

1 Wahbah al-Zuhaili, Al-Figh Al-Islam Wa Adillatuh, (Damaskus:
Darul Fikr, Cet. Ke-10, Juz 9, 2007), hal. 194-195.

7 Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad, Al-Mahalli, (Darul Kutiib
al-Ilmiyah: Juz III, Cet. Ke-I1l, 2004), hal. 339-340.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.

20.

Saudara laki-laki seayah (<Y #).

Keponakan dari saudara laki-laki yang seayah seibu (¥ &3 o)
Keponakan dari saudara laki-laki yang seayah saja (<34 &Y o)
Anak laki-laki, anak laki seayah seibu (cxs:0 c) o)

Anak laki-laki, anak laki seayah, dan seterusnya ke bawah ( ¢! ¢!
Jauyl )

Paman seayah seibu (s zl)

Paman seayah (<Y a=)))

Anak laki-laki paman seayah seibu (cus:Y & c)

Anak laki-laki paman seayah (<Y =l ()

Anak laki-laki, anak lakinya paman seayah seibu (oY asll cu) o)
Anak laki-laki, anak laki-lakinya paman seayah (<Y a=ll ¢l o)
Saudara laki-laki kakek seayah seibu (CxsY 30 #1)

Saudara laki-laki kakek seayah (<Y 3 &)

Anak laki-laki, saudara laki-laki kakek seayah seibu (sl &) ¢l
Oes\)

Anak laki-laki, saudara laki-laki kakek seayah (<30 3l & o)
Anak laki-laki, anak laki-lakinya kakek seayah seibu () ¢l ¢n
OrseN)

Anak laki-laki, anak laki-lakinya kakek seayah (=34 3ad) ol i)

Kemudian jumhur ulama Syafi’iyyah berpendapat bahwa wali

dalam pernikahan adalah saudara dekat yang termasuk pada ashab,

bukan saudara seibu atau zawil arham lainnya. Pernikahan seorang

perempuan tidak sah kecuali dinikahkan oleh wali agrab (dekat), dan
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apabila tidak ada oleh wali ab’ad (jauh), dan jika tidak ada dinikahkan

oleh penguasa (wali hakim).

Sedangkan menurut Imam Malik, seorang anak itu bisa menjadi
wali nikah ibunya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibn Syihab dari

kalangan Malikiyyah:

Aad) agia (s fa Ly a8 2g-ainy 1408 1) gad L BANS Gk B0 il e
g5 sl il bl S (fa g 3h (AL Ty algh Hys dahiy 91y
e die LI e Sis 13 008 € 51 jal) Egua ) By
Artinya: Ibn Syihab berkata: apakah kamu pernah melihat wanita
yang dinikahkan dan para walinya hadir semua yang mana
sebagian lebih dekat dari pada yang lain. Diantara mereka
adalah paman, saudara laki-laki, kakek, cucu laki-laki, dan
anaknya sendiri. Kemudian yang menikahkan pamannya,
kemudian anak dan para wali yang lainnya mengingkari
pernikahan tersebut, walaupun perempuan itu sudah
meridhainya? Maka jawaban Ibn Syihab: yang demikian itu

boleh menurut Imam Malik.

Bahkan menurut Imam Malik, seorang anak itu lebih utama
dalam menikahkan ibunya dibanding ayah, “Ibn Syihab ditanya,
siapakah yang lebih utama menikahkan wanita tersebut, anaknya atau
ayahnya? Ibn Syihab menjawab, Imam Malik berkata, anak lebih
utama dalam menikahkan dan menshalatinya.” Perbedaan pendapat
tersebut didasarkan pada perbedaan pemahaman dan penilaian
terhadap hadis dari Ummu Salamah, yaitu: &35 6‘3 Hab g Ly Gullas

'8 Imam Malik bin Anas bin Malik bin Amir al-Ashabiy al-Madaniy,
Al-Mudawwanah al-Kubra, (Darul Kutiib al-Ilmiyyah, Juz II, Cet. Ke-I,
1994), hal. 105.
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A3 alug Agle ﬂ\uha;n\ Jds* kemudian Ummu Salamah berkata
kepada anak laki-lakinya: Hai Umar, bangkitlah kemudian

kawinkanlah Rasulullah saw. Lalu la mengawinkannya.”*®

Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan rukun nikah,
ada yang berpendapat bahwa rukun nikah adalah calon suami, calon
istri, wali, dua orang saksi, dan ijab kabul. Akan tetapi para Fugaha’
berselisih pendapat mengenai seorang anak laki-laki yang menjadai
wali nikah ibunya. Seorang anak lebih didahulukan daripada ayah
menurut Imam Abu Hanifah, dan Imam Malik. Ayah lebih
didahulukan daripada anak menurut Imam Hambali. Sedangkan
menurut pendapat Imam al-Syafi’i anak tidak memiliki hak perwalian,

kecuali ia menjadi ‘ashabah.?

Dalam hal anak menjadi wali nikah ibunya, Imam Abu Hanifah
dan Imam al-Syafi’i berbeda pendapat. Pendapat Imam Abu Hanifah
tentang status perwalian anak laki-laki yang dikemukakan oleh Imam
Muhammad Ibn Ahmad Ibn Sahl Syamsul ‘Aimah al-Sarkhisiy® al-
Hanafiy dalam kitab al-Mabsit:

% |ihat Al-Mudawwanah al-Kubra, hal. 105.

0 Wahbah al-Zuhaili, Al-Figh al-Islam Wa Adillatuh, (Damaskus:
Darul Fikr, Cet.. Ke-10, Juz 9, 2007), hal.36. Lihat pula: Al-Sayyid
Muhammad Syatha al-Dimyatly al-Misriy, I’anah al-Thalibin, (Bandung:
Syirkah al-Ma’arif, Juz III, t.th), hal. 274
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Artinya: Pengikut Imam Abu Hanifah r.a di dalam (masalah) Ayah
dan Anak laki-laki, siapakah yang paling berhak untuk
menikahkannya, lalu Abu Hanifah dan Abu Yusuf (murid

Imam Abu Hanifah) menjawabnya: Yang paling berhak

untuk menikahkan adalah anak laki-lakinya, karena ia (anak
laki-lakinya) didahulukan dalam (masalah) waris ‘ashabah,

apakah kamu tidak melihat, bahwa seorang ayah ketika
bersamaan anak laki-laki, maka ia (ayah) hanya berhak

mendapatkan seperenam saja (jika ada anak laki-laki atau
cucu laki-laki dari garis laki-laki).

Dan juga pernyataan Imam Abu Hanifah yang dikemukakan
oleh Imam ‘Alauddin Abi Bakar bin Mas’td al-Kasaniy al-Hanafiy

dalam kitab Bada i al-Shana i

pall) (g 93 o Ayiaal) 43 ABga o die 4G gland) sLab i8] b 136 s il
ata e Ayl glal cigif b o Wity dadl 3 G L) 08 515
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Artinya: Adapun syarat mendahulukan (dalam masalah perwalian) itu
ada dua, yang pertama, al-‘ushiabah (dari garis ‘ashabah)
demikian menurut Imam Abu Hanifah, maka didahulukan

I Imam Muhammad Ibn Ahmad Ibn Sahl Syamsul ‘Aimah al-
Sarkhisiy* al-Hanafiy, Al-Mabsiith, (Darul Kuttib al-Ilmiyah, Juz IV, tth), hal.
220. Lihat pula Al-Imam Kamaluddin Muhammad bin Abdul Wakhid al-
Syairasiy al-Hanafiy, Fatkhul Qadir, (Darul Kutib al-Iimiyah, Cet. Ke-l,
t.th), hal. 268.

22 <Alauddin Abi Bakar bin Mas’id al-Kasaniy al-Hanafiy, Badai’ al-
Shanai’, (Beirut: Darul Kutab al-‘Ilmiyah, Juz 3, Cet. Ke-2), 1986, hal. 376.
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‘ashabah atas zawil arham sama hal-nya ‘ashabah itu dekat
maupun jauh. Menurut Imam al-Syaibaniy dan Abu Yusuf,
bahwa al- ‘ushibah (dalam hal garis ‘ashabah) merupakan
syarat penetapan wilayah (perwalian dalam pernikahan) atas
keterangan yang telah berlalu. Yang kedua, yaitu: Dekatnya
kekerabatan, maka didahulukan atas keluarga yang dekat
atas keluarga yang jauh, sama halnya dalam ‘ashabah
maupun selain ‘asahbah atas asal Abi Hanifah.

Hal ini dikarenakan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa
perwalian itu dari jalur hubungan anak (al-bunzwwah), hubungan
ayah (al-ubazwwah), hubungan saudara (al-ukhazwwah), hubungan
paman (al-‘umamah), hubungan memerdekakan (al-mu 'tigah), dan
kemudian imam dan hakim. Ini berbeda dengan pendapat Imam al-

Syafi’i yang mendahulukan al-Ubawwah “dari sisi ayah”.®

Pandangan berbeda diutarakan oleh Imam al-Syafi’i dalam
kitab al-Umm, dia menyatakan bahwa seorang anak lak-laki tidak bisa

menjadi wali nikah ibunya:

A0V 908 a1 M 3 M5 AS35Al S () o) 0B G ) I B A A A Y
24 Ay 49 51 34 & %h Tt 1 51585 1 ¥ Oy Lo ]

Artinya: Tidak ada perwalian dalam nikah bagi kerabat kecuali dari
silsilah ayah. Jika wanita yang dinikahi mempunyai anak
atau cucu, maka sama sekali tidak ada perwalian bagi
mereka kecuali mereka menjadi waris ‘ashabah, maka
mereka berhak menjadi wali sebab ‘ashabah tersebut.

% |bn Rusydi, Bidayah al-Muijtahid, (Jeddah: al-Haramain, Juz II,Cet.
Ke-3, t.th), hal. 13. Lihat pula: Badai’ al-Shanai’, Juz 111, hal. 376.

2 Imam Al-Syafi’i, Al-Umm, (Bairut: Darul Wafa’, Juz VI, 2001), hal.
37.
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Pernyataan Imam al-Syafi’i yang senada dengan di atas yang
dikemukakan oleh Imam Abi Zakariyya Muhyiddin bin Syaraf al-
Nawawiy dalam kitab al-Majma .

VAN fada iy gl Liat %5 & ) 1 BTl £33 1 a8
AR (o 5 I S 1ia s B3Iy 4000 8 A Ol Sl e i S AN
3l e gl aadl e A gl gt Al €354 & 30l S 1l

25 3’}'

Artinya: Imam al-Syafi’i r.a berkata: Tidak boleh seorang anak laki-
laki menikahkan ibunya, kecuali la menjadi ‘ashabah
ibunya, dan (pendapat) ini sahih, karena anak laki-laki
tidak memiliki perwalian atas ibunya, sepertihalnya ia
tidak bisa menikahkan ibunya sebab (posisi) menjadi anak
laki-lakinya, dan ini berbeda dengan pendapatnya Imam
Malik, Abt Hanifah, dan Ahmad: Boleh seorang anak laki-
laki menikahkan ibunya, berdasarkan hadis Ummu
Salamah menurut Ahmad, dan Bathaqiy ketika Abu
Salamah meninggal dunia.

Hal ini dikarenakan Imam al-Syafi’i berpendapat bahwa
perwalian itu dari pihak ayah (al-ubzwwah), dan Imam al-Syafi’i
menganggap bahwa anak laki-laki tidak menjadi ‘ashabah seorang

wanita, apabila anak laki-laki itu sendirian maka tidak ada perwalian

® Imam Abi Zakariyydi Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawiy, Al-
Majmu’, (Bairiit Libanan: Darul Fikr, Juz 17, 2000 H/ 1421M), hal. 316.
Lihat pula: Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar al-Haitamiy, Tuhfah al-
Muhtaj, (Mesir: Maktabah al-Tijartyah al-Kubra, Juz VII, tth), hal. 248. Lihat
pula: Zakariya al-Anshariy, Hasyiyah al-Bujairami, (Darul Fikr, Juz III, Cet.
Ke-2, 2007), hal. 342. Lihat pula: Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad,
Al-Mabhalli, (Darul Kutab al-Ilmiyah: Juz III, Cet. Ke-I11, 2004), hal. 340.
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bagi dia. Dan apabila ia bersama ‘ashabah yang lain maka ia akan

ikut menjadi wali ‘ashabah.?®

Dua pendapat kontradiktif ini menarik untuk dibahas lebih
lanjut, karena sejauh pembacaan penulis, kedua imam itulah yang
secara eksplisit memberikan jawaban atas permasalahan anak laki-laki
yang menjadi wali atas pernikahan ibunya. Sepintas membandingkan
pendapat dua Imam Madzhab yang berbeda tentu akan melahirkan
pendapat yang berbeda pula. Namun perlu diingat bahwa terkadang
dalam masalah yang sama, meskipun tidak sama dalam Imam
Madzhabnya, akan melahirkan pendapat yang sama pula. Perbedaan
tersebut memunculkan bermacam praduga, apakah dilatarbelakangi
perbedaan metodologi, perbedaan kondisi sosial, ataukah hanya

sentimen Madzhab.

Berdasarkan latarbelakang masalah  tersebut,  penulis
mengelaborasi tentang anak sebagai wali nikah bagi ibunya menurut
Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi’i. Penulis melakukan kajian
tentang permasalahan ini dengan judul “Status anak laki-laki
sebagai wali nikah bagi ibunya (Studi Perbandingan Pendapat

Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi’i)”.

% \bn Rusydi, Bidayah al-Mujtahid, (Jeddah: al-Haramain, Juz II,Cet.
Ke-3, t.th), hal. 13.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latarbelakang di atas, maka pokok
permasalahan yang akan diangkat dalam skripsi di sini adalah sebagai
berikut:

1. Bagaimana pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi’i
tentang status anak laki-laki sebagai wali nikah bagi ibunya?

2. Bagaimana perbandingan metode istinbat hukum antara Imam Abu
Hanifah dan Imam al-Syafi’i tentang status anak laki-laki sebagai

wali nikah bagi ibunya?

Dari rumusan masalah yang penulis uraikan dapat dimengerti
bahwa penelitian ini masuk dalam kajian fikih dengan menggunakan

pendekatan perbandingan madzhab.
C. Tujuan Penelitian
Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam al-
Syafi’i tentang status anak laki-laki menjadi wali nikah ibunya.

2. Untuk memberikan penilaian terhadap metode /stinbat Imam Abu
Hanifah dan Imam al-Syafi’i dalam masalah status anak laki-laki

sebagai wali nikah bagi ibunya.
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D. Telaah Pustaka

Pertama, skripsi yang disusun oleh Abdul Ghufran, Fakultas
Syari’ah IAIN Walisongo Semarang dengan judul: “Analisis Pendapat
Imam al-Syafi’i Tentang Wali Nikah Bagi Janda Di Bawah Umur”
dalam skripsi tersebut penulis menarik kesimpulan bahwa, Imam al-
Syafi’i berpendapat bahwa wali nikah merupakan suatu keharusan
sebagai syarat sahnya pernikahan dan tidak sah nikah tanpa wali

meskipun bagi janda dibawah umur.?’

Kedua, skripsi yang disusun oleh Ahmad Adib Fakultas
Syari’ah TAIN Walisongo Semarang, yang berjudul “Studi Analisis
Pendapat Imam al-Syafi i Tentang Anak Menjadi Wali Nikah Ibunya”.
Skripsi ini membahas tentang bagaimana pendapat Imam al-Syafi’i

tentang status anak menjadi wali nikah ibunya.

Penulis skripsi ini menyimpulkan bahwa dalam masalah anak
menjadi wali nikah ibunya, Imam al-Syafi’i menyatakan dengan tegas
bahwa tidak ada ‘ashabah jika ia sendirian. Karena Imam al-Syafi’i

menentukan hak perwalian sesuai urutan ilmu mawaris, dan Imam al-

2" Abdul Ghufran, “Analisis Pendapat Imam al-Syafi i Tentang Wali
Nikah Bagi Janda Di Bawah Umur” . Fakultas Syari’ah TAIN Walisongo
Semarang, Di publikasikan.
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Syafi’i memegang tidak ada hak ‘ashabah seorang anak terhadap

ibunya jika ia sendirian.?

Ketiga, artikel llmiah yang berjudul “Akibat Hukum Terhadap
Perkawinan Seorang Janda Tanpa Wali yang Berwewenang”, yang
disusun oleh Diah Ayu Puspita Sari, yang berisi berdasarkan Undang-
undang Nomor | Tahun 1974 tentang perkawinan dan hukum Islam
menurut suatu kewajiban dengan ketentuan yang mengharuskan
bahwa baik wanita janda atau bukan tidak hanya meminta izin saja
pada walinya ketika akan menikah, tetapi juga mengharuskan untuk

menggunakan wali nikah dalam perkawinannya.

Apabila tidak ada wali nikah maka perkawinannya dapat
dibatalkan. Serta akibat yang ditimbulkan selain dapat dibatalkan
adalah tidak sahnya perkawinan tersebut dan akan berdampak
terhadap hubungan suami istri, kedudukan anak yang dilahirkan
apabila sudah mempunyai anak, harta bersama, dan hubungan pihak

ketiga.”

Keempat, artikel Al-Adalah Vol X, No 2 Juli 2011, yang
disusun oleh saudara Rahmat yang berjudul “Kedudukan Wali Dalam

Pernikahan:  Studi  Pemikiran Syafi’iyyah, Hanafiyyah, Dan

28 Ahmad Adib, Studi Analisis pendapat Imam al-Syafi i tentang anak
menjadi wali nikah ibunya, skripsi Hukum Perdata Islam, Fakultas Syari’ah
IAIN Walisongo Semarang. 2008. Di publikasikan.

» Diah Ayu Puspita Sari, Akibat Hukum Terhadap Perkawinan
Seorang Janda Tanpa Wali Yang Berwewenag, Fakultas Hukum, Universitas
Brawijaya, Artikel llmiah, 2004. Di publikasikan.
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Praktiknya Di Indonesia”, penulis menyimpulkan bahwa ada
persamaan pendapat Ulama Syafi’iyyah dengan Ulama Hanafiyyah
mengenai wali ialah bahwa wali harus seorang Islam, dewasa dan
berakal. Sedangkan perbedaanya menurut Ulama Syafi’iyyah wali
harus laki-laki dan adil. Sedangkan Ulama Hanafiyyah wali boleh
seorang fasiqg dan wanita boleh menjadi wali nikah. Sedangkan
menurut Ulama Syafi’iyyah kedudukan wali dalam perkawinan adalah

syarat sahnya atau rukun perkawinan.*

Kelima, skripsi yang disusun oleh Siti Ninik Purnawati,
Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang
berjudul “Istinbat Hukum Madzhab Hanafiyyah Tentang Nikah Tanpa
Wali Dalam Kitab Bada’i al-Shana’i”. Penulis skripsi ini
menyimpulkan bahwa pertama: menurut pendapat madzhab Hanafi
perempuan merdeka, baligh, ketika menikahkan dirinya sendiri
dengan seorang laki-laki atau wakil dari laki-laki yang lain dalam
suatu pernikahan, maka pernikahan perempuan tersebut atau suaminya
diperbolehkan. Menurut madzhab Hanafi perempuan itu boleh
menikahkan dirinya sendiri dengan orang yang kufu’ atau yang tidak
kufu’ dengan mahar yang lebih kecil atau rendah, ketika perempuan

itu menikahkan dirinya sendiri dengan seorang yang tidak kufu’, maka

% Rohmat, Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran
Syafi’iyyah, Hanafiyyah, Dan Praktiknya Di Indonesia, Artikel Al-Adalah
Vol X, No 2 Juli 2011, Fakultas Syari’ah IAIN Raden Intan Lampung. Di
publikasikan.
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bagi wali berhak menghalangi pernikahnnya, bila pernikahan itu

dengan mahar yang kecil **

Keenam, skripsi yang disusun oleh Umar Farug, Fakultas
Syari’ah TAIN Walisongo Semarang yang berjudul “Studi Analisis
Pendapat Imam Malik Tentang Didahulukan Anak Atas Bapak Untuk
Menjadi Wali Nikah Bagi Ibu”. Penulis skripsi ini menyimpulkan
bahwa pertama, pendapat Imam Malik tentang anak lebih utama dari
bapak untuk menjadi wali nikah bagi ibu memang ada beberapa
pendapat dalam kitab Fikih. Dalam kitab ‘Ala al-Madzahib al-
Arba’ah disebutkan bahwa urutan wali dalam pernikahan adalah wali
mujbir  yaitu bapak, wasiat bapak, orang yang memiliki budak,
kemudian setelah wali mujbir yang didahulukan adalah anak laki-laki
(al-ibn) walaupun hasil dari hubungan perzinaan. Dalam Kkitab
Mudawwamah al-Kubra disebutkan bahwa anak laki-laki lebih utama

menjadi wali nikah bagi ibunya dari pada ayah si ibu sendiri.*

Maka, yang membedakan penelitian ini dengan skripsi tersebut
adalah metode yang digunakan. Metode yang penulis gunakan adalah
metode perbandingan dan penulis akan lebih memperluas
pembahasannya. Penulis akan mengungkap pendapatnya Imam Abu
Hanifah yang terdapat dalam kitab Al-Mabsath dan Al-Bada’i al-

31 Siti Ninik Purnawati, Istinbath Hukum Madzhab Hanafiyah
Tentang Nikah Tanpa Wali Dalam Kitab Bada’i Al-Shana’i, Fakultas
Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2015. Di publikasikan.

% Umar Farug, Studi Analisis Pendapat Imam Malik Tentang
Didahulukan Anak Atas Bapak Untuk Menjadi Wali Nikah Bagi Ibu, Fakultas
Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, 2008. Di publikasikan.
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Shana’i karya Imam Muhammad Ibn Ahmad lbn Sahl Syamsul
‘Aimah al-Sarkhisiy‘ al-Hanafiy dan Imam ‘Ala’udin Abi Bakar Ibnu
Mas’ud al-Kasaniy al-Hanafiy dengan pendapatnya Imam al-Syafi’i
dalam karyanya al-Umm dan al-Majmé’ karya Imam Abi Zakariyya
Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawiy. Sedangkan skripsi di atas hanya
memfokuskan dan menganalisis pendapatnya Imam al-Syafi’i saja
tentang status anak laki-laki menjadi wali nikah ibunya.

. Metode Penelitian

Yang dimaksud metode penelitan adalah suatu cara atau jalan
yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas
data dalam suatu penelitian, guna memperoleh pemecahan terhadap
suatu permasalahan.® Untuk melakukan hal-hal tersebut penulis

menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, dengan
paradigma normatif-doktrinal, yaitu penelitian yang berkenaan
dengan metode pengumpulan data pustaka, atau penelitian yang
obyek penelitiaannya digali melalui beragam informasi
kepustakaan (buku, ensiklopedi, jurnal ilmiah, koran, majalah dan

dokumen).* Berdasarkan pada pengertian ini, maka penulis akan

%% Joko Subagyo, Metodologi Penelitian, Dalam Teori Dan Praktek,
(Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), hal. 2.

% Nana Saodih, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2009), hal. 52.
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menelaah bahan-bahan pustaka yang berupa buku-buku/ kitab-
kitab fikih, dan sumber lainnya yang relevan dengan topik status

anak laki-laki sebagai wali nikah bagi ibunya.

2. Sumber Data
Menurut Suharsimi Arikunto, sumber data penelitian adalah
subyek dari mana data dapat diperoleh.*® Ada dua macam data

yang dipergunakan, yakni data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari obyek
yang akan diteliti.** Maka sumber data primer dalam penelitian ini
penulis dapatkan secara langsung dari Kitab al-Mabsiz karya Imam
Muhammad Ibn Ahmad Ibn Sahl Syamsul ‘Aimah al-Sarkhisiy* al-
Hanafi, kitab Bada’i a/-Shana’i karya ‘Alauddin Abi Bakar bin
Mas’ud al-Kasaniy al-Hanafi, kitab al-Umm karya Imam al-Syafi’i
dan kitab al-majmi’ karya Imam Abi Zakariyya Muhyiddin bin

Syaraf al-Nawawi.

b. Data Sekunder
Data sekunder adalah sumber data yang dijadikan data

pelengkap dan pendukung dari data primer.¥’ Maka dalam

% Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan
Praktek,(Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. Ke-12, t.th), hal. 120.

% Sumadi Suryabrata, Metode Penelitian, (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, Cet. Ke-9, 1995), hal. 84-85.

% Surachmad, Dasar Dan Tehnik Research, (Bandung: CV. Tarsito,
1990), hal. 134.
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penelitian ini, data penunjang tersebut penulis dapatkan dari Kitab-
kitab atau buku-buku yang mempunyai relevansi langsung dengan
tema penulisan skripsi ini, diantaranya adalah Kitab Syarah Fath
al-Qadir karya Syaikh Kamaluddin Muhammad al-Sakandariy,
Kitab Bidayah al-Mujtahid karya Ibn Rusydi, Kitab Raddul
Mukhtar karya Syaikh Ibnu ‘Abidin, Kitab al-Figh al-Islam Wa
Adillatuhu karya Wahbah al-Zuhaily dan kitab-kitab atau buku-
buku lain yang terkait dengan tema pembahasan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam
penelitian ini adalah Dokumentasi, yaitu cara memperoleh dengan
menelusuri  dan mempelajari dokumen, catatan, buku-buku,
peraturan perundang undangan.® Teknik ini digunakan untuk
memperoleh data-data atau dokumen yang dapat memberikan
penjelasan mengenai ketentuan Imam Abu Hanifah yang tertuang
dalam kitab al-Mabsis karya Imam Muhammad Ibn Ahmad lbn
Sahl Syamsul ‘Aimah al-Sarkhisiy* al-Hanafiy, kitab Bada’i al-
Shana’i karya ‘Alauddin Abi Bakar bin Mas’td al-Kasaniy al-
Hanafiy dan kitab al-Umm karya Imam al-Syafi’i, kitab al-Majmz’
karya Imam Abi Zakariyya Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawiy

tentang status anak laki-laki sebagai wali nikah bagi ibunya.

% Suharsimi  Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan
Praktek., hal. 202.
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4. Teknik Analisis Data
Setelah memperoleh data-data penelitian, penulis akan

menganalisa data tersebut dengan menggunakan dua teknik, yaitu:

a. Deskritif, adalah analisis yang menggambarkan sifat atau keadaan
yang dijadikan objek dalam penelitian. Teknik ini dapat digunakan
dalam penelitian lapangan seperti dalam menelti lembaga
keuangan syari’ah atau organisasi keagamaan, maupun dalam
penelitian leterer seperti pemikiran tokoh hukum Islam, atau
sebuah pendapat hukum.* Berdasarkan pada pengertian tersebut,
penulis akan menganalisa data-data atau hasil-hasil penelitian. Di
sini akan diketahui bagaimana sesungguhnya pendapat Imam Abu
Hanifah dan Imam al-Syafi’i terkait dengan masalah status anak
laki-laki sebagai wali nikah bagi ibunya.

b. Komparatif, yakni membandingkan antara dua atau lebih
pemikiran tokoh, atau dua pendapat tokoh hukum Islam yang
berkaitan dengan suatu produk fikih.** Analisis komparatif ini
sangat penting dilakukan karena analisis ini yang sesungguhnya
menjadi inti dari penelitian ini. Dari sini akan diperoleh apa yang
menjadi sebab munculnya perbedaan pendapat Imam Abu Hanifah
dan Imam al-Syafi’i dalam menanggapi masalah status anak laki-

laki sebagai wali nikah bagi ibunya.

% Tim Penulis, Pedoman Penulisan Skripsi, (Semarang: Fakultas
Syari’ah IAIN Walisongo Semarang), hal. 13.

“* Tim Penulis, Pedoman Penulisan Skripsi, (Semarang: Fakultas
Syari’ah IAIN Walisongo Semarang), hal. 14.
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Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam
menganalisis data, penulis akan menggunakan teknik analisis data
deskritif-komparatif, yaitu dengan terlebih dahulu memaparkan
pemikiran kedua tokoh tersebut kemudian membandingkan antara
keduanya.

. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah pembahasan dan lebih terarah
pembahasannya serta memperoleh gambaran penelitian secara
keseluruhan, maka akan penulis sampaikan sistematika penulisan
skripsi ini secara global dan sesuai dengan petunjuk penulisan skripsi
Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Adapun
sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, tiap bab terdiri

dari beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, yang berisi latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode

penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab kedua adalah tinjauan umum tentang wali nikah, yang
memuat beberapa sub bab. Sub bab pertama mengenai pengertian wali
nikah, kedua menjelaskan dasar hukum wali nikah, ketiga
menjelaskan macam-macam wali nikah dan urutannya, keempat
syarat-syarat menjadi wali nikah, kelima menjelaskan gugurnya hak

perwalian dan yang keenam menjelaskan teori istinbat hukum.
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Bab ketiga membahas tentang pendapat dan istinbat hukum
Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi’i tentang status anak laki-laki
sebagai wali nikah bagi ibunya, bab ini memuat dua sub bab. Sub bab
pertama menjelaskan tentang biografi, pendapat, metode istinbat
Imam Abu Hanifah secara umum, dan metode istinbas Imam Abu
Hanifah tentang status anak laki-laki sebagai wali nikah bagi ibunya.
Dan sub bab kedua menjelaskan tentang biografi, pendapat, metode
istinba Imam al-Syafi’i secara umum, dan metode istinbas Imam al-

Syafi’i tentang status anak laki-laki sebagai wali nikah bagi ibunya.

Bab keempat adalah analisis terhadap pendapat Imam Abu
Hanifah dan Imam al-Syafi’i tentang status anak laki-laki sebagai wali
nikah bagi ibunya. Bab ini berisi dua sub bab, yang pertama adalah
analisis terhadap pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi’i
tentang status anak laki-laki sabagai wali nikah bagi ibunya. Sub bab
kedua membahas analisis perbandingan metode istinbat Imam Abu

Hanifah dan Imam al-Syafi’i.

Bab kelima adalah penutup. Berisi tiga sub bab, kesimpulan,

saran-saran dan kata penutup.



BAB 11
TINJAUAN UMUM TENTANG WALI NIKAH

A. Pengertian Wali Dalam Nikah

Sebelum penulis membicarakan masalah wali dalam pernikahan
perlu dikemukakan perwalian menurut literatur figih, perwalian
menurut literatur figih disebut dengan (&Y S “huruf wawu terbaca
kasrah” yaitu kedekatan (&), sedangkan (YsM) "huruf wawu
terbaca fatkhah” bermakna rasa cinta (:a4l), pertolongan (315:ilf) dan
memiliki makna kekuasaan atau otoritas (ldi/ 37,34l *

Sedangkan perwalian dalam terminologi Fugaha (ahli hukum
Islam) seperti yang diformulasikan oleh Wahbah al-Zuhaili, yaitu
kekuasaan yang diberikan kepada seseorang untuk secara langsung
melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) izin
orang lain.?

Sejalan dengan definisi tersebut, menurut Amir Syarifuddin,
yang dimaksud dengan wali secara umum adalah seseorang yang
karena kedudukannya berwewenang untuk bertindak terhadap dan atas

nama orang lain.?

Y Al-Maiisii’ah A\-Fighiyyah, (Kuwait: Zatus Salasil, Juz 45, Cet. Ke-
2, 1986), hal. 135. Lihat pula: Wahbah Al-Zuhaili, Al-Figh al-lIslam Wa
Adillatuh, (Damaskus: Darul Fikr, Cet. Ke-10, Juz 1X, 2007), hal. 179.

2 Wahbah Al-Zuhaili, Al-Figh al-Islam Wa Adillatuh, (Damaskus:
Darul Fikr, Cet Ke-10, Juz IX, 2007), hal. 179.

 Amir Syarifuddin, Hukum Pernikahan Islam di Indonesia, (Jakarta:
PT Bumi Aksara, 2007), hal. 69.
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Abdurrahman al-Jaziri mendefinisikan wali nikah sebagai
berikut:

sl G 3hy Al faa B dal) A agle i 31 b 2SI B N
4 Ay AUally (gl Cualadl G 81y

Artinya: Wali didalam nikah adalah orang yang mempunyai puncak
kebijaksanaan atas keputusan yang baginya menentukan
sahnya akad (pernikahan), maka tidaklah sah suatu akad
tanpa dengannya, ia adalah ayah atau orang yang diberi
wasiat, kerabat dari pihak ayah, mu’tig (orang yang
memerdekakan budak), sulthan dan penguasa yang
berwenang.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud

dengan wali ialah orang yang menurut hukum (agama, adat) diserahi
kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak tersebut
beranjak dewasa. Wali juga bisa diartikan sebagai pengasuh pengantin
perempuan pada waktu menikah yaitu yang melakukan janji nikah
dengan pengantin laki-laki.> Mengenai perwalian ini mayoritas ulama
membagi wali menjadi tiga macam, perwalian atas barang, perwalian
atas orang, dan perwalian atas barang dan orang secara bersama-
sama.’

Dari uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa orang yang

diberi kekuasaan atas sesuatu disebut wali. Dari tiga macam perwalian

* Abdurrahman Al-Jaziri, al-Figh ‘ala Madzahibil ‘Arba’ah, (Bairut:
Daru al-Kuttib al-Ilmiyah, Juz IV, t.th), hal. 29.

> Frista Artmanda W, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Jombang:
Lintas Media, tth), hal. 347.

® Abu Zahrah, 4hwal al-Syakhsiyah, (Bairut: Darul Fikr al-‘Arabiy,
1957), hal. 122.
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di atas yang akan dibicarakan di sini adalah perwalian atas orang,
yakni perwalian dalam pernikahan. Jadi yang disebut dengan wali
nikah adalah seseorang yang diberi kekuasaan untuk menikahkan
seorang perempuan yang dibawah kekuasaannya, dengan perkataan
lain wali itu dari pihak perempuan.

Wali dalam pernikahan adalah merupakan hal yang penting dan
menentukan. Menurut pendapat ulama Syafi’iyyah tidak sah
pernikahan tanpa adanya wali bagi pihak perempuan, sedangkan bagi
laki-laki tidak diperlukan wali. Sedangkan menurut ulama Hanafiyyah
bahwa pernikahan tanpa wali dianggap sah bahkan seorang
perempuan dapat menikahkan dirinya sendiri.’

. Dasar Hukum Wali Nikah

Dasar hukum yang dipakai dalam keharusan adanya wali bagi
seorang perempuan yang hendak menikah, para ulama berpedoman

dengan dalil-dalil al-Qur’an dan al-Hadis diantaranya:®

1. Al-Qur’an
a. Surah al-Bagarah ayat 232:

b33 635 o sl 3

” Abu Bakar Muhammad bin Ahmad al-Syasiy, Hilyah al- ‘Ulama’ Fi
Ma’rifah Madzahib al-Arba’ah, (Arab Saudi: Maktabah Nizar Mustafa
Albaz, Juz I, Cet. Ke-Il, 1998), hal. 853.

8 Muhammad Syaif Abdullah al-Adiyniy, Qanun Ahwal Al-Syakhsiyah
Al-Yamaniy, (Muassasah al-Tanwir Li al-Tanmiyah al-Ijtima’iyyah, Cet. Ke-
I, 2014), hal. 53-61.
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Artinya: Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka
kawin lagi dengan bakal suaminya. (Q.s. al-Bagarah: 232).°

Imam al-Syafi’i menyatakan, bahwa ayat ini merupakan ayat
yang paling jelas menerangkan tentang pentingnya wali, jika tidak
demikian maka tidak ada artinya lagi para wali menghalangi
pernikahan.*

b. Surah al-Nur ayat 32:

O 80 phd 21388 1515k &) 33 pibis G Comdialy i ) 153y

e oy g ALl

Artinya: Dan nikahilah orang-orang yang masih membujang di

antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah)

dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan

perempuan, jika mereka miskin, Allah Swt akan

memberi kemampuan, kepada mereka dengan karunia-

Nya. Dan Allah Swt maha luas (pemberian-Nya), maha
mengetahui. (Q.s, al-Nur, 32). '

Ayat yang kedua juga ditujukan kepada para wali agar supaya

mereka tidak menikahkan perempuan-perempuan muslimah dengan

laki-laki kafir. Khitab tersebut menunjukkan bahwa akad nikah adalah

kuasa seorang wali.

% Al-Qur’an al-Karim, (Al-Hidayah, Departemen Agama RI), (Q.S al-
Bagarah, 232).

1% Wahbah al-Zuhaili, Al-Figh al-lslam Wa Adillatuh......., hal. 83.

1 Al-Qur’an al-Karim, (Al-Hidayah, Departemen Agama RI), (Q.S al-
Nur, 32).
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c¢. Surah al-Bagarah ayat 221.:

¥y asnasf 3l A8 e G A dajss 4Vl el A8 clS Al | gAKE Y
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Artinya: Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik,
sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak
yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun
dia menarik hatimu, dan janganlah kamu menikahkan
orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin)
sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang
mukmin itu lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia
menarik hatimu, mereka mengajak ke neraka, sedang
Allah Swt mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-
Nya, dan Allah Swt  menerangkan ayat-ayat-Nya
(perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka
mengambil pelajaran. (Q.s, al-Bagarah, 221)."

Oleh sebagian Ulama Fikih, ayat tersebut ditafsirkan bahwa
yang diberi perintah untuk menikahkan adalah kaum laki-laki bukan
kaum perempuan.”® Dan Allah Swt menyeru untuk menikahkan itu
pada laki-laki (wali) bukan kepada wanita, seolah-olah Dia berfirman:

“Wahai para wali (laki-laki) janganlah kalian menikahkan

2 Al-Qur’an al-Karim, (Al-Hidayah, Departemen Agama RI), (Q.S al-
Bagarah, 221).

3 Ali Imron, Kedudukan Wanita Dalam Hukum Keluarga (Persepektif
Al-Qur’an Melalui Pendekatan Ilmu Tafsir), (Semarang: Badan Penerbit
Universitas Diponegoro, 2007), hal. 69.
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(perempuan) yang dalam perwalianmu kepada orang-orang (laki-laki

musyrik).**

2. Al-Hadis

a. Hadis riwayat Aisyah r.a:

(L85 (Lo V) LY sl dle S0 i i 5 918 0B Rtle G2
15 (k803 3130) A 213 Y da Gl Uliald ) g aLas Gid Jie
Artinya: Dari ‘Aisyah r.a., la berkata, Rasulallah saw telah
bersabda: tidak sah suatu pernikahan, kecuali dengan
wali dan dua orang saksi yang adil, kemudian apabila
mereka berselisih maka penguasa adalah wali bagi orang
yang tidak memiliki wali. (H.R. al-Daraqutni).
Hadis tersebut mengandung pengertian bahwa pernikahan tanpa
wali, tidak dianggap sah oleh syari’at. Hal ini diperkuat oleh hadis

yang diriwayatkan Aisyah.
b. Hadis riwayat ‘Aisyah r.a:

el Ll saliay asle b Lia 0 03a) OB &8 i 0 el Aile (e g
L8 (rma BA0 Lay ) Ll gy 383 (0 |l LgAlSid (gidy 031 iy A
P Aaliay sl §) Aa ¥ s AN A 03 Y G G GULLAIG Tgjasim o

0. (psady o Gy L2

" Dedy Junaidi, Bimbingan Perkawinan, (Jakarta: Akademi

Pressindo, 2003), hal. 106.

®> Imam al-Syaukaniy al-Yamaniy, Nail al-duthar, (Mesir: Darul
Hadis, Cet. Ke-I, Juz 6, 1993), hal. 150.

1 Al-Hafidl Ibn Hajar al-‘Asqalaniy, Buliigh al-Maram......... , hal.
211-212.
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Artinya: Dari Aisyah r.a, ia berkata: Rasulallah bersabda: Apabila
seorang perempuan menikah tanpa izin walinya maka
pernikahnya batal, apabila si suami telah menggaulinya,
maka bagi dia berhak menerima mahar sekadar
menghalalkan  farjinya. Apabila walinya enggan
(memberi izin) maka wali hakim (pemerintah) yang
menjadi wali bagi perempuan yang tidak memiliki wali.
(H.R. Imam Empat kecuali al-Nasa’i. Abui ‘Awanah. Ibn
Hiban, dan Hakim mensahihkannya).

Hadis tersebut dapat dipahami, bahwa tidak ada pernikahan di
dalam syari’at melainkan dengan adanya wali. Hal ini diperkuat oleh

hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a
¢. Hadis riwayat Abu Hurairah r.a:

£330 Y aliuy asle B i A gsl) 0B 108 A8 IR B ) 300k (o (R
17 (& Al yy (ki) g cAsla (0 5130) Lgeuadl 515l ¢ 335 Wy (312D 818
Artinya: Dari Abu Hurairah r.a Rasulallah saw bersabda: Tidak
boleh seorang perempuan menikahkan seorang
perempuan, dan tidak boleh seorang perempuan
menikahkan dirinya sendiri. (H.R lbn Majah, al-

Daraqutniy, dan rawinya sigah).
Hadis di atas menunjukan bahwa perempuan tidak mempunyai
hak wali untuk menikahkan dirinya dan untuk perempuan lain. Di
dalam pernikahan, dia tidak mempunyai hak untuk mengucapkan
kalimat ijab dan kabul. Dia tidak dapat menikahkan dirinya sendiri
dengan seizin wali, dan ia juga tidak dapat menikahkan perempuan

lain, atau mewakilkannya.

7 Al-Hafidl Tbn Hajar al-‘Asqalaniy, Buliigh al-Maram......, hal. 212.
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C. Macam-macam Wali Nikah dan Urutannya

Wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus
dipenuhi bagi calon mempelai perempuan yang bertindak untuk
menikahkannya (Ps. 19 KHI). Apabila rukun ini tidak dipenuhi maka
status pernikahannya tidak sah. Ketentuan ini didasarkan kepada

sabda Rasulallah saw, riwayat dari ‘Aisyah r.a:

A3 510 Lzl il i (i ) Qs O 20 e ) (o At (6
13355 0l8 g 38 e D50 Loy ) Lo L 083 648 Oy o158 gy o) iy
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Artinya: Dari Aisyah r.a, ia berkata: Rasulallah bersabda: Apabila
seorang perempuan menikah tanpa izin walinya maka
pernikahnya batal, apabila si suami telah menggaulinya,
maka bagi dia berhak menerima mahar sekadar
menghalalkan farjinya. Apabila walinya enggan (memberi
izin) maka wali hakim (pemerintah) yang menjadi wali bagi
perempuan yang tidak memiliki wali. (H.R. Imam Empat
kecuali al-Nasa’i. Abi ‘Awanah, Ibn Hiban, dan Hakim
mensahihkannya).

Ibnu Rusyd dalam kitabnya Bidayah al-Mujtahid menyebutkan

macam-macam wali ada tiga, yaitu: wali nasab, wali hakim dan wali

8 Al-Hafidl Ibn Hajar al-‘Asqalaniy, Buligh al-Maram................ ,
hal. 211-212.
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maiila.”® Sementara Abdul Manan menyebutkan macam-macam wali

yaitu: wali nasab, wali hakim, wali maiila, dan wali muhkam.?

Dengan demikian macam-macam wali nikah dapat penulis

uraikan sebagaimana berikut:

a. Wali Nasab

Wali nasab adalah wali yang hak perwaliannya didasarkan
karena adanya hubungan darah. Wali nasab dibagi menjadi dua
yaitu wali aqrab dan wali ab’ad. Wali agrab adalah orang yang
hubungan kekeluargaanya sangat dekat dengan pihak mempelai
perempuan. Dalam hal ini adalah seseorang yang mendapatkan
bagian ‘ashabah dalam perkara waris. Sedangkan wali ab’ad
adalah wali yang hubungan kekerabatannya agak jauh, yaitu selain
dari kelompok wali agrab.

Apabila wali nikah yang berhak, urutannya tidak memenuhi
syarat sebagai wali nikah, atau karena wali nikah itu menderita
tuna wicara, tuna rungu, atau sudah udzur, maka hak menjadi wali
bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.
Adapun hirarki wali nasab yaitu:

1) Ayah kandung.
2) Kakek (dari garis ayah) dan seterusnya ke atas dalam garis laki-
laki.

9 1bn Rusydi, Bidayah al-Muijtahid, (Jeddah: al-Haramain, Juz II,Cet.
Ke-3, tth), hal. 13,

2 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia,
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hal. 61.



3) Saudara laki-laki sekandung.

4) Saudara laki-laki seayah.

5) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.

6) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah.

7) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.
8) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah.
9) Saudara laki-laki ayah, sekandung (paman)

10) Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah)

11) Anak laki-laki paman sekandung

12) Anak laki-laki paman seayah.
13) Saudara laki-laki kakek sekandung.
14) Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung.
15) Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah.?

36

Abapila urutan wali diatas tidak ada maka yang menjadi wali

adalah hakim.
b. Wali hakim

Wali hakim adalah wali nikah yang dilaksanakan oleh

penguasa, karena wanita yang akan menikah tidak mempunyai

wali.??

apabila:

Wewenang wali nasab akan berpindah kepada hakim

L Ahmad Rofig, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Jakarta: PT

Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-I, 2013,), hal. 67.

22 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia,

(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hal. 206
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1. Ada pertentangan antara wali dengan mempelai wanita (wali
adlol). Artinya wali tidak bersedia atau menolak untuk
menikahkannya.

2. Bilamana walinya tidak ada, atau menghilang dan tidak diketahui
keberadaanya.”

3. Tidak memiliki wali nasab sama sekali.

4. Wali berada di tempat yang sejauh masafatul gasri (sejauh
perjalanan yang membolehkan shalat gashar yaitu 92,5 Km), atau®*

5. Wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh di
jumpai, atau

6. Wali sedang melaksanakan ibadah haji maupun umrah.?

Apabila kondisi salah satu dari point di atas, maka yang yang
berhak menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah wali hakim.
Tetapi dikecualikan bila, wali nasabnya telah mewakilkan kepada
orang lain untuk bertindak sebagai wali, maka orang yang mewakilkan
itu yang berhak menjadi wali dalam pernikahan.?

c. Wali Maila

2 Sayyid Sabig, Figh al-Sunnah, (Darul Kitab al-Arabiy, Bairut
Libanan, Juz 11, 1977), hal. 137.

2 Di zaman modern ini walaupun masafatul qasri “jarak tempuh
perjalanan” sudah terpenuhi, namun untuk akad nikahnya wali perlu diberi
tahu terlebih dahulu. Pen.

% Departemen Agama RI, Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN),
Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimbingan
Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, (Jakarta: 2003), hal. 34.

% Departemen Agama RI, Pedoman Pegawai Pencatat Nikah
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Wali maiila adalah wali yang menikahkan budaknya. Laki-
laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam
perwaliannya bilamana perempuan itu rela menerimanya. Maksud
perempuan disini adalah hamba sahaya yang berada dibawah
kekuasaannya.”’

d. Wali Muhakam
Wali muhakam ialah wali yang terdiri dari seorang laki-laki
yang bukan keluarga dari calon istri dan bukan pula dari pihak
penguasa, akan tetapi memiliki pengetahuan keagamaan yang baik
dan dapat menjadi wali dari pemerintah. Keberadaan wali ini

karena wali nasab, wali mu tig (maiila) dan wali hakim tidak ada.?®

Abdurrahman al-Jaziri menyatakan, bahwa jumhur ulama
berpendapat wali nikah menurut macamnya dibagi menjadi dua, yaitu

wali mujbir dan wali ghairu mujbir.

403 ¢y AV Anle A0 (ra (ymag m g8 8 A i (15 soald ) Gl Audly
Ga 0N QoY g O A el (1 Ade XY S5 AN AT Gl i 8 (A5 Bl

29 jlia 3 4y ol agie &1
Artinya: “Wali dibagi menjadi dua, yaitu wali mujbir yang baginya

berhak untuk menjodohkan seseorang yang berada dalam
perwaliannya meski tanpa seizin dan ridla orang yang

%" Tihami dan Sohari, Fikih Munakahat, (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2009), hal. 99.

%8 Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku Bagi Umat
Islam, (Jakarta: Ul Press, tth.), hal. 65-66.

2 Abdurrahman  al-Jaziri, al-Figh ‘ala  Madzahib  al-
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diwakilkannya; kedua yaitu wali ghairu mujbir, baginya
tidak ada hak seperti didalam wali mujbir melainkan
sebaliknya, dan tidaklah sah baginya menjodohkan dengan
tanpa seizin orang yang ada hak wali dan ridlanya”.

1. Wali Mujbir

Wali mujbir adalah wali yang mempunyai wewenang
langsung untuk menikahkan orang yang berada dibawah
perwaliannya meskipun tanpa mendapat izin dari orang tersebut.®
Menurut madzhab al-Syafi’i wali mujbir adalah ayah dan ayah dari
ayah (kakek). Sedangkan menurut madzhab Hanafi, wali mujbir
adalah berlaku bagi ‘ashabah seketurunan terhadap anak yang

masih kecil, orang gila, dan orang yang kurang akalnya.*

A 3 i $) 3 i) e Ol ke Y5 AN (A Y sl HAPR
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Artinya: “Golongan Hanafiyyah berpendapat bahwa tidak ada wali
kecuali wali mujbir, karena arti dari perwalian disini adalah
memutuskan pendapat atas orang lain baik ia rela maupun
tidak, maka tidak ada wali bagi mereka kecuali wali mujbir
yang dapat memutuskan pada akadnya, dan dikhususkan
bagi wali mujbir untuk memaksa anak kecil perempuan

%0 Abdul Ghofur Anshori, Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan
Hukum Positif. (Yogyakarta: Ull Press.2011), hal.40.

3 Direktorat Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi
Agama IAIN Jakarta Departemen Agama, Illmu Figh, (Jakarta: IAIN
Jakarta, jil. 2, 1983), hal. 107.

2 Abdurrahman  al-Jaziri,  al-Figh  ‘ala  Madzahibil
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secara mutlak, laki-laki dan perempuan yang majnun (gila)
sekalipun mereka telah dewasa.”

Shoall 22 Giahly By S8 &y Aadipd T sh aaal Giadi 01508 ity
Wly G Gi) & dude 1B cah )83 pAEAlT cliianll Gra gl (a3 a0l &)

Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa perwalian paksa (wali
mujbir) ditetapkan bagi ‘ashabah nasabiyyah atas anak-anak kecil,
orang gila, dan orang-orang bodoh. Sementara ulama selain madzhab
Hanafi membedakan anak-anak kecil dengan orang-orang gila dan
orang-orang bodoh. Mereka sepakat atas ditetapkannya perwalian
paksa terhadap orang gila, orang bodoh yaitu bagi ayah, kakek,
pelaksana wasiat, dan penguasa. Imam malik dan Ahmad berpendapat
bahwa perwalian ini ditetapkan bagi ayah dan pelaksana wasiat.
Sedangkan menurut Imam al-Syafi’i perwalian ijbar ditetapkan bagi
ayah dan kakek kepada anak atau cucu perempuan yang masih

perawan.*
2. Wali Ghairu Mujbir

Wali ghairu mujbir adalah seorang yang mempunyai hak
menjadi wali atas seorang yang berada di bawah perwaliannya,
tetapi tidak mempunyai hak untuk memaksa. Wali ghairu mujbir

ini dalam melakukan akad pernikahan harus seizin atau atas

Abdurrahman al-Jaziri, al-Figh ‘ala Madzahibil
Arba’ah..........ccooveveeeneanne.. , hal. 720.

% Sayyid Sabig, Figh al-Sunnah, (Darul Kitab al-Arabiy, Bairut
Libanan, Juz I, 1977), hal. 381.
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kerelaan orang yang di bawah perwaliaanya. Adapun yang menjadi

wali ghairu mujbir adalah wali selain ayah dan kakek.

Dari kedua pendapat tersebut, terdapat perbedaan mengenai
definisi wali mujbir yang menyebabkan implikasi hukum dan
konsekuensinya berbeda. Menurut madzhab Hanafi wali mujbir ialah
kewenangan seorang wali untuk menikahkan seorang perempuan
karena hubungan darah, kepemilikan (hamba sahaya) untuk wanita
kecil yang belum baligh atau belum cakap hukum seperti gila, idiot,
dan lain-lain, terlepas dari dia seorang gadis ataupun janda. Jadi
menurut madzhab Hanafi hak ijbar adalah hak yang dimikili oleh
semua wali, baik wali kerabat maupun wali hakim. Alasannya wanita
yang telah dewasa dan cakap hukum berhak untuk menikahkan

dirinya sendiri.

Menurut madzhab al-Syafi’i wali mujbir adalah wali yang
berhak menikahkan wanita perawan, baik masih kecil atau telah
dewasa walaupun tanpa persetujuan dari wanita tersebut. Dalam hal
ini wali yang memiliki hak ijbar adalah ayah dan kakek ketika ayah
tidak ada. Terdapat perbedaan pendapat terkait hamba sahaya yang
dapat dipaksa menikah oleh tuannya. Imam Abu Hanifah berpendapat
bahwa seorang tuan dapat memaksa hamba sahayanya untuk kawin.

Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Malik. Sedangkan menurut
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Imam al-Syafi’i hamba sahaya tidak boleh dipaksa kawin.* Perbedaan
tersebut disebabkan apakah perkawinan itu merupakan kepentingan
orang yang dibawah pengampuannya, atau sebagai jalan seorang tuan

untuk memperoleh kesenangan.

Ibnu Rusyd dalam kitabnya Bidayah al-Mujtahid menjelaskan
bahwa persetujuan dalam nikah ada dua, yaitu dalam bentuk kata-kata
bagi pihak laki-laki dan janda, dan dalam bentuk diam bagi seorang
gadis sebagai tanda kerelaannya. Sedangkan untuk penolakannya

harus dengan kata-kata.*

Sedangkan menurut Syaikh Kamaluddin Muhammad al-
Sakandariy (Hanafiyyah) perwalian juga dibagi menjadi dua, yaitu

perwalian nadb atau istihbab dan perwalian mujbir.

&8 1%, Adial] g e 49 ligh s clidaiy i 49 cle 8 ol L 4l
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Artinya: “Perwalian dalam pernikahan dibagi menjadi dua yaitu
perwalian nadb (sunah) dan istihbab yaitu perwalian bagi
perempuan yang baligh, berakal baik perawan maupun

janda; kedua perwalian mujbir yaitu perwalian bagi
perempuan yang kecil baik perawan maupun janda, dan

% |bnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid, (Bairut: Daru al-Jill, 1989), terj.
Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007),
hal. 400

% Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid, (Kairo: Maktabah Darul Thya’ al-
Kuttb al-‘Arabiyah, juz Il, t.th), hal. 3

% Kamaluddin Muhammad al-Sakandariy, Syarah Fath al-Qadir,
(Bairut: Daru al-Kutab al-1lmiyah, 1995), hal. 246.
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begitu juga untuk wanita dewasa yang kurang waras dan

budak”.

Sedangkan menurut madzhab, wali yang berhak mengawinkan

perempuan adalah ‘ashabah yaitu keluarga laki-laki dari jalur ayah,

bukan dari jalur ibu. Ini adalah pendapat jumhur ulama selain Abu

Hanifah yang memasukkan kerabat dari ibu dalam daftar wali.*®

Adapun urutan wali menurut madzhab adalah sebagai berikut:*®

Hanafiyyah Hanafiyyah
NO . o . Syafi’iyyah
(Jalur laki-laki) (Jalur perempuan)
L Anak laki-laki. Ibu kandung. Ayah kandung.
' (CBAIY)! (YY) ()
Cucu laki-laki dan ) Kakek dan
Ibu dari ayah.
2. seterusnya ke bawah. . . seterusnya ke atas.
o (Y 0e pY) ‘
(Ja¥1 N ol o) EEES)
Saudara laki-laki
Ayah kandung. Anak perempuan.
3. . sekandung.
(=Y) (=) o ot
(B3 #31)
4. | Kakek dan seterusnya ke

Cucu perempuan dari

Saudara laki-laki

% Abu Malik Kamal ibn al-Sayyid Salim, Shahih al-Figh al-Sunnah
Wa Adillatuhu Wa Taudhih Madzahib al-A’immah, diterjemahkan Khairul
Amru Harahap Dkk, Shahih Fikih Sunnah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007),
hal. 221.
% Abd Al-Rahman bin Muhammad ‘Aud al-Jaziriy, Al-Figh ‘Ala al-
Madzahib al-Arba’ah, (Bairut Libanan: Daru al-Kutub al-llmiyah, Juz IV,
Cet. Ke-2, 2003). hal. 29-31. Lihat pula dalam: Muhammad Jawad
Mughniyyah, Al-Figh ‘Ala al-Madzahib al-Khamsah, ( Bairut: Muassasah al-
Shadig, Cet. Ke-V, 1960). hal. 323-324.
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atas. anak laki-laki. seayah. (<Y #Y)
(RN (o) )
o . Anak laki-laki
Saudara laki-laki seayah | Cucu perempuan dari o
. saudara laki-laki
5. seibu. anak perempuan
(3 Y £3) (el sekandung
plsd g ) Sy e
(GEX &Y o)
o . Anak laki-laki
Saudara laki-laki Anak perempuan dari o
o saudara laki-laki
6. seayah. anak laki-lakinya
- L seayah.
(LYY laki-laki (¥ cnl i) -
(LY Y o)
Anak perempuan dari
Anak laki-laki saudara | anak perempuannya | Cucu laki-laki seayah
7. laki-laki sekandung. anak perempuan, dan seibu.
(35 Y &9 o) seterusnya ke bawah. (02sY Ol o)
(LT ) ) )
o Cucu laki-laki seayah
Anak laki-laki saudara ]
o Ayahnya ibu. dan seterusnya ke
8. laki-laki seayah. )
o (e <) bawah.
(t,-!‘)./ t\l\ Qg\) ) .
() Y o )
9. Cucu laki-laki, saudara | Saudara perempuan Saudara laki-laki
laki-laki sekandung. sekandung. ayah, sekandung.
(0¥ &Y ol o) (G calY) (022 a2
10. | Cucu laki-laki, saudara | Saudara perempuan Saudara laki-laki

laki-laki seayah.

seayah.

ayah, seayah.
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(<Y &Y o) (<Y <al) (<Y a0
11. Saudara laki-laki/
saudara perempuan o
Paman, saudara ayah ) Anak laki-laki paman
ibu, dan anak-anak )
sekandung. seayah seibu.
520 2 mereka. o8 220
(& ) PRI RN (G )
(pe
12. Anak laki-laki paman
Paman seayah. Saudara perempuan
(o ) h (3 ca) seayah.
=) ayan (¥ «a <
(< & o)
13. Anak laki-laki paman ~ | Cucu laki-laki paman
Saudara laki-laki dari )
sekandung. ) ) ) seayah seibu.
S ibu. (¥ e YY) .
(315 @Y =l o) (Y A=l cl )
14. Anak laki-laki paman Saudara perempuan | Cucu laki-laki paman
seayah. dari ibu. seayah.
(&Y aadl o) () e ) (@Y & ol o)
15. Anak dan cucu
Cucu laki-laki paman saudara-saudara Saudara laki-laki
sekandung. perempuan ayah kakek seayah seibu.
(ARG 2all G4l ol CHPEIONY) (0esY 30 &)
(& Leadl
16. Cucu laki-laki paman Saudara-saudara Saudara laki-laki

seayah.
(<Y aadl ol o)

perempuan ayah.
(1533

kakek seayah.
(S )
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17. Anak laki-laki
Saudara-saudara o
Paman ayah, sekandung. ] saudara laki-laki
o perempuan ibu. )
(Bls @Y @Y &) (©via) kakek seayah seibu.
(oY 3 &) o)
18. Anak laki-laki
Anak-anak o
Paman ayah, seayah. saudara laki-laki
O perempuan paman.
(<Y QY ze) ) kakek seayah.
(plee ¥ i) .
(<Y 320 £ o)
19. Cucu laki-laki, paman Anak-anak Cucu laki-laki kakek
ayah sekandung. perempuan nenek. seayah seibu.
(3 Y QY ze ol o) (Claal) i) (0¥ 32 o) o)
20. o Orang yang S
Cucu laki-laki paman Cucu laki-laki kakek
memerdekakan
ayah, seayah. seayah.
(5 Y 2 o o) budak. (< 0 ol )
Q¥ QY as ) Q¥ ad Gl (e
() 5l 1 50)
21. Paman Kakek ] ]
Sultan/ pemerintah. Sultan/ pemerintah.
sekandung.
P © LL‘LJ\) @ LLLA\)
(15 Y 30 22)
22. Paman kakek, seyah. Hakim.
(< 3 %) )
23. Cucu laki-laki, paman
ayah sekandung.
(é\} <Y QY ae ol o)
24. Cucu Laki-laki, paman
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ayah seayah.
(Y Y ze o) o)

D. Syarat-syarat Menjadi Wali Nikah

Seseorang dapat bertindak menjadi wali apabila memenuhi
syarat-syarat yang telah ditentukan, para ulama berbeda pendapat
dalam masalah syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang wali.
Syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang wali menurut ulama

Hanafiyyah itu ada empat, yaitu sebagai berikut:*

1. Beragama Islam: ulama Hanafiyyah tidak berbeda pendapat
dengan ulama Syafi’iyyah mengenai persyaratan pertama ini.
Antara wali dan orang yang dibawah perwaliannya disyaratkan
harus sama-sama beragama Islam, apabila yang akan nikah
beragama Islam (Muslim) disyaratkan walinya juga seorang
Muslim dan tidak boleh orang kafir menjadi walinya. Hal ini

berdasarkan Firman Allah Swt:
2 b A Gon Gl 03 3 Gy a5l Gpd e B3 0 ASH (gl B85 Y
) B ) AL S 485580 U8 agta ) B8 4T )
Artinya: Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir
menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin,

barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari
pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri

0 Muhammad Muhyidin, Ahwal al-Syakhsiyah, (Bayrut: Maktabah
Alamiyah, 2007), hal. 81.
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dari sesuatu yang ditakuti dari mereka, dan Allah
memperingatkan kamu terhadap diri (siksa-nya), dan hanya
kepada Allah kembalimu. (Q.s al-Imran: 28).**

2. Baligh: karena orang yang baligh itu adalah orang yang
dibebankan hukum dan dapat mempertanggungjawabkan
perbuatannya. Karena itu baligh merupakan salah satu syarat yang
harus dipenuhi oleh seorang wali, dan ulama Hanafiyyah sepakat
dengan ulama Syafi’iyyah tentang hal ini. Dasarnya adalah hadis

Nabi saw:

of A0 (e A &) 1 0B Al 4dle A e (N e O 4le e (e
203903 52 o) 3)) Sk A8 ¢ sidall B 3 alidg A Lalall o6y JEELG s Al

Artinya: Diangkat hukum itu dari tiga perkara: Dari orang yang tidur
hingga bangun, dari anak-anak hingga bermimpi (dewasa)
dan dari orang-orang gila hingga ia sembuh (H.R. Abu
Dawud).

3. Berakal sehat: hanya orang yang berakal sehat yang dapat dibebani
hukum, dan mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatannya,
karena itu seorang wali disyartkan harus berakal sehat. Ulama
Hanafiyyah sepakat dengan Ulama Syafi’iyyah tentang syarat ini,
sesuai dengan hadis di atas.

4. Merdeka: Ulama Hanafiyyah mensyaratkan seorang wali harus

orang yang merdeka, sebab orang yang berada dibawah kekuasaan

** Al-Quran al-Karim, (Al-Hidayah, Departemen Agama RI), (Q.s al-
Imran: 28).

2 Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, (Maktabah al-Isyriyah, Juz 1V,
t.th), hal.141.
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orang lain (budak) itu tidak memiliki kebebasan melakukan akad,
karena itu seorang budak tidak boleh menjadi wali dalam

pernikahan.

Dari pernyataan-pernyataan di atas jelaslah bahwa syarat-syarat
wali beragama Islam, merdeka, baligh, dan berakal sehat, antara
pendapat ulama Hanafiyah dan Syafi’iyah sama, akan tetapi mengenai
laki-laki adil, dan tidak sedang ihram “baik haji maupun umrah”
berbeda antara keduanya, ulama Hanafiyyah membolehkan
perempuan dan orang fasik (muslim yang tidak taat menjalankan
ajaran-ajaran Agama) bertindak menjadi wali.

Menurut ulama Hanafiyyah seorang perempuan yang dewasa
dan berakal boleh menjadi wali, bahkan bagi dirinya atau orang lain.
Menurut ulama Hanafiyyah sah suatu perkawinan yang walinya
seorang wanita dan bahkan masyhur dikalangan Hanafiyyah seorang
wanita yang menikahkan dirinya sendiri.** Alasannya hadis Nabi dari
Ibn Abbas r.a:*

S5 L0 e Ly (380 udit 9B sy acte 0 s o G e o 8
5 (alesa 01 9)\ g o8 Lgial g Salids

Artinya: Dari Ibnu Abbas bahwasannya Nabi saw bersabda: "Seorang
janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedangkan

# Muhammad Muhyidin, Ahwal al-Sakhsiyah, (Bayrut: Maktabah
Alamiyah, 2007), hal. 79.

* Imam Muslim, Shahih Muslim, (Semarang: Thaha Putra, Juz VII,
tth), hal. 242,

* lmam Muslim, Shahih Muslim.................. , hal, 243.
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perawan (gadis) harus dimintai izin darinya, dan diamnya
adalah izinnya. (H.R. Imam Muslim).

Ulama Hanafiyyah tidak mensyaratkan seorang wali itu adil,
karena beliau berpendapat bahwa hadis Ibn Abbas di atas itu dhaif.
Seorang yang fasik dapat menjadi wali karena dengan kefasikan
seseorang tidak akan mengurangi rasa kasih sayang dan menjaga
kemaslahatan bagi kerabatnya.®

. Gugurnya Hak Perwalian

Hak perwalian nikah bagi seorang itu dapat gugur karena hal-

hal sebagai berikut:*’

1. Masih kecil, atau masih dibawah umur.

2. Gila, apabila wali yang dekat gila maka hak perwalian berpindah
kepada wali yang jauh.

3. Budak.

4. Fasik, kecuali ia sebagai Imam A ’dham (sulthan).

5. Masih berada di bawah pengawasan wali (mahjur alaih) karena

tidak cerdas atau dungu.

46 Wahbah al-Zuhaili, Al-Figh al-Islam Wa
Adillatubh......cccoooiii , hal, 6700.

*" Dikutip dari Imam Mahfud Fauji, WALI NIKAH HASIL KAWIN
HAMIL “Implementasi Bab IV Bagian Ketiga dan Pasal 53 Dalam Kompilasi
Hukum Islam di Kabupaten Ponorogo”, Skripsi Fakultas Syari’ah STAIN
Ponorogo, 2009, hal. 55. Skripsi dipublikasikan.
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6. Kurang normal penglihatan dan tutur katanya, karena lanjut usia,
sehingga tidak dapat melakukan penyelidikan sesuatu yang patut
diselidiki.

7. Berbeda Agama.

Jika seorang wali mempunyai hal-hal yang tersebut di atas
maka telah gugur hak kewaliannya, dalam artian ia tidak berhak lagi

menjadi wali bagi perempuan yang ada di bawah perwaliannya.

F. Teori Istinbat Hukum

1. Pengertian istinbat hukum

Istinbar sendiri artinya adalah mengeluarkan hukum dan
dalil.*® Jalan istinbar ini memberikan kaidah-kaidah yang bertalian
dengan pengeluaran hukum dari dalil. Cara penggalian hukum dari
nash dapat ditempuh dengan dua macam pendekatan, yaitu
pendekatan lafadz (thuriig al-lafdziyyah) dan pendekatan makna
(thuriiq al-ma’nawiyyah). Pendekatan lafadz ialah penguasaan
terhadap makna dari lafadz-lafadz nash dan konotasinya dari segi
umum dan khusus, mengetahui dalalah-nya. Sedangkan

pendekatan makna yaitu penarikan kesimpulan hukum bukan

“ Asjmuni A. Rahman, Metode Hukum Islam, (Jakarta: Bulan
Bintang, 1986), hal. 1.
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kepada nash langsung, seperti qiyas, istihsan, maslahah mursalah,

dan lain-lain.*

Sedangkan definisi iszinbat yang dikemukakan oleh Amir
Syarifuddin ialah usaha pemahaman, penggalian, dan perumusan
hukum dari kedua sumber (al-Quran dan Hadis), atau dengan kata

lain usaha dan cara mengeluarkan hukum dari sumbernya.®

Dari beberapa keterangan diatas dapat ditarik kesimpulan,
bahwa istinbat adalah suatu upaya dengan mengerahkan segenap
kemampuan guna memperoleh hukum-hukum syara’ dari sumber-
sumber aslinya. Pengertian ini identik dengan pengertian ijtihad
yang dikenal oleh para ulama ushul figih. Al-Syaukani
menganggap istinbat sebagai operasionalisasi ijtihad, karena ijtihad

dilakukan dengan menggunakan kaidah-kaidah istinbat.>*

Istilah populer dari istinbar al-hukmi ialah metodologi
penggalian hukum. Metodologi diartikan sebagai pembahasan
konsep teoritis berbagai metode yang terkait dalam suatu sistem
pengetahuan. Jika hukum Islam dipandang sebagai suatu sistem

pengetahuan, maka yang dimaksudkan metodologi hukum Islam

* Syamsul Bahri, Metodologi Hukum Islam, (Yogyakarta: Teras, Cet.
Ke-1, 2008), hal. 55

%0 Amir Syarifuddin, Ushul Figh Jilid 2, (Jakarta: Kencana, Cet. Ke-4,
2008), hal. 1

1 Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Syaukani, Irsyad al-Fuhil ila
Tahqiq al-Haqq min ‘llm al-Ushil, (Beirut: Dart al-Fikr, t.th), hal. 25.
Dikutip oleh Sutrisno RS, Nalar Figh Gus Mus, hal. 56.
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adalah pembahasan konsep dasar hukum Islam dan bagaimanakah

hukum Islam tersebut dikaji dan diformulasikan.>

Disiplin ilmu yang membahas tentang istinbar hukum
(metode penggalian hukum) dinamakan ushul figih. Ushul figih
merupakan bidang ilmu keislaman yang sangat dibutuhkan untuk
memahami syari’at Islam dari sumber aslinya yaitu al-Qur’an dan
Hadis.*® Dengan kajian ushul figih kita akan memahami kaidah-
kaidah uszliyyah, prinsip umum syari’at Islam, cara memahami

suatu dalil dan penerapannya dalam kehidupan manusia.

Untuk memahami syari’at Islam, ulama usul mengemukakan
dua bentuk pendekatan, yaitu melalui kaidah-kaidah kebahasaan
(lafdziyah) dan melalui pendekatan magqasid al-shari’ah (tujuan
syara’ dalam menetapkan hukum).> Dengan begitu, akan tercapai
tujuan pensyariatan Islam yaitu kemashlahatan dunia dan akhirat.
Oleh karena itu, ilmu ushul figih menjadi sangat penting untuk
diketahui dan dipahami dalam rangka menggali dan menerapkan

hukum-hukum syara’sesuai dengan tuntutan zaman.

52 Ghufron A. Mas’adi, Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi
Pembaharuan Hukum Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hal. 2.

>3 Abdul Wahab Khalaf, 1lm Ushul Figh, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad
Qorib, (Semarang: Dina Utama, 1994), hal. 1.

> Nasrun Haroen, Ushul Figh, (Jakarta: Logos, 1996), hal. 11-13.
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2. Corak Istinbat Hukum

Sumber utama figh ialah al-Qur’an dan Sunnah. Untuk
memahami teks-teks dengan tepat, para ulama telah menyusun
semantik khusus untuk keperluan istinbat hukum. Dalam kajian

ushul figh para ulama ushul membagi:>
a. Metode Bayani

Dalam khazanah ushul figh, metode ini sering disebut
dengan al-gawa’id al-usiliyyah al-lughawiyyah, atau dalalah
lafadz yaitu dalil yang digunakan untuk memberi petunjuk kepada
sesuatu dalam bentuk lafadz, suara atau kata.”® Pemahaman suatu
nash dari segi lafadz, ulama ushul figh memberikan klasifikasi

yang sangat rinci, yaitu:
1) Lafadz Hakikat dan Majaz

Hakikat dan majaz adalah dua kata dalam bentuk
mutadayyifain atau relative term, dalam arti sebagai dua kata
yang selalu berdampingan dan setiap kata akan masuk kedalam
salah satu diantaranya. Hakikat ialah suatu lafadz yang

digunakan menurut asalnya untuk maksud tertentu. Sedangkan

> Abdul Wahab Khalaf, Ilm Ushul Figh..........ccccoevvervenenee. , hal. 5.
% Amir Syarifuddin, Ushul Figh, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, Cet. Ke-4,
2008), hal. 140.
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majaz vyaitu kata yang ditujukan bukan untuk maksud

sebenarnya.”’
Lafadz ‘Amm dan Khas

Yang dimaksud lafadz ‘amm adalah suatu lafadz yang
digunakan untuk menunjuk pengertian satuan (afrad) maknanya
yang umum, secara menyeluruh dan tanpa batas, baik
pengertian umum tersebut didapat dari bentuk lafadznya sendiri
maupun dari makna lafadznya.”® Sedangkan lafadz khas, yaitu
suatu lafadz yang menunjuk pengertian sesuatu secara spesifik,
atau dalam pengertian lain lafadz khas ialah lafadz yang sengaja

diperuntukkan menunjuk pengertian tertentu secara mandiri.*
Lafadz Musytarak

Musytarak menurut bahasa berarti sesuatu yang
dipersekutukan. Adapun secara istilah adalah lafadz yang
diciptakan untuk dua hakikat (makna) atau lebih yang
kontradiksi.®® Sehingga perbedaan lafadz musytarak dengan
lafadz ‘amm dan khas yaitu, bahwa lafadz ‘amm adalah lafadz

yang diciptakan untuk satu makna dan makna yang satu itu

269.

57 Amir Syarifuddin, Ushul Figh, Jilid 2.................. , hal. 31-35.
%8 Abd. Rahman Dahlan, Ushul Figh, (Jakarta: Amzah, 2014), hal.

> Abd. Rahman Dahlan, Ushul Figh....................... , hal. 273.
% M. Syukri Albani Nasution, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta:

Rajawali Pers, Cet. Ke-2, 2014), hal. 150.
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mencakup satuan-satuan makna yang tidak terbatas, sedangkan
lafadz khas adalah lafadz yang menunjukkan makna yang satu,
baik untuk menunjuk makna yang konkrit maupun abstrak.
Adapun lafadz musytarak diciptakan untuk beberapa makna
yang penunjukannya kepada makna itu secara bergantian.®*

Contoh dari lafadz musytarak, seperti lafadz ‘ainun (xe)
yang secara bahasa memiliki makna lebih dari satu, antara lain:
mata untuk melihat, mata air, dan lain-lain. Begitu juga dengan
lafadz quru’(ss_8) yang secara bahasa juga mempunyai makna
lebih dari satu, yaitu suci dan haid.

b. Metode Ta lili

Metode istinbat ta’lili adalah metode istinbar yang bertumpu
pada ‘illat disyari’atkannya suatu ketentuan hukum. Metode ini
merupakan metode yang berusaha menemukan ‘illat (alasan) dari
pensyariatan suatu hukum.®® Sehingga berdasarkan pada anggapan
bahwa ketentuan-ketentuan yang diturunkan Allah untuk mengatur
perilaku manusia ada alasan logis dan hikmah yang ingin
dicapainya.®® Jumhur ulama berpendapat bahwa alasan logis

tersebut selalu ada, tetapi ada yang tidak terjangkau oleh akal

61 Miftah Faridl dan Agus Syihabuddin, Al-Qur’an Sumber Hukum
Islam yang Pertama, (Bandung: Pustaka, 1989), hal. 186.

%2 Sutrisno RS, Nalar Figh Gus Mus, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, Cet.
Ke-1, 2012), hal. 95.

% |bn Qayim al-Jauwziyyah, I’lam al-Muwagi n, Jilid 1, (Beirut: Dara
al-Kuttb al-lImiyah, tth), hal. 196.
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manusia sampai saat ini, seperti alasan logis untuk berbagai
ketentuan dalam bidang ibadah. Alasan logis inilah yang

digunakan sebagai alat dalam metode fa '/ili.**

Muhammad  Mustafa  Syalabi  menyatakan  bahwa
berkembangnya metode ijtihad ini didukung oleh kenyataan bahwa
nash al-Qur’an dan Hadis dalam penuturannya, sebagian diiringi
oleh penyebutan ‘illat.** Atas dasar ‘illat yang terkandung dalam
suatu nash, permasalahan-permasalahan hukum yang muncul
diupayakan pemecahannya melalui penalaran terhadap ‘illat yang
ada dalam nash tersebut. Adapun yang termasuk dalam penalaran

metode ta lili adalah giyas dan istihsan.*®
c. Metode Istislahi

Metode istislahi adalah penetapan suatu ketentuan
berdasarkan asas kemaslahatan yang diperolen dari dalil-dalil
umum, karena untuk masalah tersebut tidak ditemukan dalil-dalil
khusus. Jadi biasanya, metode ini baru digunakan bila metode
bayani dan ra’lili tidak dapat dilakukan. Metode ini merupakan

perpanjangan dari metode fa’lili, karena sama-sama didasarkan

% Amir Syarifuddin, Ushul Figh, Jilid 2.................. , hal. 248-249.

% Muhammad Mustafa Syalabi, 7a’lil al-Ahkam, (Beirut: Dara al-
Nahdlah al-Arabiyah, 1981), hal. 14-15.

% Asafri Jaya Bakri, Konsep Magashid Syari’ah Menurut al-Syatibi,
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 133.
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kepada anggapan bahwa Allah Swt menurunkan aturan dan

ketentuan adalah untuk kemaslahatan umat-Nya.®’

Dalam menggunakan metode ini ada dua hal penting yang
harus diperhatikan, vyaitu: kategori pertama, sasaran-sasaran
(magqasid) yang ingin dicapai dan dipertahankan oleh syari’at
melalui aturan-aturan yang dibebankan kepada manusia. Dalam hal

ini ada tiga kategori, yaitu dlaririyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat.®®

%" Ibn Qayim al-Jauwziyyah, I'lam al-Muwagi’in, Jilid I, (Beirut: Darii
al-Kutab al-llmiyah, tth), hal. 286.

% Fadlolan Musyaffa> Mu’thi, Islam Agama Mudah, (Langitan:
Syauqi Press, 2007), hal.110.



BAB 111
PENDAPAT DAN ISTINBAT HUKUM IMAM ABU HANIFAH
DAN IMAM AL-SYAFI'I TENTANG STATUS ANAK LAKI-
LAKI SEBAGAI WALI NIKAH BAGI IBUNYA

A. Biografi Imam Abu Hanifah

1. Kelahiran dan silsilah

Nama lengkapnya adalah Nu’man bin Syabit ibnu Zufiy al-
Taimiy, yang masih ada hubungan keluarga dengan ‘Ali bin Abi
Thalib. Beliau lahir di Kafah' tahun 80 H/ 699 M, dan wafat pada
bulan Syawal tahun 150 H/ 767 M pada usia 70 tahun. Beliau berasal
dari keturunan Persi, yang menjalani hidup di dua masa kekhalifahan
yang sosial politiknya berbeda, yaitu masa akhir kekhalifahan Bani

Umaiyyah dan awal masa kekhalifahan Bani Abbasiyyah.?

Secara silsilah tabi’in, Abu Hanifah termasuk generasi Islam

ketiga setelah Nabi Muhammad saw (athba’ al-tabi’m). Pada

! Kafah merupakan sebuah kota di Irag. Iraq adalah sebuah Negara di
Timur Tengah atau Asia Barat Daya, yang meliputi sebagian terbesar daerah
Mesopotamia serta ujung barat laut dari Pegunungan Zagros dan bagian timur
dari Gurun Suriah. Negara ini berbatasan dengan Kuwait dan Arab Saudi di
selatan, Yordania di barat, Suriah di barat laut, Turki di utara, dan Iran di
timur. Irak mempunyai bagian yang sangat sempit dari garis pantai di Umm
Qashr di Teluk Persia”. la terletak 10 km di timur laut Najaf “Najaf al-Asyraf
(<asY) casdl) jalah sebuah kota di Irak yang terletak 160 km di selatan
Baghdad, Baghdad adalah ibu kota Irak dan provinsi Baghdad adalah kota
terbesar kedua di Asia Barat Daya setelah Teheran. Lihat:
https://id.wikipedia.org/wiki/Kufah, diakses 31-05-2016, pukul 11.00 wib.

2 Abdul Karim Zaidan, Madkhal Li al-Dirdsah al-Syari’ah al-
Islamiyah, (Beirut Lebanon:; Al-Resalah, Cet. Ke-14, 1996), hal. 130.
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masanya, empat sahabat Nabi masih hidup, yaitu: Anas ibn Malik di
Bashrah, Abdullah ibn Ubay di Kafah, dan Sahl ibn Sa’ad al-Saydiy
di Madinah dan Abu al-Thufail ‘Amir ibn Wailah.?

Imam Abu Hanifah dimakamkan di pakuburan khizra,
kemudian pada tahun 450 H/ 1066 M, didirikan sebuah sekolah yang

diberi nama “Al-Jami’ Abu Hanifah”.*
. Pendidikan Imam Abu Hanifah

Dalam studinya, pada abad kedua hijriyah, Imam Abu Hanifah
memulai belajar ilmu Fikih di Irak pada Madrasah Kifah, yang
dirintis oleh Abdullah bin Mas’ad (W. 63 H/ 682 M) dan beliau
berguru selama 18 tahun kepada Hammad bin Abu Sulaiman al-
Asy’ariy, murid dari Algamah bin Qais dan Ibrahim al-Nukhaiy al-
Thabi’ly, kemudian kepemimpinan Madrasah diserahkan kepada
Hammad bin Sulaiman al-Asy’ariy. Disinilah Imam Abu Hanifah
banyak belajar pada Fugaha dari kalangan Tabi’in, seperti Atha’ bin
Rabbah dan Nafi” Maula bin Umar. Dari guru Hammad inilah Imam
Abu Hanifah banyak belajar Fikih dan Hadis.

Abu Hanifah beberapa kali pergi ke Hijaz dan Makkah

meskipun tidak begitu lama untuk mendalami Fikih dan Hadis dan

® Hasbiyallah, Perbandingan Madzhab, (Direktorat Jenderal

Pendidikan Islam Kementrian Agama RI, 2012), hal. 140.

* Muhammad Ma’shum Zein, Arus Pemikiran Empat Madzhab “Studi
Analisis Instibath Para Fugaha”, (Jombang: Darul Hikmah, Cet. Ke-1,
2008), hal. 132.



61

ditempat ini pulalah beliau dapat bertemu dan berdiskusi dalam
berbagai bidang IImu Fikih dengan salah seorang murid Abdullah ibn
Abbas r.a, sehingga tidak mengherankan jika sepuluh tahun
sepeninggalan guru besarnya (Hammad bin Sulaiman al-Asy’ariy, W.
130 H), Majlis Madrasah Kufah bersepakat untuk mengangakat Imam
Abu Hanifah sebagai kepala Madrasah dan selama itu beliau
mengabdi dan banyak mengeluarkan fatwa-fatwanya dalam bidang
Fikih, kemudian fatwa-fatwa itulah yang menjadi dasar-dasar
pemikiran Madzhab Hanafi sampai sekarang.’

. Guru-guru Imam Abu Hanifah

Guru-guru Imam Abu Hanifah yang terkenal diantaranya, al-
Sya’bi dan Hammad ibn Abi Sulaiman di Kafah, Hasan Bashri di
Basrah, Atha’ ibn Rabbah di Makkah, Sulaiman dan Salim di
Madinah. Dalam kunjungan yang keduakalinya ke Madinah Imam
Abu Hanifah bertemu dengan Muhammad Bagqir dari Syi’ah dan putra
Bagqir yaitu Ja’far al-Shadiq “beliau banyak mendapat ilmu dari ulama

ini” 6

Dalam riwayat biografi yang lain, disebutkan bahwa Imam Abu
Hanifah juga berguru kepada Anas bin Malik (sahabat Rasulallah)
ketika beliau berkunjung ke Kafah. Disamping itu, beliau juga telah

® Abdul Karim Zaidan, Madkhal Li al-Dir@sah..............cccco.covvveenneeene. ,
hal. 130-131.

® A. Jazuli, llmu Figh “Penggalian, Perkembangan dan Penerapan
Hukum Islam, (Jakarta: Prenada Media Graup, Cet. Ke-9, 2013), hal. 126-
127.
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menimba ilmu kepada empat imam besar dari ahlul bait Rasulallah
saw, yaitu Imam Zaid bin Ali Zainal Abidin seorang Imam Zaidiyah
yang mati syahid dalam perang melawan Bani Umayah bin Abdul
Malik pada tahun 122 H. la juga berguru kepada Muhammad bin Ali
saudara Zaid yang dikenal dengan nama Muhammad Bagir, lalu
berguru pada putranya Imam Ja’far bin Muhammad, dan juga kepada

Abdullah bin Hasan.’
. Para pendukung madzhab Hanafi dan murid-muridnya

Sistem penyebaran dari suatu pemikiran seorang tokoh, dapat
dilihat dari ada dan tidaknya para murid dan pendukungnya, masalah-
masalah Fikih yang terdapat dalam Madzhab Hanafi dibedakan

menjadi tiga, yaitu: al-Ushal, al-Nawadir; dan al-Fatawa.

Pertama, kitab al-Ushiil adalah masalah yang dinamai Dhahir
al-Riwayah, yaitu pendapat yang diriwayatkan Abu Hanifah dan
sahabatnya, seperti Abu Yusuf, Muhammad, dan Zufar. Muhammad
bin Hasan bin Fargad al-Syaibaniy telah mengumpulkan pendapat-
pendapat tersebut yang kemudian disusun dalam kitab Dhahir
Riwayah. Kitab-kitab yang termasuk Dhahir Riwayah berjumlah enam
buah.

Enam kitab tersebut kemudian dikumpulkan dan disusun

menjadi satu kitab tersendiri oleh al-Hakim al-Syahid yang kemudian

" A Jazuli, Imu Figh.......coooovvieeae. , hal. 18-19.
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diberi nama al-Kafi. Kitab ini kemudian dikomentari (disyarahi) oleh
Syamsyuddin al-Syarkhasi dan syarah kitab al-Kafi diberi nama kitab
al-Mabsiith.

Kedua, Kkitab al-Nawadir adalah pendapat-pendapat yang
diriwayatkan dari Abu Hanifah dan sahabatnya yang tidak termasuk
dhahir riwayat. Kitab-kitab yang termasuk al-Nawadir yang terkenal

adalah al-Kaisaniyat, al-Rugayat, al-Haruniyat, dan al-Jurjaniyyat.

Ketiga, kitab al-Fatawa adalah pendapat-pendapat para
pengikut Abu Hanifah yang tidak diriwayatkan dari Abu Hanifah,
seperti kitab al-Nawazil, karya Abi Laits al-Syamargandi. Kitab-kitab
Fatawa Hanafiyyah yang terkenal adalah: Fatawa al-Kaniyyat, karya
Qadhi Khan, Fatawa al-Hindiyah, Fatawa al-Khairiyyah, Fatawa al-

Bazziyah, dan Fatawa al-Hamidiyyah.

Para pendukung madzhab Hanafi dan vyang berjasa

membukukan fatwa-fatwa gurunya, ialah:

1. Abu Yusuf Ya’kub bin Ibrahim bin Habib al-Anshariy (113-183 H/
732-798 M). Beliau ini menjadi seorang Qadhi al-Qudhat (ketua
Hakim tinggi yang diberi kekuasaan untuk mengangkat para
Hakim daerah) pada masa Khalifah Harun al-Rasyid.® la berjasa

dalam upaya memodifikasi Madzhab Hanafi dan penyebaran

 Lihat dalam kitab Al-Madkhal Li-al Dirdasah al-Syari’ah al-
Islamiyah. hal. 134.
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pemikirannya ke berbagai Negeri.® Dan la menyusun kitab dengan
judul “al-Khargj” yang membahas tentang hukum Pajak Tanah.™
Juga menyusun Kkitab 7htilaf Abu Hanifah dan Muhammad
Abdurrahman® yang dikenal dengan lbn Abi Layla, kitab IAtilaf
al-Amshar, al-Rad ‘ala Malik bin Annas dan kitab al-Washaya.

2. Muhammad bin Hasan bin Fargad al-Syaibaniy (132-189 H/ 189-
805 M). la lahir di Wasit, tumbuh dewasa di Kafah, dan kemudian
tinggal di Baghdad. la belajar pertama kali kepada Abu Hanifah
kemudian berguru kepada Abu Yusuf. la juga banyak bergaul
dengan Imam Malik bin Annas. Dan beliau inilah, salah satu murid
Imam Abu Hanifah yang banyak sekali menyusun dan
mengembangkan hasil karya Abu Hanifah, diantaranya yang
terkenal adalah “al-Kutib al-Sittah”(enam Kitab, “kitab dhahir
riwayah), yaitu:

1. Kitab al-Mabsiith
2. Kitab al-Ziyad

3. Kitab Jami’ a/-Shaghir

4. Kitab Jami’ al-Kabir

5. Kitab Syairu al-Kabir

6. Kitab Syairu al-Shaghir. Keenam Kkitab tersebut diringkas

menjadi satu “membuang keterangan yang terulang-ulang” oleh

% Hasbiyallah, Perbandingan Madzhab....................... , hal. 217.

10 Abdul Karim Zaidan, Al-Madkhal Li-al Dirdsah...........cc......... ,
hal.133.

1 Yang mana kitab ini diriwayatkan pula oleh Imam al-Syafi’i dalam
kitab Al-Umm
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Imam Abu al-Fadhal Muhammad bin Muhammad bin Ahmad
al-Maruziy (W. 344 H) dengan nama al-Kafi, kemudian
disyarahi oleh Imam Syamsul Aimah Muhammad bin Ahmad
al-Syarkhasiy, yang diberi nama al-Mabsith “30 Juz”.*

3. Zufar ibn al-Hudzail bin Qais al-Anbart al-Kufiy (110-189 H/ 159-
775 M). la lahir di Isfahan dan wafat di Bashra. la adalah pengikut
aliran ahl al-ra’yu. la piawai dalam bidang giyas, murid terbaik
Abu Hanifah dalam bidang ini.**

4. Hasan ibn Ziyad al-Lu’lu’iy (133-204 H).** Pertama la berguru
kepada Abu Hanifah kemudian kepada dua sahabatnya, yaitu: Abu
Yusuf dan Muhammad. la terkenal sebagai perawi hadis dan

mampu merekontruksi pemikiran Abu Hanifah dengan baik.*

Sesudah para ‘ulama tersebut, lahirlah dikemudian hari para
ulama ahli fikih angkatan baru yang melanjutkan perkembangan dan
menyebarkan madzhab Hanafi, diantaranya adalah: Abi al-Laits al-
Samarqgandiy (W. 373), mengarang kitab al-Nawazil™®

12 |_ijhat dalam kitab Al-Madkhal al-Syari’ah al-1slamiyah. hal. 135.

3 Hasbiyallah, Perbandingan Madzhab............cccccoovvervrrrennne. , hal.
217.

14 Keempat ulama tersebut merupakan ulama yang paling terkenal
dalam Madzhab Hanafi, dan yang paling banyak menukil Fikih Abu Hanifah
adalah Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan. Lihat dalam kitab Al-Madkhal
al-Syari’ah al-1slamiyah. hal. 133.

1> Hasbiyallah, Perbandingan Madzhab..............ccccoevevvevininenne. , hal.
217.

10 Abdul Karim Zaidan, Al-Madkhal Li-al
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Dengan demikian, maka melalui karya-karya itulah, Abu
Hanifah dan Madzhabnya berpengaruh sangat luas dalam dunia Islam,
sehingga pada masa pemerintahan dipegang oleh Khalifah Bani
Abbasiyyah, madzhab Abu Hanifah menjadi sebuah aliran Madzhab
yang paling banyak diikuti dan dianut oleh umat Islam, bahkan pada
masa kerajaan “Utsmani” menjadi salah satu aliran Madzhab resmi
Negara dan sampai sekarang tetap menjadi kelompok mayoritas
disamping aliran madzhab al-Syafi’i.

. Karya-karya llmiah Imam Abu Hanifah

Karya-karya llmiah yang telah dihasikan oleh Imam Abu
Hanifah sebagai dasar pokok pengembangan madzhabnya dapat
dilihat dari tiga karya besarnya, sekalipun masih dalam bentuk sebuah

majalah ringkas, yaitu:

1. Kitab Fikh al-Akbar.
2. Kitab A47’Alim wa al-Mu alim
3. Kitab Al-Musnad fi al-Figh al-Akbar.

Dalam menanggapi masalah ini, Ayeed Amir Ali menyatakan
bahwa karya-karya Abu Hanifah, baik yang berkaitan dengan fatwa-
fatwa maupun ijtihad-ijtihadnya saat itu (pada masa beliau masih
hidup) belum dibukukan, tetapi baru setelah wafat, murid-murid dan
pengikutnya membukukan, sehingga menjadikan madzhab ahl al-

Ra’yu ini menjadi hidup dan berkembang dan dalam perkembangan
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selanjutnya berdiri sebuah Madrasah yang kemudian dikenal dengan
sebutan “Madrasah Hanafi atau Madrasah Ahl al-Ra 'yi."’

. Metode Istinbat Imam Abu Hanifah

Hudhari Bik dalam bukunya Tarikh al-Tasyri’ al-Islamiy
menjelaskan bahwa dasar-dasar istinbat Imam Abu Hanifah, sebagai
berikut:

“Aku (Abu Hanifah) mengambil kitab Allah, bila tidak
ditemukan di dalamnya, aku ambil dari sunah Rasul, jika aku
tidak menemukan pada kitab dan sunahnya, aku ambil
pendapat-pendapat sahabat. Aku ambil perkataan yang aku
kehendaki. Dan aku tidak keluar dari pendapat mereka kepada
pendapat orang lain selain mereka. Apabila telah sampai urusan
itu atau telah datang kepada Ibrahim, al-Syaibani, Ibnu Sirin, al-
Hasan, Atha’, Sa’id, dan Abu Hanifah menyebut beberapa

orang lagi, mereka orang-orang yang telah berijtihad.”*®

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa istinbat Imam Abu

Hanifah menggunakan sumber dan metode sebagai berikut:

" Di kutip oleh Muhammad Ma’shum Zein, Arus Pemikiran Empat
Madzhab, Studi Analisis Istinbath Para Fugaha, (Jombang Jatim: Darul
Hikmah, Cet. Ke-1, 2008), hal. 137-138.

® Hudhari Bik, Tarikh al-Tasyri’ al-Islamiy, Tarjamah Tarikh aL-
Tasyri’ al-1slamiy,Terj, Muhammad Zuhri, (Darul Ikhya’ Indonesia, 1980),
hal. 410. Lihat Pula: Abdul Karim Zaidan, Madkhal Li al-
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a) Kitab Allah (al-Qur’an)

Al-Qur’an merupakan sumber fikih yang pertama dan paling
utama. Al-Qur’an adalah Kalam Allah yang diturunkan kepada
Nabi Muhammad saw, tertulis dalam bahasa arab, yang sampai
kepada generasi sesudahnya secara mutawatir, dan membacanya
mengandung nilai ibadah, tertulis dalam mushaf, dimulai dengan

surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat al-Nas.*

Abu Hanifah sependapat dengan jumhur ulama yang
berprinsip bahwa al-Qur’an adalah sumber dari seluruh ketentuan
syari’ah. Al-Qur’an memaparkan berbagai ketentuan syari’ah, baik
yang memerlukan penjelasan lebih lanjut dari al-Sunah. Al-Qur’an
disamping berperan sebagai sumber hukum berperan juga sebagai
hukum asal yang dijadikan rujukan dalam proses kajian analogis,
atau legislasi terhadap berbagai metode kajian hukum yang

dirumuskan oleh seorang mujtahid.”

b) Sunah Rasulallah saw
Sumber penetapan hukum setelah al-Qur’an adalah sunnah,

yakni segala sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad selain al-

9 Rahmat Syafe’i, Jlmu Ushil Figh, (Bandung: Pustaka Setia, Cet.
Ke-1, 1998), hal. 50.

? Dede Rosyada, Hukum Islam dan Pranata Sosial, (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, Cet. Ke-5, 1999), hal. 141-142.
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Qur’an baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapannya
berkenaan dengan hukum syara’.%

Dilihat dari segi periwayatannya, jumhur ulama ushul figh
membagi  sunnah menjadi mutawatir dan ahad.”” Hanya saja,
Imam Abu Hanifah sebagaimana ulama Hanafiyyah, agak ketat
menetapkan syarat-syarat yang dipergunakan untuk menerima
hadis ahad. Para Imam Madzhab telah sepakat tentang keharusan
mengamalkan hadis ahad dengan syarat berikut:

1) Perawi hadis sudah mencapai usia baligh (dewasa) dan berakal

2) Perawi harus muslim, karena bila tidak muslim tidak bisa
dipercaya hadis tersebut benar-benar dari Rasulallah

3) Perawi haruslah orang yang adil, yakni orang yang senantiasa
bertagwa dan menjaga dari perbuatan-perbuatan tercela

4) Perawi  harus  betul-betul  dzabith  terhadap  yang
diriwayatkannya dengan mendengar langsung dari Rasulallah,
memahami kandungannya, dan benar-benar menghapalnya

Persyaratan di atas disepakati oleh para Imam Madzhab,
namun Ulama Hanafiyyah memberikan persyaratan-persyaratan
tambahan lainnya, yaitu:

1) Perbuatan perawi tidak menyalahi riwayatnya itu. Berdasarkan

hal ini, ulama Hanafiyyah tidak membasuh bejana yang dijilat

2! syamsul Bahri, Metodologi Hukum Islam, (Yogyakarta: Teras, Cet.
Ke-1, 2008), hal. 49.
22 syamsul Bahri, Metodologi Hukum Islam.............c..cc.......... , hal. 49.
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anjing sebanyak tujuh kali, seperti yang ditunjukan oleh hadis

Abu Hurairah yang berbunyi:

A3 130 aaal pU) g sabiuy 4o 1 Yia ) sl 0 10 B 30A o G

AN EAY o o g Al ¢ (8 4

Artinya: Sucinya wadah salah satu di antara kamu jika dijilat

anjing dengan mencucinya tujuh kali dan salah satunya
dengan tanah.

Mereka membasuhnya sebanyak tiga kali sebab Abu

Hurairah (perawi) sendiri membasuhnya tiga kali, sedangkan

jumhur tetap membasuhnya sebanyak tujuh Kkali.

2)

3)

Riwayat itu (kandungan hadis) bukan hal yang umum terjadi
dan layak diketahui oleh setiap orang, seperti menyentuh
kemaluan, karena hal yang demikian diketahui dan
diriwayatkan oleh orang banyak. Dengan demikian, hadis
mengenai hal tersebut dipandang sadz (ganjil). Oleh sebab itu,
menurut ulama Hanafiyah menyentuh kemaluan (penis) tidak
membatalkan wudhu.

Riwayat hadis itu tidak menyalahi qiyas selama perawinya tidak
Fakih. Di antara para perawi yang tidak Fakih menurut mereka
adalah Abu Hurairah, Salman al-Farisi, dan Anas bin Malik.
Oleh sebab itu, mereka menolak hadis riwayat mereka (Abu
Hurairah, Salman al-Farisi dan Anas bin Malik) yang

bertentangan dengan prinsip giyas.”

2 Rachmat Syafe’i, llmu Ushil Figih................. , hal. 62-63.
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¢) Fatwa-fatwa Sahabat

Imam Abu Hanifah sangat menghargai pendapat para
shahabat. Dia menerima, mengambil, serta mengharuskan ummat
Islam mengikutinya. Jika ada pada suatu masalah beberapa
pendapat sahabat, maka ia mengambil salah satunya. Dan jika tidak
ada pendapat-pendapat sahabat pada suatu masalah, la berijtihad
dan tidak mengikuti pendapat tabi’in, karena mereka sederajat
dengan dirinya.®* Menurut Abu Hanifah, ijma’ sahabat ialah:
“Kesepakatan para mujtahidin dari ummat Islam di suatu masa
sesudah Nabi, atas suatu urusan”.

Ta’rif itulah yang disepakati ulama ahl al-Uskal. Ulama
Hanafiyyah menetapkan bahwa ijma’ itu dijadikan hujjah. Mereka
menerima ijma’ qauliy dan ijma’ sukutiy. Mereka menetapkan
bahwa tidak boleh ada hukum baru terhadap suatu urusan yang
telah disepakati oleh para ulama, karena membuat hukum baru
adalah menyalahi ijma’. Paling tidak, ada tiga alasan yang
dikemukakan oleh ulama Hanafiyyah dalam menerima ijma’
sebagai hujjah”, yaitu:

1. Para shahabat berijtihad dalam menghadapi masalah yang
timbul. Umar bin Khattab dalam menghadapi suatu masalah,
sering memanggil para sahabat untuk diajak musyawarah dan
bertukar pikiran. Apabila dalam musyawarah tersebut diambil

kesepakatan, Umar-pun melaksanakannya.

2 Hashiyallah, Figh dan Ushal Figh ”Metode Istinbath dan Istidlal”,
(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet. Ke-1, 2013), hal. 7.
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2. Para Imam selalu menyesuaikan pahamnya dengan paham yang
telah diambil para ulama-ulama di Negerinya, agar tidak
dipandang ganjil, dan tidak dipandang menyalahi umum. Dan
Abu Hanifah tidak mau menyalahi suatu yang telah difatwakan
oleh ulama-ulama Kfah.

Dengan demikian, jelaslah bahwa ulama Hanafiyyah
menetapkan bahwa ijma’ merupakan salah satu hujjah dalam
Agama, yang merupakan hAujjah qath’iyyah. Mereka tidak
membedakan antara macam-macam ijma’. Oleh karena itu, apapun
bentuknya kesepakatan yang datangnya dari kesepakatan para
ulama atau masyarakat, itu berhak atas penetapan suatu hukum dan
sekaligus menjadi hujjah hukum.?”®
Ijma’

Ijma’ adalah kesepakatan seluruh mujtahid dari kaum
muslimin pada suatu masa setelah wafatnya Nabi, atas suatu
hukum syara’ dalam suatu kasus tertentu.”®

Ditinjau dari cara terjadinya dan martabatnya ijma’ ada dua
macam:

1) jma’ Sharih, yaitu ijma’ dengan tegas, persetujuan dinyatakan
baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan.

2) Ijma’ Sukuti, yaitu ijma’ yang dengan tegas persetujuan
dinyatakan oleh sebagian mujtahid, sedang sebagian lainnya

diam, tidak jelas apakah mereka menyetujui atau menentang.?’

2 Hasbiyallah, Perbandingan Madzhab...................... , hal. 93.
% A Djazuli, Metodologi Hukum Islam...................... , hal. 49.
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Ijma’ bentuk pertama (ijma’ sharih) merupakan hujjah
menurut jumhur ulama. Sedangkan ijma’ kedua (ijma’ sukuti)
hanya ulama-ulama Hanafiyyah yang menganggapnya sebagai
hujjah, karena menurut mereka, diamnya seorang mujtahid
dianggap menyetujui apabila masalahnya telah dikemukakan
kepadanya dan telah diberi waktu untuk membahas serta diamnya
bukan karena takut.?®
Al-Qiyas

Definisi gqiyas menurut ulama ushul figh ialah menerangkan
hukum sesuatu yang tidak ada nashnya dalam al-Qur’an dan Hadis
dengan cara membandingkan dengan sesuatu yang ditetapkan
hukumnya berdasarkan nash.?® A. Djazuli mengemukakan giyas
ialah mempersamakan hukum yang belum dinashkan dengan
hukum vyang telah ada nashnya, karena ada persamaan illat
hukum.®

Imam Abu Hanifah menggunakan giyas apabila dalam al-
Qur’an dan Sunnah tidak menyatakan secara eksplisit tentang
ketentuan hukum bagi persoalan-persoalan yang dihadapinya.
Beliau mengaplikasikan qiyas dengan cara menghubungkan

persoalan-persoalan (furi’) tersebut kepada sesuatu yang telah

" A. Djazuli, Metodologi Hukum Islam...................... , hal. 73.
%8 A. Djazuli, Metodologi Hukum Islam..............cccccceennn... , hal. 73.
 Muhammad Abu Zahrah, Ushul Figh, terj. Saefullah Ma’shum, dkk.

(Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. Ke-12, 2008), hal.336.

%A, Djazuli, llmu Figh, hal. 77.
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ditetapkan hukumnya oleh nash (ashal), dengan melihat kesamaan
illat, maka hukum furi 'sama dengan hukum ashal *

Walaupun demikian, tidak berarti bahwa semua masalah
yang baru timbul dan tidak ada hukumnya dalam al-Qur’an dan
sunnah serta ijma’, boleh diqgiyaskan begitu saja, atas dalil
kemaslahatan umum. Ada beberapa syarat dan rukun yang harus
dipenuhi tatkala hendak mengqiyaskan suatu permasalahan kepada
hukum lama. Rukun yang harus dipenuhi dalam qiyas yaitu: 1).
asal, yaitu sesuatu yang dinashkan hukumnya yang menjadi tempat
mengqiyaskan, dalam istilah ushul figh disebut al-ashl atau al-
musyabbah bihi; 2) cabang (al-far’u), yaitu sesuatu yang tidak
dinashkan hukumnya. Dalam istilah ushul figh disebut al-far’u al-
maqis atau al-musyabbah; 3) hukum asal, yaitu hukum yang
dinashkan pada pokok yang kemudian akan menjadi hukum pada
cabang; 4) illat hukum, yaitu sifat yang nyata dan tertentu yang
berkaitan atau yang munasabah dengan ada dan tidak adanya
hukum. Dan illat inilah yang akan menjadi titik tolak serta pijakan
dalam melaksanakan giyas.*

Al-Istihsan

Istihsan yang diartikan sebagai “konstruksi yang
menguntungkan”, atau juga sering dikatakan sebagai pilihan
hukum dijadikan hujjah (argumen) oleh Fugaha madzhab Hanafi.

Daripada menggunakan dan mengikuti giyas secara kaku, seorang

31 Dede Rosyada, Hukum Islam...., hal. 143.
%2 Hasbiyallah, Perbandingan Madzhab.................. , hal. 94.
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Fugaha Hanafi lebih suka memilih jalan keluar yang lain, yaitu
meninggalkan qiyas yang tersembunyi atau halus (qiyas khafi),
sebuah divergensi qiyas yang jelas (jali) dan bersifat eksternal
dengan model pengambilan keputusan dari dalam diri yang
terkondisi.

Menurut Hasan al-Kurkhi yang dikutip oleh Rahmat Syafe’i,
istihsan adalah perbuatan adil terhadap suatu permasalahan hukum
dengan memandang hukum yang lain, karena adanya sesuatu yang
lebih kuat yang membutuhkan keadilan. Sedangkan menurut Abu
Zahrah yang dikutip oleh Rahmat Syafe’i, bahwa Abu Hanifah
banyak sekali menggunakan istihsan. Begitu pula dalam
keterangan yang ditulis dalam beberapa kitab Ushal yang
menyebutkan bahwa Hanafiyyah mengakui adanya istihsan.
Bahkan, dalam beberapa kitab Fikihnya banyak terdapat
permasalahan yang menyangkut istihsan.®

g) Al-‘Urf

Urf (adat kebiasaan), dalam batas-batas tertentu diterima
sebagai sumber syari’ah oleh madzhab Hanafi. Menurut madzhab
Hanafi, ‘urf dapat melampui qiyas, namun tidak dapat melampui
nash al-Qur’an dan sunnah. la melakukan segala urusan atas qiyas.
Apabila tidak baik dilakukan qiyas, la melakukannya atas istihsan
selama dapat dilakukannya. Apabila tidak dapat dilakukan istihsan,

kembalilah la kepada ‘urf manusia.**

%% Rahmat Syafe’i, IImu Ushil Figh..........c.......... , hal. 111-114.
% Satria Effendi, M. Zein, Ushul Figh..................... , hal. 153.
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Dari berbagai uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa
karakteristik metode istinbat, terlebih dulu Imam Abu Hanifah
membagi ijtihad ke dalam dua golongan, yaitu ijtihad dengan nash (al-
Ijtihad bi al-Nushis) dan ijtihad dengan selain nash (al-Iitihad bi
Ghairi al-Nushis). ljtihad dengan nash, pertama ia melihat nash al-
Qur’an, sebagai sumber tertinggi. Jika tidak ditemukan, maka ia
menengok ke sunah Nabi. Tentang sunah ini ia memilih beristidlal
dengan qiyas daripada hadis ahad. Jika tidak menemukan dalam
sunah, maka mencari qaul sahabat. Jika ternyata banyak qaul yang
berbeda-beda maka ia memilih salah satunya dengan meninggalkan
yang lain. Jika pencarian gaul ini sudah sampai generasi tabi’in,
seperti Ibrahim al-Nakha’i, al-Sya’bi, Ibn Syirin, Hasan Atha’ dan
Sa’id ibn Musyayyab, maka ia berijtihad sendiri sebagaimana mereka
juga berijtihad. Alasannya adalah mereka masih satu generasi.

Mengenai ijtihad dengan selain nash, pertama ia menggunakan
qiyas setelah tidak menemukan gaul sahabat tadi. Jika dengan qiyas
justru bertentangan dengan nash, ijma’ dan maslahat maka
menggunakan istihsan. Tentang istidlal dengan istihsan ini ia terkenal
paling profesional dan sering menerapkannya dibanding dengan para
ulama lainnya pada masanya, terutama ulama Hijaz. Jika dengan
istihsan masih menemukan kebuntuan, maka ia menggunakan dalil
ijma’. Menurutnya ijma’ dapat terjadi setelah masa sahabat. Jika tidak
menemukan dalil ijma’ maka ia menggunakan ‘urf shalih (shahih),

yaitu yang tidak bertentangan dengan nash dan magashid.
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Banyaknya Imam Abu Hanifah dalam menerapkan dalil akal
dalam masalah-masalah furii’iyyah ini dapat dipahami karena
sedikitnya perbendaharaaan hadis-hadis tentang hukum. Secara
geografis, Baghdad dan Kifah, adalah dua kota yang jauh dari pusat
tradisi Nabi, yaitu Madinah dan sekitarnya.*

B. Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Status Anak Laki-laki
Sebagai Wali Nikah Bagi Ibunya
1. Pendapat Imam Abu Hanifah

Dalam masalah status anak laki-laki sebagai wali nikah bagi
ibunya, Imam Abu Hanifah berpendapat, mengikuti pendapat yang
dikemukakan oleh Imam Muhammad ibn Ahmad ibn Sahl Syamsul
‘Aimah al-Sarkhisiy* al-Hanafiy dalam kitab al-Mabsiit:
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Artinya: Pengikut Imam Abu Hanifah r.a di dalam (masalah) ayah dan
anak laki-laki, siapakah yang paling berhak untuk

menikahkannya, lalu Abu Hanifah dan Abu Yusuf (murid
Imam Abu Hanifah) menjawabnya: Yang paling berhak

% Abdul Mughits, Kritik Nalar Fikih Pesantren, (Jakarta: Kencana,
2008), hal. 74-75.

® Imam Muhammad ibn Ahmad ibn Sahl Syamsul ‘Aimah al-
Sarkhisiy* al-Hanafiy, Al-Mabsith, (Darul kuttib al-limiyah, Juz 1V, t.th), hal.
220. Lihat pula: ‘Alauddin Abi Bakar bin Mas’ad al-Kasaniy al-Hanafiy,
Badai’ al-Shonai’, (Beirut: Darul Kutib al-‘Ilmiyah, Juz Ill, Cet. Ke-2,
1986), hal. 376. Lihat pula: al-lmam Kamaluddin Muhammad bin Abdul
Wakhid al-Syairasiy al-Hanafiy, Fatkhiil Qadir, (Darul kutiib al-l1imiyah, Cet.
Ke-1, tth), hal. 265.
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untuk menikahkan adalah anak laki-lakinya, karena ia (anak
laki-lakinya) didahulukan dalam (masalah) waris ‘ashabah,
apakah kamu tidak melihat, bahwa seorang ayah ketika
bersamaan anak laki-laki, maka ia (ayah) hanya berhak
mendapatkan seperenam saja (jika ada anak laki-laki atau
cucu laki-laki dari garis laki-laki).

Pendapat senada Imam Abu Hanifah juga diungkapkan oleh
Imam ‘Ala’uddin Abi Bakar bin Mas’ad bin Ahmad al-Kasaniy al-
Hanafiy dalam kitab Bada’i al-Shana’i sebagai berikut:
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Artinya: Adapun syarat mendahulukan (dalam masalah perwalian) itu
ada dua, yang pertama, al-‘ushizbah (dari garis ‘ashabah)
demikian menurut Imam Abu Hanifah, maka didahulukan
‘ashabah atas zawil arham sama hal-nya ‘ashababh itu dekat
maupun jauh. Menurut Imam al-Syaibaniy dan Abu Yusuf,
bahwa al- ‘ushibah (dalam hal garis ‘ashabah) merupakan
syarat penetapan wilayah (perwalian dalam pernikahan) atas
keterangan yang telah berlalu. Yang kedua, yaitu: Dekatnya
kekerabatan, maka didahulukan atas keluarga yang dekat
atas keluarga yang jauh, sama halnya dalam ‘ashabah
maupun selain ‘asahbah atas asal Abi Hanifah.

Dari pendapat tersebut, Imam Abu Hanifah secara tegas
menyatakan bahwa urutan pertama yang paling berhak menjadi wali

dalam pernikahan adalah anak laki-laki. Dengan alasan bahwa

37 <Alauddin Abi Bakar bin Mas’id al-Kasaniy al-Hanafiy, Badai’ al-
Shonai’, hal. 376.
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perwalian itu dari jalur hubungan anak (al-bunizwwah), hubungan
ayah (al-ubiwwah), hubungan saudara (al-ukhawwah), hubungan
paman (al-umizmah), hubungan memerdekakan (al-mu tigah), dan

kemudian Imam dan Hakim.

Ulama Hanafiyyah juga memberikan alasan mengapa wali
dalam pernikahan adalah mereka yang dekat hubungannya dengan
perempuan, yang terdekat kemudian dan seterusnya, karena keluarga
yang dekat akan adanya rasa malu apabila perempuan itu menikah
dengan laki-laki yang tidak pantas untuk menjadi suaminya. Adanya
perasaan malu ini tidak terbatas pada ‘ashobah saja tetapi juga
terdapat pada zawil arham.®® Karena itu tidak ada alasan membatasi

hak perwalian pada golongan ‘ashobah saja.
. Metode istinbat hukum yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah

Secara geografis, Imam Abu Hanifah lahir di Kafah (Irak) yang
penduduknya merupakan masyarakat yang sudah banyak mengenal
kebudayaan dan peradaban. Fugaha daerah ini sering dihadapkan pada
berbagai persoalan hidup serta problematika yang beragam. Untuk
mengatasinya, mereka “terpaksa” memakai ijtihad dan akal. Keadaan

ini berbeda dengan Hijaz. Masyarakat daerah ini masih dalam suasana

%8 Menurut terminologi Fikih mawaris, zawil arham digunakan untuk
menunjuk ahli waris yang tidak termasuk ke dalam ahli waris ashab al-furid
dan ashab al-‘ashabah. Oleh karena itu mereka tidak berhak menerima
bagian warisan sepanjang ahli waris ashab al-furiid dan ashab al-‘ashabah
ada. Lihat: Ahmad Rofiq, Figih Mawaris, (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, Cet. Ke-6, 2015), hal.78.
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kehidupan sederhana, seperti pada masa kehidupan Nabi. Untuk
mengatasinya, para Fugaha Hijaz cukup mengandalkan al-Qur’an,
sunah dan ijma’ para sahabat. Oleh karena itulah, mereka tidak merasa
perlu untuk berijtihad seperti Fugaha Irak. Sebaliknya, Imam Abu
Hanifah menghadapi persoalan kemasyarakatan di lrak daerah yang
sarat dengan budaya dan peradaban, tetapi jauh dari pusat informasi
hadis Nabi “terpaksa” atau “selalu” menggunakan akal (rasionya).*

Menurut ‘Alauddin Abi Bakar bin Mas’ad al-Kasani al-
Hanafiy, Imam Abu Hanifah dalam masalah anak laki-laki sebagai
wali nikah ibunya, ia beristinbat dengan menggunakan qiyas,
pendapat senada juga dilontarkan oleh Abdul Wahab Khalaf al-
Hanafiy, dalam kitab Ahkam al-Ahwal al-Syakhsiyah Fi Syari’ah al-
Islamiyah:
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Artinya: Urutan ‘ashabah didalam (masalah) perwalian yaitu sama
dengan urutan dalam (masalah) kewarisan, maka lebih
diutamakan dari garis kelaki-lakian, yaitu: Anak laki-laki,
cucu laki-laki dan seterusnya (garis laki-laki). Kemudian

dari garis ayah, yaitu: Ayah, ayahnya ayah (kakek) dan
seterusnya, kemudian dari garis saudara laki-laki, yaitu:

% Hasbiyallah, Perbandingan Madzhab................. , hal. 77.
%0 <Alauddin Abi Bakar bin Mas’ad al-Kasaniy al-Hanafiy, Badai’ al-
Shonai’., hal. 376.
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Saudara (anak laki-laki) seayah seibu, saudara laki-laki yang
seayah, anak laki-laki mereka (seayah seibu atau yang
seayah saja), dan seterusnya, kemudian dari garis paman,
yaitu: Paman yang seayah seibu, paman yang seayah saja
(tidak seibu), anak laki-laki mereka (saudara sepupu dari
pengantin perempuan) dan seterusnya.
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Artinya: Urutan didalam (masalah) wali nikah, sama dengan urutan
didalam (masalah) kewarisan, keluarga yang jauh terhalang
(untuk menjadi wali) dengan adanya keluarga yang lebih
dekat, maka dari itu didahulukan ‘ashabah nasab, mereka
adalah anak laki-laki, anak laki-lakinya anak laki-laki (cucu
laki-laki) dan seterusnya.

Dalam llmu Gramatika Bahasa Arab, bahwa kaf “huruf jarr”
merupakan bagian dari adawat al-Tasybih (kata-kata yang digunakan
dalam perumpamaan). Adat tasybih adalah kata yang biasa digunakan
dalam konteks penyerupaan suatu hal dengan hal lain yang
mempunyai keterkaitan, dan demikianlah qiyas. Maka menurut
penulis istinbat yang di gunakan Imam Abu Hanifah menggunakan

qiyas.

Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahrah dalam kitab
Ahwal al-Sakhsiyah, metode istinbat yang digunakan Hanafiyyah,
berkaitan dengan masalah perwalian anak laki-laki didahulukan atas

ayahnya, mereka beristinbat dengan menggunakan al-Qur’an, al-

* Abdul Wahab Khalaf Al-Hanafiy, Ahkam al-Ahwal al-Syakhsiyah
Fi Syari’ah al-1slamiyah, (Darul Qalam: Cet. Ke-3, 1990), hal. 60.
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Sunah yang diriwayatkan dari sahabat ‘Ali r.a, kasus pernikahan
Ummu Salamah, dan mengqgiyaskan urutan perwalian dengan

kewarisan, sebagaimana teks dibawah ini:
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Artinya: Menurut ulama Hanfiyah didalam masalah perwalian, mereka
menetapkan dengan al-Qur’an, al-Hadis dan atas dasar giyas.

Allah saw berfirman, yang artinya: “Dan mereka minta

fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah: "Allah

Swt memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang
dibacakan kepadamu dalam al Qur’an (juga memfatwakan)

tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan

kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang
kamu ingin mengawini mereka”. Argumen yang digunakan
Imam Abu Hanifah dan sahabat dua “Abu Yusuf dan
Muhammad.” bahwa perwalian dalam pernikahan itu di
lakukan oleh wali ‘ashabah dan urutan perwalian dalam
pernikahan digiyaskan dengan kewarisan.

Dalam Bukunya Wahbah al-Zuhaili, bahwa ayat tersebut
diturunkan- sebagaimana yang dikatakan oleh sayyidah °Aisyah-
dalam perkara anak yatim perempuan yang berada dalam pengasuhan
walinya. Wali yang digambarkan ini adalah anak paman dari pihak
ayah (sepupu). Dengan demikian, hak perwalian ditetapkan bagi orang

yang hubungannya lebih dekat kepadanya, seperti saudara laki-laki,

*2 |mam Muhammad Abu Zahrah, Ahwal al-Syakhsiyah, (Darul Fikr
al-Arabi, Cet. Ke-Il, t.th), hal. 112-115.
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dan paman dari pihak ayah. Serta berdasarkan keumuman perkataan
sahabat ‘Ali r.a., “Pernikahan dilakukan oleh wali ‘ashabah”. Dan
‘ashabah adalah ungkapan umum yang mencakup ayah dan yang
lainnya termasuk didalamnya anak laki-laki.*®

Hujjah (argumen) Imam Abu Hanifah yang berupa nash hadis

yang diperkuat pula oleh hadis Ummu Salamah sebagai berikut:
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Artinya: Argumen Imam Abu Hanifah bahwa anak laki-laki itu
didahulukan atas semua ‘ashabah. Perwalian tersebut
didasarkan atas ungkapan Nabi saw: Pernikahan dilakukan

oleh wali ‘ashabah dan diperkuat pula dengan hadis yang
diriwayatkan oleh Ummu Salamah r.a ketika habis masa
iddahnya. Dari Abi Salamah r.a ketika Rasulallah saw
meminang Ummu Salamah lalu Nabi meminta kepada

anaknya Ummu Salamah: Wahai Umar!!! Berdirilah kamu,
kemudian nikahkanlah aku dengan ibumu.

Hadis di atas “hadis Ummu Salamah” di jadikan sebagai hujjah

“argumen” bagi ulama yang berpendapat bahwa anak laik-laki adalah

3 Wahbah Al-Zuhaili, Al-Figh al-Islam Wa
Adillatubh.......ocoooiiiiiie , hal.189.

* Umar ibn Ishaq ibn Ahmad al-Hindiy al-Ghaznawiy, Sirajuddin,
Abu Hafas, al-Hanafiy, Hurrah al-Munifah Fi al-Tahqiqiy al-Ba’dzi al-
Masai’il al-lmam Abi Hanifah, (Muassasah al-Kutab al-Saqafiyah, Cet. Ke-
1, 1986), hal. 135.
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wali dalam pernikahan. Begitu juga hadis di atas di jadikan oleh
jumhur ulama sebagai hujjah untuk menetapkan anak laki-laki sebagi

wali nikah.*

Disamping hujjah-hujjah di atas yang digunakan Imam Abu
Hanifah dalam menetapkan urutan perwalian dalam pernikahan, ia
juga berdasarkan atas istihsan, sebagaimana yang tercantum dalam
Kitab Mukhit al-Burhaniy Fi al-Figh al-Nu 'maniy:
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Artinya: .......... dan ini adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah
berdasarkan atas istihsan.

Dalam teks di atas jelas menunjukan bahwa dasar hujjah yang
di gunakan Imam Abu Hanifah selain nash al-Qur’an, hadis dan qiyas

beliau juga berdasarkan atas istihsan.

* Al-Syaikh Faishal ibn Abdul Aziz, Muhtashar Nail al-Aithar,
Tejemahan Nailul Atithar “Himpunan Hadits-hadits Hukum”, Terjm,
Mu’ammal Hamidy dkk, (Surabaya: CV. Bina Ilmu, Cet. Ke-Ill, Jilid 5,
2002), hal. 2167.

* Mahmiid al-Bukhari ibn Mazah, Mukhit al-Burhaniy Fi al-Figh al-
Nu’many, (Maktabah Misykah al-Islamiyyah, Juz III, t.th), hal. 41.
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C. Biografi Imam Al-Syafi’i

1. Kelahiran dan silsilsh

Imam al-Syafi’i memiliki nama lengkap Abu Abdullah
Muhammad bin Idris al-Syafi’i. Silsilah keturunan beliau adalah
Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman bin Syafi’ bin Sa’ib bin
Ubaid bin Hasyim bin Muthalib bin Abdul Manaf (putra Qusai).*’

Imam al-Syafi’i lahir di Ghaza (sebuah kota yang terletak di
perbatasan wilayah Syam ke arah Mesir, tepatnya di sebelah Selatan
Palestina. Jaraknya dengan Kota ‘Asqalan sekitar dua Farsakh), ia
dilahirkan pada hari Jum’at siang, akhir bulan Rajab tahun 150 H atau
767 M.*

Imam al-Syafi’i wafat dalam usia 54 tahun, beliau dimakamkan
dalam lingkungan masjidnya di Qarafah Mesir. Beliau dimakamkan
pada hari Jum’at, sesudah shalat ashar tanggal 29 Rajab tahun 204
H.*

2. Pendidikan Imam al-Syafi’i

Imam al-Syafi’i lahir di Palestina karena ketika itu kedua orang
tua Imam al-Syafi’i demi keperluan penting, namun dalam perjalanan

menuju Palestina ayahnya meninggal dunia, sementara Imam al-

" Imam al-Syafi’i, Al-Umm, (Bayrut: Darul Wafa’, Juz I, 2001), hal.

*® Hasbiyallah, Perbandingan Madzhab................ , hal. 207.
* Imam al-Syafi’i, Al-Umm, Terj, Ismail Ya’kub, (Kuala Lumpur:
Victory Agencie, Juz I, Cet Ke-Il, Pdf, 2000), hal. 24.
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Syafi’i masih dalam kandungan ibunya. Ketika berumur 9 tahun Imam
al-Syafi’i telah hafal al-Qur’an 30 Juz. Usia 19 tahun telah mengerti
isi kitab Al-Muwatha’, karya Imam Malik.*”

Imam al-Syafi’i belajar pada ulama-ulama Makkah, baik pada
ulama-ulama Fikih, maupun ulama-ulama Hadis, sehingga la terkenal
dalam bidang Fikih dan memperoleh kedudukan yang tinggi dalam
bidang itu. Gurunya Muslim ibn Khalid al-Zanjiy, menganjurkan
supaya Imam al-Syafi’i bertindak sebagai mufti. Sungguh la telah
memperoleh kedudukan yang tinggi itu, namun la terus mencari

lImu.>

Di antara hal-hal yang sangat serius mendapat perhatian Imam
al-Syafi’i adalah tentang metode pemahaman al-Qur’an dan al-sunnah
atau metode istinbat (Ushal Figh). Meskipun para Mujtahid
sebelumnya dalam berijtihad terikat dengan kaidah-kaidahnya, namun
belum ada kaidah-kaidah yang tersusun dalam sebuah buku sebagai
satu disiplin ilmu yang dapat dipedomani oleh para peminat hukum

Islam.>® Dalam kondisi demikianlah Imam al-Syafi’i tampil berperan

%0 Musyaraf, Ibtihadj, Biografi Tokoh Islam, (Jakarta: PT Suka Buku
2010), hal. 74.

51 Jaih Mubarak, Modifikasi Hukum Islam Studi Tentang Qaul Qadim
Dan Qaul Jadid, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 28.

%2 Dalam suasana pesatnya ilmu, Ushil Figh muncul menjadi satu
disiplin ilmu tersendiri. Bahkan terdapat dua aliran dalam penulisan Ushal
Figh, yaitu aliran jumhur (mayoritas) dan aliran Hanafiyah. Aliran jumhur
merupakan aliran yang dianut oleh mayoritas kalangan Malikiyyah,
Syafi’iyyah, dan Hanabilah. Contoh kitab Ushtl Figh aliran jumhur antara
lain: 1. Al-Risalah, disusun oleh Imam al-Syafi’i (150-204 H). Buku ini
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dalam menyusun sebuah buku Ushil Figh. Idealnya ini didukung pula
dengan adanya permintaan dari seorang ahli hadis bernama
Abdurrahman bin Mahdi (w. 198) di Baghdad agar Imam al-Syafi’i

menyusun metodologi istinbat.>®
. Guru-guru Muhammad bin Idris al-Syafi’i

Imam al-Syafi’i menerima Fikih dan Hadis dari banyak guru
yang masing-masing mempunyai manhaj sendiri dan tinggal di
tempat-tempat satu sama lainnya. la menerima dari Ulama-ulama
Makkah, Ulama-ulama Madinah, Ulama-ulama Irag, dan Ulama-

ulama Yaman.**

Ulama-ulama Makkah yang menjadi guru Imam al-Syafi’i

adalah, sebagai berikut: Muslim ibn Khalid al-Zinjiy, Sufyan ibn

merupakan buku pertama Ushil Figh, 2. Al-Burhan fi al-Ushiil Figh, disusun
oleh Abu al-Ma’ali Abd al-Malik ibn Abdillah al-Juwainiy yang bergelar
Imam Haramain (419-478 H). Pada aliran Hanafiyyah terdapat kitab Ushiil
Figh, seperti: 1). Tagwim al-Dilalah, karya Imam Abu Zaid al-Dabusiy (w.
432H), ahli Ushil Figh dari kalangan Hanafiyyah. 2). Al-Manar al-Anwar,
oleh Abu al-Barakat Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad al-Nasafiy (w.
710. H). Lihat selengkapnya dalam buku Figh dan Ushil Figh, Metode
Istinbath dan lIstidlal, karya Hasbiyallah, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
Cet. Ke-1, 2013), hal. 8.

>3 Jaih Mubarak, Modifikasi Hukum Islam Studi Tentang Qaul Qadim
Dan Qaul Jadid, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 29.

> Hasbi al-Shiddiqy, Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab,
(Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997), hal. 496.
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Uyainah, Sa’id ibn al-Kudah,. Daud ibn Abdurrahman, Al-Attar, dan
Abdul Hamid ibn Abdul Aziz ibn Abi Daud.>

Sedangkan Ulama-ulama Madinah yang menjadi gurunya,
yaitu: Malik ibn Annas, lbrahim ibn Sa’ad al-Anshariy, Abdul Aziz
ibn Muhammad al-Darawardiy, Ibrahim ibn Yahya al-Asamiy,
Muhammad Sa’id ibn Abi Fudaik, dan Abdullah ibn Nafi’ al-Shani.>®

Ulama-ulama lIrag yang menjadi gurunya ialah: Waki’ ibn
Jarrah, Abu Usamah, Hammad ibn Usamah, Ismail ibn Ulaiyah,
Abdul Wahab ibn Ulaiyah, dan Muhammad ibn Hasan.>

Ulama-ulama Yaman yang menjadi gurunya adalah: Muththarif
ibn Mizan, Hisyam ibn Yusuf, Hakim Shan’a (lbu Kota Repoblik

Yaman), Umar ibn Abi Maslamah al-Auza’iy, dan Yahya Hasan.”®
. Para Pendukung Madzhab al-Syafi’i dan Murid-muridnya

Sama halnya dengan Madzhab Hanafi, pengembangan madzhab
al-Syafi’i tidak terlepas dari tiga faktor, pertama, faktor murid; kedua,
faktor politik; ketiga, faktor karya llmiah. Secara silsilah, masa Imam

al-Syafi’i, merupakan masa subur para Fugaha, Muhaddis, Muarrikh

% Ahmad al-Syurbasi, Al-‘dimatul Arba’ah, terj, Hamid, Husaini
“Riwayat Sembilan Imam Fikih”, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000), hal.
149.

°® Ahmad al-Syurbasi, Empat Mutiara Zaman.................... , hal. 135.

Hashi  al-Shiddiqy, = Pokok-pokok  Pegangan  Imam
Madzhab................. , hal. 487.

%8 Ahmad al-Syurbasi, Empat Mutiara Zaman................... , hal. 149.
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dan para ulama dibidang lainnya. Oleh karena itu Imam al-Syafi’i

dikenal sebagai “madzhab moderat” penggabung antara ahli ra’yu dan

hadis.

Pengembang Madzhab al-Syafi’i dari murid-murid Imam al-

Syafi’i, diantaranya adalah:

Abu Ali al-Hasan bin Muhammad al-Syabah al-Baghdadiy al-
Za’faraniy (w. 260 H.), Husain bin ‘Ali al-Karabishiy (w. 240 H),
Imam Ahmad bin Hambal (pendiri Madzhab Hambali, w. 240), Abu
Tsaur al-Kalabiy (w. 240 H), Ishaqg bin Rahawaih (w. 277 H.), dan al-
Rabi’ bin Sulaiman al-Muradiy “yang ikut pindah beliau ke Mesir (w.
270 H.).%®

Di Mesir, diantaranya adalah:

Abu Ya’kub Yusuf bin Yahya al-Buwaithiy (w. 232 H), Abu lbrahim
Isma’il bin Yahya al-Muzaniy (w. 264 H), Al-Rabi’ bin Sulaiman al-
Jiziy (w. 256 H), Harmalah bin Yahya al-Tujibiy (w. 243 H), Yusuf
bin Abdul A’la (w. 264 H), Muhammad bin Abdullah bin Abdul
Hakam (w. 268 H), “yang keluar dari madzhab al-Syafi’i ke madzhab
Malikiy sebagai madzhab ayahnya Abu Bakar al-Humaidiy (w. 128
H), Abdul Aziz Umar (w. 234 H), Abu Utsman Muhammad bin al-
Syafi’ly (putra al-Syafi’i, w. 232 H.), dan Abu Hanifah al-Asnawiy,
keturunan kaum Qibthi, Mesir (w. 271 H.).

% Muhammad Ma’shum Zein, Arus Pemikiran Empat Madzhab..., hal.
175. Lihat pula: Hasbiyallah, Perbandingan Madzhab................ , hal. 145,
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Secara garis besar, dalam menguasai Fikih Madinah, Imam al-
Syafi’i langsung kepada Imam Malik, sedangkan dalam menguasai
Fikih Irag, la berguru kepada Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibaniy
yang merupakan pelanjut Fikih Hanafiy. Di samping itu, Imam al-
Syafi’i mempelajari Fikih al-‘Auza’i dari Umar ibn Abi Salamah dan
mempelajari Fikih al-Laits kepada Yahya ibn Hasan.

. Karya-karya llmiah Imam Muhammad bin Idris al-Syafi’i

Kitab-kitab yang ditulis atau didektikan Imam al-Syafi’i sendiri
kepada murid-muridnya maupun Kkitab-kitab yang dinisbatkan
kepadanya itu tidak kurang 113 buah kitab, baik yang membahas

tentang Tafsir, Fikih, Adab maupun lainnya, diantaranya:

1) Kitab “Al-Risalah”. Dalam kitab ini disusun oleh beliau secara
sistematis, dimana didalamnya membahas tentang beberapa
ketentuan yang ada di dalam dua nash, baik itu dalam al-Qur’an al-
hadis, masalah-masalah yang berkaitan dengan adanya Nasikh-
Mansizkh, Masalah Jarh Wa al-Ta'dil di dalam al-hadis, syarat-
syarat penerimaan perawi tunggal, masalah-masalah yang
berkaitan dengan Ijma’, ljtihad, Istihsan dan Qiyas.”

2) Kitab “Al-Umm”. Kitab ini disusun oleh beliau secara sistematis
dengan penyajian materi didalamnya yang argumentatif,

sebagaimana yang diungkapkan oleh muridnya bernama al-Rabi’

60 Abdul Karim Zaidan, Al-Madkhal Li-al-
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bin Sulaiman al-Muradiy. Pembahasan dalam kitab ini, terdiri dari

masalah-masalah yang berkaitan dengan ‘Ibadah, muamalah,

masalah pidana dan munakahat.®* Sedang dalam jilid ke-7 memuat

berbagai macam persoalan, seperti:

a. Adanya perbedaan pandangan Imam al-Syafi’i dan Imam
Malik.

b. Masalah pokok dalam wujud penolakan atau bantahan Imam al-
Syafi’i terhadap pandangan sementara ulama, seperti:

1. Penolakan terhadap orang-orang yang tidak mau menerima
hadis secara keseluruhan.

2. Penolakan terhadap orang-orang yang menolak khabar atau
hadis tertentu dan masalah pembatalan akan penggunaan dalil

Istihsan.

Bahkan dalam kitab ini dijelaskan tentang adanya bantahan
Muhammad bin Hasan al-Syaibaniy terhadap aliran Madinah dalam
bentuk perselisihan pandangan antara Imam Abu Hanifah dengan Abi
Laits.

Kesemua pembahasan disajikan oleh beliau secara sistematis
dan argumentatif, dimana setiap hukum Furu’ yang dikemukakannya,
tidak bisa terlepas dari penerapan ilmu Ushal Figh-Nya. Dengan

demikian, maka dapat dikatakan bahwa kitab al-Umm ini, merupakan

61 Abdul Karim Zaidan, Al-Madkhal Li-al
DiraSah........ooveeeeeeieeeeeeeeen. , hal. 142.
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hasil penggabungan dari beberapa kitab dalam berbagai pandangan

para mujtahidnya.®
. Metode Istinbat Hukum Imam Muhammad bin Idris al-Syafi’i.

Situasi dan kondisi saat Imam al-Syafi’i lahir dan hidup sangat
jauh ‘“karya ulama sudah banyak” berbeda dengan kedua imam
sebelumnya. Pada masa Imam al-Syafi’i hidup, sudah banyak ahli
fikih, baik sebagai murid Imam Abu Hanifah atau Imam Malik sendiri
masih hidup. Akumulasi Madinah, Irak, Syam, dan Mesir menjadikan
Imam al-Syafi’i memiliki wawasan yang luas tentang berbagai aliran

pemikiran fikih.*

Metode istinbat hukum Imam al-Syafi’i secara garis besar dapat

dilihat dalam kitab al-Umm, sebagaimana berikut ini:

“Ilmu itu bertingkat secara berurutan, pertama-tama adalah al-
Qur’an dan al-Sunnah; ketiga sahabat Nabi (fatwa sahabat) dan
kami tidak tahu dalam fatwa tersebut tidak ada 7Atilaf di antara
mereka, keempat, 7Atilaf” sahabat Nabi, kelima, giyas yang tidak
digiyaskan selain kepada al-Qur’an dan al-Sunnah karena hal
itu telah ada dalam sumber, sesungguhnya mengambil hal yang

teratas....”

2 Muhammad Ma’shum Zein, Arus Pemikiran Empat

Madzhab............ , hal. 172-174.
%% Hasbiyallah, Perbandingan Madzhab.................cccco......... , hal. 78.
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Selanjutnya istidlal Imam al-Syafi’i, semuanya terangkum
dalam kitab al-Risalah sekaligus merupakan metodologis pertama
ushul figh-nya. Untuk lebih memperjelas metode istinbat hukum
Imam al-Syafi’i, penulis menguraikannya sebagai berikut:

a. Al-Qur’an
Sebagaimana imam-imam lainnya, Imam al-Syafi’i
menempatkan al-Qur’an pada urutan pertama, karena tidak ada
sesuatu kekuatan apapun yang dapat menolak keontetikan al-

Qur’an.

Dalam pemahaman Imam al-Syafi’i atas al-Qur’an, beliau
memperkenalkan konsep al-bayan. Melalui konsep al-bayan,
beliau mengklasifikasikan dilalah nash atas ‘amm dan khas.
Sehingga ada dilalah ‘amm dengan maksud ‘amm, ada pula dilalah
‘amm dengan dua maksud ‘emm dan khas, dan ada pula dilalah
‘amm dengan maksud khas. Klasifikasi ini adalah dilalah tertentu
yang maknanya ditentukan oleh konteksnya atau dengan istilah lain

dilalah tersebut menunjuk pada makna implisit bukan eksplisit.**

b. Al-Sunnah
Menurut Imam al-Syafi’i sunnah merupakan sumber hukum

yang kedua setelah al-Qur’an. Sunnah berfungsi sebagai pelengkap

® Muhammad bin Idris al-Syafi’i, al-Risalah, hal. 21-23
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dalam menginterpretasikan al-Qur’an yang mujmal, mutlag, dan

¢ 65
amm.

Imam al-Syafi’i menempatkan posisi Sunnah sejajar dengan
al-Qur’an, hal ini karena perannya yang amat penting dalam
konteks bayan (menjelaskan) dan penetapan hukum tersebut. Imam
al-Syafi’i berbeda dengan Abu Hanifah dan Malik dalam
pemakaian hadits ahad. Abu Hanifah secara mutlak
meninggalkannya, Malik lebih mengutamakan tradisi masyarakat
Madinah, sementara Imam  al-Syafi’i  secara  mutlak

menggunakannya selama memenuhi Kriteria.

. Al-ljma’

Ijma’ menurut Imam al-Syafi’i ialah “tidak diketahui ada
perselisihan pada hukum yang dimaksudkan.” Beliau berpendapat,
bahwa meyakini telah terjadi persesuaian paham semua ulama,
yang dari jumlah banyak ulama tersebut tidak mungkin terjadi

kekeliruan.%®

Imam al-Syafi’i membagi ijma’ menjadi dua yaitu ijma’
sarih dan ijma’ sukuti. Namun menurut beliau yang dapat
dijadikan hujjah adalah ijma’ sarih. Hal ini menurutnya, karena
kesepakatan itu disandarkan kepada nash, dan berasal dari sesuatu

yang tegas dan jelas sehingga tidak mengandung keraguan. Imam

% Muhammad bin Idris al-Syafi’i, al-Risalah, hal. 190
% Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, Pengantar Hukum Islam, hal. 91
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al-Syafi’i menolak ijma’ sukuti karena tidak merupakan
kesepakatan semua mujtahid. Dan diamnya mujtahid menurutnya

belum tentu mengindikasikan persetujuan.®’

d. Qaul Sahabat
Imam al-Syafi’i  menggunakan dan mengutamakan
perkataan-perkataan sahabat atas kajian akal mujtahid, karena
menurutnya pendapat mereka lebih baik dari mujtahid. Beliau
beragumentasi bahwa para sahabat itu lebih pintar, lebih tagwa,
dan lebih wara’. Oleh sebab itu, mereka lebih berkompeten untuk
melakukan ijtihad daripada ulama sesudahnya.

e. Al-Qiyas
Muhammad Abu Zahrah menjelaskan bahwa ulama yang
pertama kali mengkaji qiyas (merumuskan kaidah-kaidah dan

dasar-dasarnya) adalah Imam al-Syafi’i.?®®

Imam al-Syafi’i
menempatkan qiyas setelah al-Qur’an, Hadis, [jma’ dan fatwa
sahabat. Beliau menggunakan giyas dan menolak istihsan, karena
menurutnya barang siapa menggunakan istihsan sama halnya
membuat syari’at dengan hawa nafsu. Syarat-syarat giyas yang

dapat diamalkan menurut Imam al-Syafi’i adalah:

¢ www.googleweblight.com/metode-pemikiran-imam-syafii, dikutip

pada tanggal 09 Agustus 2016, pukul 01.00 wib.

% Abu Zahrah , al-Syafi’i Hayatuhu wa Asruhu wa Ara’uhu wa
Fighuhu, (Beirut: Dar al-Fikr, 1418 H/1997, hal. 298 dikutip dari
www.googleweblight.com, dikutip pada tanggal 20-07-2016, pukul 16.00
wib.


http://www.googleweblight.com/metode-pemikiran-imam-syafii
http://www.googleweblight.com/
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1) Orang yang mengambil qiyas harus mengetahui bahasa arab.

2) Mengetahui hukum al-Qur’an, fardid, usliub, nasikh mansukh,
‘amm khas, dan petunjuk dilalah nash.

3) Mengetahui sunnah, perkataan sahabat, ijma’ dan ikhtilaf
dikalangan ulama.

4) Mempunyai pikiran sehat dan prediksi bagus, sehingga mampu
membedakan masalah yang mirip hukumnya.®

f. Al-Istishab
Ditinjau dari segi bahasa istiskab berarti persahabatan dan

kelanggengan persahabatan. Imam al-Syaukani dalam kitabnya

Irsyad al-Fukhal mengemukakan definisi bahwa istishab adalah

“dalil yang memandang tetapnya suatu perkara selama tidak ada

sesuatu yang mengubahnya.””

D. Pendapat Imam al-Syafi’i Tentang Status Anak Laki-laki Sebagai
Wali Nikah Bagi Ibunya.

1. Pendapat Imam al-Syafi’i

Imam al-Syafi’i berpendapat bahwa anak laki-laki tidak bisa
menjadi wali atas ibunya. Berikut ulasan lengkap pendapat beliau

dalam kitab al-Umm:

% Muhammad bin Idris al-Syafi’i, al-Risalah, hal. 510-511
" Dikutip oleh Muhammad Abu Zahrah, Ushil Figh, hal. 450-451
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Artinya: Tidak ada perwalian dalam nikah bagi kerabat kecuali dari
silsilah ayah. Jika wanita yang dinikahi mempunyai anak
atau cucu, maka sama sekali tidak ada perwalian bagi
mereka kecuali mereka menjadi waris ‘ashabah, maka

mereka berhak menjadi wali sebab ‘ashabah tersebut.
Pernyataan Imam al-Syafi’i yang senada dengan di atas yang
dikemukakan oleh Imam Abi Zakariyya Muhyiddin bin Syaraf al-

Nawawiy dalam kitab al-Majmii
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Artinya: Imam al-Syafi’i r.a berkata: Tidak boleh seorang anak laki-
laki menikahkan ibunya, kecuali la menjadi ‘ashabah
ibunya, dan (pendapat) ini sahih, karena anak laki-laki tidak
memiliki perwalian atas ibunya, sepertihalnya ia tidak bisa
menikahkan ibunya dengan (posisi) sifat kekanakan, dan ini
berbeda dengan pendapatnya Imam Malik, Abu Hanifah, dan
Ahmad: Boleh seorang anak laki-laki menikahkan ibunya,

™ Imam Al-Syafi’i, Al-Umm, (Bairut, Darul Wafa’, Juz VI, 2001), hal.
37.

2 Imam Abi Zakariyydi Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawiy, Al-
Majmii’, (Bairtt Libanan: Darul Fikr, Juz 17, 2000 H/ 1421M), hal. 316.
Lihat pula: Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar al-Haitamiy, Tuhfah al-
Muhtaj, (Mesir: Maktabah al-Tijartyah al-Kubra, Juz VII, tth), hal. 248. Lihat
pula: Zakariya al-Anshariy, Hasyiyah al-Bujairami, (Darul Fikr, Juz I, Cet.
Ke-2, 2007), hal. 342. Lihat pula: Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad,
Al-Mabhalli, (Darul Kutab al-Ilmiyah: Juz III, Cet. Ke-I11, 2004), hal. 340.
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karena berdasarkan hadis Ummu Salamah menurut Ahmad,
dan Bathaqiy ketika Abii Salamah meninggal dunia.

Dari pendapat di atas, secara jelas Imam al-Syafi’i menyatakan,
bahwa yang berhak menjadi wali adalah ayah, kakek dan seterusnya
ke atas dalam garis laki-laki, saudara seayah dan seibu, saudara seayah
tidak seibu, keponakan dari saudara seayah dan seibu, keponakan dari
saudara yang seayah saja, paman, dan anak paman.

Sedangkan jumhur ulama Syafi’iyyah berpendapat bahwa wali
dalam pernikahan adalah saudara dekat yang termasuk pada ashab,
bukan saudara seibu atau zawi/ arham lainnya. Pernikahan seorang
perempuan tidak sah kecuali dinikahkan oleh wali agrab (dekat), dan
apabila tidak ada oleh wali jauh (ab’ad), dan jika tidak ada oleh

penguasa (wali hakim).

Dari uraian di atas sudah jelas, bahwa yang berhak menikahkan
adalah dari jalur ayah (al-ubawwah) dan seterusnya. Imam al-Syafi’i
berpendapat bahwa perwalian itu dari pihak ayah (al-ubiiwwah), dan
Imam al-Syafi’i menganggap bahwa anak laki-laki tidak menjadi
‘ashabah seorang perempuan apabila anak laki-laki itu sendirian maka
tidak ada perwalian bagi dia. Dan apabila bersama ‘ashabah yang lain

maka ia akan ikut menjadi wali ‘ashabah.
. Metode istinbat hukum yang digunakan oleh Imam al-Syafi’i.

Dalam argumentasinya atas permasalahan status anak menjadi

wali nikah ibunya, Imam al-Syafi’i tidak menyertakan dalil al-Qur’an
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maupun al-Sunnah yang disebutkan, tidak ada metodologi
pengambilan hukum seperti ijma’ qiyas, qaul sahabat dll yang secara
terang beliau sertakan bersandingan dengan pendapat yang beliau
kemukakan.

Akan tetapi jika lebih dalam dilihat, beliau membangun
argumentasinya bersanding dengan keterangan tentang tidak sahnya
seorang anak laki-laki menjadi wali nikah ibunya. Alasan yang beliau
kemukakan dalam mengatakan tidak bolehnya seorang anak laki-laki

menjadi wali nikah ibunya, dapat dilihat dalam kitab al-Umm:
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Artinya: Saya “al-Rabi’ ibn Sulaiman” bertanya kepada Imam al-
Syafi’i tentang (masalah) pernikahan, lalu Imam al-Syafi’i
menjawabnya: Setiap pernikahan tanpa adanya wali maka
pernikahan tersebut batal. Lalu al-Rabi’ bertanya lagi, apa
hujjah engkau, wahai Imam al-Syafi’i, Imam al-Syafi’i
berkata: Imam Malik telah menceritakan kepadaku (Imam
al-Syafi’i): Ibn al-Musyayyab berkata: Umar ibn Khatab
berkata: Wanita tidak boleh menikah kecuali dengan izin
walinya, orang cerdik dari kalangan keluarga, atau
penguasa.

Alasan Imam al-Syafi'i tidak memasukkan anak laki-laki
menjadi wali nikah (‘ashabah) seorang wanita itu berdasarkan hadis

Umar r.a, sebagaimana teks di bawah ini:

”® Imam Al-Syafi’i, al-Umm, (Bairut, Darul Wafa’, Juz VIII, 2001),
hal. 610.
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Imam al-Syafi’i melarang secara mutlak perwalian anak laki-

laki. Begitu pula dalam hal mendahulukan saudara-saudara laki-laki
atas kakek. Beliau (Imam al-Syafi’i) berkata, “tidak ada hak perwalian
bagi anak laki-laki”. Imam al-Syafi’i juga berpendapat bahwa
seseorang tidak boleh mengawinkan seorang gadis atau janda
manakala ayahnya ada.

Hadis yang digunakan Imam al-Syafi'i tidak menyebutkan
secara langsung tentang hak ‘ashabah, akan tetapi beliau mengunakan
lafad(s’ ) 3) “orang yang cerdas dari kalangan keluarganya”. Dari
sini menjadi jelas bahwa Imam al-Syafi’i mensyaratkan wali nikah
harus dari kalangan keluarga yang cerdas dan cakap hukum. Jadi
Imam al-Syafi’i mensyaratkan bahwa wali itu harus cerdas dan cakap

hukum dari kalangan keluarganya.

Ulama Syafi’iyyah memberikan alasan kenapa anak laki-laki
tidak bisa menjadi wali atas ibunya, karena hubungan anak dengan
ibunya bukanlah dari hasil nasab (namun dari pernikahan dengan
bapak dari anak itu, barulah ada anak). Sama halnya dengan saudara
laki-laki seibu tidaklah bisa menikahkan saudara perempuannya seibu

karena tidak ada nasab dari jalur bapak.

™ Ibn Rusydi, Bidayah al-Mujtahid, (Jeddah: al-Haramain, Juz II, Cet.
Ke-3, t.th), hal.13.
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Sedangkan masalah urutan perwalian menurut Madzhab al-
Syafi’i yang terdapat dalam kitab Raud al-Thalib Wa al-Nihayah
Matlab al-Raghib, karya Imam Syarafuddin Ismail ibn al-Mukriy al-
Yamaniy al-Syafi’iy:
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Artinya: Dan didahulukan ayah (didalam masalah perwalian),
kemudian kakek “ayahnya ayah” dan seterusnya. Dan urutan
perwalian seperti halnya urutan kewarisan, kecuali bahwa
seorang anak tidak boleh menikahkan dengan sifat ia
menjadi seorang anak, akan tetapi dengan ‘ushibah atau
dengan gadha’ (Hakim)

Dari teks tersebut dapat dipahami bahwa Syafi’iyyah dalam
masalah urutan perwalian, mereka menyamakan urutannya dengan
kewarisan. Hanya saja mereka tidak memasukkan anak laki-laki untuk
masuk dalam urutan perwalian. Mereka beralasan, bahwa seorang
anak itu dinasabkan kepada ayahnya, bukan kepada ibunya,

sebagaimana teks di bawah ini:
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Artinya: Tidak bisa seorang anak menikahkan dengan (posisi)
bunitwwah, (dengan statusnya ia menjadi anak menikahkan),

> Al-Imam al-‘Alamah Syarafuddin Ismail Ibn al-Mukri al-Yamaniy
al-Syafi’iy, Raud al-Thalib Wa al-Nihayah Matlab al-Raghib, (Kuwait: Daru
al-Dziya’, Juz I, Cet. Ke-I, 2013), hal. 146.

® Imam al-Ramli, Nihdyah al-Muhtdj, (Bairut Darul Fikr, Juz VI,
1984), hal. 232.
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berbeda dengan pendapat Imam Muzani, sebagaimana Imam
yang tiga (Malik, Abu Hanifah, Ahmad) karena tidak adanya
persekutuan nasab diantara keduanya (ibu dan anak) maka
tidaklah bisa anak dengan sesungguhnya menyerahkan tubuh
ibunya, dan karena itu pula saudara tidak dapat menikahkan
seorang ibu.

Maka dari itu, menurut Syafi’iyyah yang berhak menjadi wali
nikah adalah ayah “dari jalur ayah, bukan dari jalur anak laki-laki”
dan juga karena tidak adanya persekutuan nasab diantara keduanya
(ibu dan anak). Maka tidaklah bisa anak dengan sesungguhnya
menyerahkan tubuh ibunya, karena itu pula saudara tidak dapat

menikahkan seorang ibu.



BAB IV
ANALISIS PERBANDINGAN PENDAPAT IMAM ABU
HANIFAH DAN IMAM AL-SYAFI’I TENTANG STATUS
ANAK LAKI-LAKI SEBAGAI WALI NIKAH BAGI IBUNYA

A. Analisis Perbandingan Pendapat.

Hakikat pernikahan secara tinggi dan indah digambarkan oleh
Allah Swt sebagai penyatuan kembali pada bentuk asal kemanusiaan
yang hakiki, yakni nafsun wahidah (diri yang satu), sebagaimana
ditunjukan dalam Q.S al-‘Araf ayat 189:
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Artinya: Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari
padanya dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang
kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu
mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah ia merasa
ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala ia merasa berat,
keduanya (suami isteri) memohon kepada Allah. Tuhannya
seraya berkata: Sesungguhnya jika engkau memberi anak
yang salih, tentunya kami termasuk orang-orang yang
bersyukur.

Allah Swt menggunakan istilah nafsun wahidah karena dengan
istilah ini ingin ditunjukan bahwa pernikahan pada hakikatnya adalah

pola pertemuan antara laki-laki dan perempuan pada hakikatnya yang

! Al-Qur’an al-Karim, (Al-Hidayah, Departemen Agama RI), Q.S al-
‘Araf. 189.
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satu, yakni berupa kesamaan asal-usul kejadian umat manusia dari diri

yang satu.

Legalitas perwalian dalam pernikahan muncul dalam Islam,
diantaranya melalui al-Qur’an, surah al-Bagarah ayat 232 dan hadis
Ikrimah dan Ibn Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad al-
Tirmidzi, Ibn Majah, dan Abu Dawud:
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Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa
iddahnya. Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi

mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah

terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma ruf.

Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang yang beriman

diantara kamu kepada Allah dan hari kemudian, itu lebih

baik bagimu dan lebih suci. Allah Swt mengetahui, sedang
kamu tidak mengetahui.”

Dalam ayat tersebut terdapat bunyi: b sliais 33 (Maka janganlah
kamu “para wali”’) menghalangi mereka menikah lagi dengan bekas
suaminya. Menurut ulama Syafi’iyyah inilah satu-satunya ayat yang
menunjukan kekuatan wali. Kalau wali tidak diperlukan, tentu

larangan dalam ayat tersebut tidak ada artinya (gunanya).

2 Al-Qur’an al-Karim, (Al-Hidayah, Departemen Agama RI), Q.S al-
Bagarah. 232.
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Artinya: Nabi saw bersabda: Tidak sah nikah melainkan dengan wali

dan dalam hadis ‘Aisyah r.a (bahwa) Sulthan merupakan
wali bagi seseorang yang tidak memiliki wali.

Hadis Ibn Abbas ini pada dzahirnya (meniadakan) akad nikah
yang berlangsung tanpa wali. Imam al-Syafi’i mengartikan hadis di
atas tidak sah nikah tanpa wali. Jadi beliau mengartikan (tidak sah)
meniadakan hukum sah nikah tanpa wali bukan meniadakan

kesempurnaan menikah tanpa wali.
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Artinya: Dari ‘Aisyah berkata: Rasulallah saw bersabda: Perempuan

mana saja yang dinikahkan tanpa seizin walinya maka
pernikahannya batal (tiga kali). (H.R. Abu Dawud).

Perlu disadari bersama bahwa teks-teks yang dibawa Nabi saw
bersifat statis, karena semenjak beliau wafat hadis telah berhenti,
demikian juga al-Qur’an. Sementara, kehidupan umat manusia bersifat
dinamis, dari waktu ke waktu selalu mengalami perkembangan yang
memunculkan permasalahan-permasalahan baru. Perkembangan
masalah itu akhirnya juga menyentuh pada masalah perwalian dalam
pernikahan. Hadis Nabi saw yang menjelaskan itu masih berkutat pada

pertanyaan, tidaklah sah pernikahan tanpa adanya wali, kalau tidak

* Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, (Mesir: Maktabah al-Halabi, Juz V,
t.th), hal. 477.
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boleh (pernikahan tanpa wali), lalu, laki-laki ataukah perempuan yang
berhak menjadi wali nikah. Namun sekarang, pertanyaan itu
berkembang- salah satunya- kepada pertanyaan bagaimana jika wali
nikah tersebut justru anak laki-laki dari seorang ibu yang akan
menikah tersebut.

Hal itulah yang coba direspons oleh Imam Abu Hanifah (80 —
150 H), dan Imam al-Syafi’i (150 — 204 H). Keduanya memiliki
pendapat yang berbeda mengenai permasalahan status anak sebagai
wali nikah bagi ibunya ini. Abu Hanifah mendahulukan dan
menetapkan anak laki-laki menjadi wali nikah ibunya. Sebagaimana
teks di bawah ini:
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Artinya: Pengikut Imam Abu Hanifah r.a di dalam (masalah) Ayah
dan Anak laki-laki, siapakah yang paling berhak untuk
menikahkannya, lalu Abu Hanifah dan Abu Yusuf (murid
Imam Abu Hanifah) menjawabnya: Yang paling berhak
untuk menikahkan adalah anak laki-lakinya, karena ia (anak
laki-lakinya) didahulukan dalam (masalah) waris ‘ashabah,
apakah kamu tidak melihat, bahwa seorang ayah ketika
bersamaan anak laki-laki, maka ia (ayah) hanya berhak

* Imam Muhammad ibn Ahmad ibn Sahl Syamsul ‘Aimah al-
Sarkhisiy¢ al-Hanafiy, Al-Mabsith, (Darul Kutub al-llmiyah, Juz 1V, t.th),
hal. 220. Lihat pula: al-lmam Kamaluddin Muhammad bin Abdul Wakhid al-
Syairasiy al-Hanafiy, Fatkhil Qadir, (Darul Kutab al-llmiyah, Cet. Ke-I,
t.th), hal. 268.
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mendapatkan seperenam saja (jika ada anak laki-laki atau
cucu laki-laki dari garis laki-laki).

Sedangkan  masalah  urutan  perwalian,  Hanafiyyah
menyamakannya dengan urutan kewarisan, sebagaimana teks di

bawah ini:
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Artinya: Urutan didalam (masalah) wali nikah, sama dengan urutan
didalam (masalah) kewarisan, keluarga yang jauh terhalang

(untuk menjadi wali) dengan adanya keluarga yang lebih

dekat, maka dari itu didahulukan ‘ashabah nasab, mereka

adalah anak laki-laki, anak laki-lakinya anak laki-laki (cucu
laki-laki) dan seterusnya.
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Artinya: Urutan ‘ashabah didalam (masalah) perwalian yaitu sama
dengan urutan dalam (masalah) kewarisan, maka lebih
didahulukan dari garis kelaki-lakian, yaitu: Anak laki-laki,
cucu laki-laki dan seterusnya (garis laki-laki). Kemudian
dari garis ayah, yaitu: Ayah, ayahnya ayah (kakek) dan
seterusnya, kemudian dari garis saudara laki-laki, yaitu:
Saudara (anak laki-laki) seayah seibu, saudara laki-laki yang
seayah, anak laki-laki mereka (seayah seibu atau yang
seayah saja), dan seterusnya, kemudian dari garis, yaitu:

® Abdul Wahab Khalaf al-Hanafiy, Ahkam al-Ahwal al-Syakhsiyah Fi
Syari’ah al-1slamiyah, (Darul Qalam: Cet. Ke-3, 1990), hal. 60.

® <Alauddin Abi Bakar bin Mas’id al-Kasaniy al-Hanafiy, Baddi’ al-
Shondi’....., hal. 376.
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Paman yang seayah seibu, paman yang seayah saja (tidak
seibu), anak laki-laki mereka (saudara sepupu dari pengantin
perempuan) dan seterusnya.

Sementara itu, Imam al-Syafi’i tidak menetapkan anak laki-laki

untuk menjadi wali nikah ibunya. Sebagaimana teks di bawah ini:
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Artinya: Tidak ada perwalian dalam nikah bagi kerabat kecuali dari
silsilah ayah. Jika wanita yang dinikahi mempunyai anak

atau cucu, maka sama sekali tidak ada perwalian bagi

mereka kecuali mereka menjadi waris ‘ashabah, maka
mereka berhak menjadi wali sebab ‘ashabah tersebut.

Sedangkan masalah urutan perwalian dalam pernikahan,
Syafi’iyyah menyamakannya dengan urutan kewarisan (hanya saja
Syafi’iyyah tidak memasukkan anak laki-laki dalam urutan

perwalian). Sebagaimana teks berikut:
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Artinya: Yang lebih berhak menjadi wali (seorang perempuan) adalah
ayah, kemudian kakek, kemudian ke atasnya lagi. Lalu

saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah,
lalu anak dari saudara laki-laki, lalu ke bawah

" Imam Al-Syafi’i, Al-Umm, (Bairut: Darul Wafa’, Juz VI, 2001), hal.
37.

® Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al-Khatib al-Syarbiniy al-
Syafi’iy, Mughni al-Mughtaj, (Darul Kutab al-llmiyah, Juz 4, 1994), hal.
249,
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(keponakan). Lalu paman (saudara ayah), lalu ‘ashobah
lainnya seperti dalam kewarisan.

Baik Imam Abu Hanifah maupun Imam al-Syafi’i, keduanya
sama-sama memiliki alasan di balik pendapatnya. Alasan tersebut bisa
dilihat: Pertama, Abu Hanifah mensyaratkan di dalam masalah
perwalian nikah, yaitu al-‘Ushibah (dari garis laki-laki).® Beliau
menyatakan bahwa perwalian dimiliki oleh kerabat terdekat (al-
garabah al-garibah) dan anak termasuk termasuk didalamnya. Oleh
karena itu, hak perwalian adalah untuk orang yang memiliki hubungan
paling dekat, sebab ada riwayat dari sahabat Ali r.a yang mengatakan
“pernikahan dilakukan oleh wali ‘ashabah”.*® Sebagaimana urutan
berikut ini: hubungan anak (al-bunzwwah), hubungan ayah (al-
ubizwwah), hubungan saudara (al-ukhazwwah), hubungan paman (al-
umzmah), hubungan memerdekakan (al-mu tigah), dan kemudian

imam dan hakim.**

¥ Lihat dalam: Badai’ al-Shonai’, Juz IlI, Cet. Ke-2, hal. 376.

19 Hadis tersebut (populer dalam kitab-kitab Hanafiyyah) diriwayatkan
oleh sahabat Ali r.a (maugqif). Dan disandarkan kepada Nabi (marfii’). Al-
Hafidz Ibn Hajar al-Haitamiy, yang di kutip oleh ‘Audz Ibn Raja’ Ibn Farij
al-‘Aufly mengenai takhrij hadis tersebut: Beliau (Al-Hafidz 1bn Hajar al-
Haitamiy) tidak menjumpainya. Sedangkan menurut Ahmad Syalbiy,
mengenai hadis tersebut tidak satupun seseorang dari jama’ah mentahrijkan
hadis tersebut. Lihat dalam: ‘Audz Ibn Raja’ Ibn Farij al-‘Aufiy, Wilayah fi
al-Nikah, (Madinah al-Munawwarah: ‘Imadah al-Bahsi al-limy Bi al-Jami’ah
al-Islamiyyah, Juz 11, Cet. Ke. I, 2002), hal. 62.

1 <Alauddin Abi Bakar bin Mas’uid al-Kasaniy al-Hanafiy, Badai’ Al-
Shondi’.., hal. 376. Lihat pula: Abdul Wahab Khalaf, 4hkam al-Ahwal al-
Syakhsiyah “Fi al-Syari’ah al-1slamiyah, (Darul Qalam, Cet. Ke-2, 1990),
hal. 60.
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Menurut Wahbah al-Zuhaili, bahwa hadis tersebut “pernikahan
dilakukan oleh wali ‘ashabah”. Kalimat “‘ashabah” adalah ungkapan
umum yang mencakup ayah dan yang lainnya, termasuk didalamnya
adalah anak laki-laki.'?

Dalam al-Mauasii’ah  al-Fighiyyah  al-Kuwaitiyyah, yang
merupakan ensiklopedi besar permasalahan-permasalahan fikih
menjelaskan definisi ‘ashabah yang komprehensip, sebagaimana

berikut ini:
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Artinya: ‘Ashabah secara bahasa adalah: Kerabat (berjenis kelamin)
laki-laki yang mereka ditunjukan dengan sifat kelaki-lakian,

ia (‘ashabah) jama’ dari ‘ashibun, sedangkan ‘ashabah

secara istilah adalah: Mereka (garis-garis) laki-laki dari anak

si mayit, dan dari anak ayahnya si mayit, dan beberapa anak

laki-laki mereka (ayah si mayit) keturunan orang yang
meninggal, ayah mereka, dan anak-anak (laki-laki) mereka.

Sedangkan definisi ‘ashabah, dalam kitab Ahkam al-Ahwal al-
Syakhsiyyah li al Muslimin, karya Salim lbn Abdul Ghanf, dijelaskan:
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2 Wahbah al-Zuhaili, Al-Figh al-Islam Wa Adillatuh.................... ,
hal.189.

¥ Al-Maiisii’ah al-Fighiyyah al-Kuwaitiyyah, (Kuwait: Zatus Salasil,
Juz 40, Cet. Ke-2, 1986), hal. 231.

% Salim Ibn Abdul Ghani al-Rafi’iy, Ahkam al-Ahwal al-Syakhsiyyah
li al Muslimin, (Bairut libanan: Daru Ibn Hazm, Cet. Ke-I, 2002), hal. 269.
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Artinya: Al-‘Ashabah yaitu, setiap kerabat (berjenis) laki-laki yang
berhubungan dengan seorang yang dibwah perwaliannya,
yang perempuan bukan termasuk didalamnya.

Kedua, Abu Hanifah yang mengangap perwalian anak laki-laki
terhadap ibunya (al-garabah al-garibah), menurut penulis hal itu
sangatlah logis, kenapa, karena dalam menjalani bahtera kehidupan
berumah tangga dalam satu keluarga seorang anak pasti juga akan
menjadi dari bagian keluarga tersebut. Tujuan pernikahan itu sendiri
adalah untuk membangun keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah,
warrahmah,™ untuk menggapai hal tersebut sekiranya jika sebelum
melaksanakan pernikahan, seorang ibu meminta pendapat atau
persetujuan terhadap anak-anaknya. Maka menurut hemat penulis,
merasa alasan yang digunakan Imam Abu Hanifah adalah kuat dan
logis, karena dalam ilmu kewarisan, apabila orang tua (ibu) meninggal

maka yang berhak menerima warisan adalah suami dan anak-anaknya.

Sementara itu, Imam al-Syafi’i dalam mendukung pendapatnya
di atas beralasan bahwa anak laki-laki, cucu laki-laki dan seterusnya
tidak bisa menjadi wali nikah terhadap ibunya. Terkecuali bagi
mereka itu ‘ashabah, maka bagi mereka kewaliannya itu dengan
‘ashabah. Imam al-Syafi’i memegangi ke’ashabahannya, bahwa anak

laki-laki tidak menjadi ‘ashabah seorang ibu (‘ashabah dalam

> Berkaitan dengan tujuan pernikahan, lihat selengkapnya dalam:
Nuruddin Ibn al-Muhtar al-Khadimiy, Ilmu Magashid al-Syari’ah,
(Maktabah al-Abikan, Cet. Ke-I, 2001), hal. 179.
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pernikahan). Hal ini berdasarkan hadis Umar r.a yang diriwayatkan

oleh Imam Malik,® sebagaimana teks di bawah ini:
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Artinya: Telah menceritakan kepadaku, dari Imam Malik, bahwa
Imam al-Syafi’i mendatangiku (Imam Malik), dari Said bin
al-Musayyab, Ia (Said bin al-Musayyab) berkata: Umar bin
Khatab berkata: Wanita tidak boleh menikah kecuali dengan
izin walinya, atau orang cerdik dari kalangan keluarganya,
atau penguasa.

Imam al-Syafi’i menganggap seorang anak tidak memiliki hak
untuk menjadi wali nikah terhadap ibunya apabila dia sendirian, akan
tetapi apabila dia bersama dengan yang lain (yang menjadi wali
‘ashabahnya ibu) maka dia berhak menjadi wali nikah terhadap
ibunya. Imam al-Syafi’i melarang secara mutlak perwalian anak laki-
laki. Beliau (Imam al-Syafi’i) berkata, “tidak ada hak perwalian bagi

anak laki-laki”.

16 Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Malik, al-Daraqutniy, al-
Baihagiy dan lainnya. Hadis tersebut putus sanadnya, dikarenakan Said bin
al-Musayyab tidak semasa dengan Umar bin Khatab. Hadis riwayat Said bin
al-Musayyab adalah hadis mursal. Menurut Ibn al-Madiniy, Saya (lbn al-
Madiniy “hanafiyyah”) tidak mengetahui dari kalangan tabi’in seseorang
yang luas ilmunya, kecuali Said bin al-Musayyab. Para rawi Ashab al-Kutub
al-Sittah meriwayatkan hadis darinya. Para ulama hadis sepakat, bahwa hadis
mursal dari Said bin al-Musayyab adalah lebih sahihnya hadis mursal. Di
kutip oleh ‘Audz Ibn Raja’ Ibn Farij al-‘Aufiy, Wilayah fi al-Nikah,
(Madinah al-Munawwarah: ‘Imadah al-Bahsi al-llmy Bi al-Jami’ah al-
Islamiyyah, Juz Il, Cet. Ke. I, 2002), hal. 145.

7 lmam Al-Syafi’i, al-Umm, (Bairut, Darul Wafa’, Juz VIII, 2001),
hal. 610.
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Hadis yang digunakan Imam al-Syafi'i tidak menyebutkan
secara langsung tentang hak ‘ashabah, akan tetapi beliau mengunakan
lafadz (4;1)-“ ¢9) “orang yang cerdas dari kalangan keluarganya”. Dari
sini menjadi jelas bahwa Imam al-Syafi’i mensyaratkan wali nikah
harus dari kalangan keluarga yang cerdas. Jadi Imam al-Syafi’i
mensyaratkan bahwa wali itu harus dari kalangan keluarganya.
Sedangkan menurut Imam Malik kalimat (/¥ ¢3) memiliki arti,
diantaranya: (Msall sl asll 3 of 8 edall (e 3350 34 (ia adalah seorang
laki-laki dari keluarga terdekat, anak laki-laki paman, atau mawal7)."®
Dalam riwayat lain memiliki arti Gsia éra JA50 430 A28 &l &3 6303 (

seorang anak laki-laki dari ‘ashabah ibunya).*®

Ulama Syafi’iyyah juga memberikan alasan kenapa anak laki-
laki tidak bisa menjadi wali atas ibunya, karena hubungan anak
dengan ibunya bukanlah dari hasil nasab (namun dari pernikahan
bapak dengan ibu dari anak itu, barulah ada anak). Sama halnya
dengan saudara laki-laki seibu tidaklah bisa menikahkan saudara
perempuannya seibu karena tidak ada nasab dari jalur bapak.
Sedangkan masalah urutan kewalian dalam pernikahan, Syafi’iyyah

menetapkan urutan perwalian berdasarkan urutan dalam kewarisan,

'8 Muhammad bin Abdul Bagi bin Yiisuf al-Zarqani al-Misriy, Syarah
al-Zarganiy ‘Ala Muwatha’ Imam Malik, (Kaira: Maktabah al-Saqafah al-
Diniyyah, Cet. Ke-I, Juz 111, 2003), hal. 192.

% Muhammad bin Abdul Bagi bin Yisuf al-Zargani al-Misriy, Syarah
al-Zarqaniy ‘Ala Muwatha’ Imam Malik.............. , hal. 192.
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hanya saja mereka tidak memasukkan anak laki-laki menjadi wali

nikah ibunya.?

Berdasarkan uraian tersebut, penulis mempunyai anggapan
bahwa anak mempunnyai hak perwalian dalam menikahkan ibunya.
Kenapa demikian, karena, pertama, jumhur ulama (Abu Hanifah, Abu
Yusuf “Hanafiyyah”, Imam Malik, Imam Hambali dan Imam Muzaniy
“Syafi’iyyah”) memasukkan anak laki-laki ke dalam urutan wali
nikah, kedua, dalam menjalani bahtera hidup berumah tangga,
mestinya seorang anak juga akan merasakan, memikul dan bahkan

menanggung beban keluarganya.

Alasan lain yang berhasil penulis identifikasi dari kedua Imam
tersebut adalah adanya faktor latar sosial yang berbeda. Imam Abu
Hanifah adalah Imam yang lahir, hidup di Kafah (lrak) yang
penduduknya merupakan masyarakat yang sudah banyak mengenal
kebudayaan dan peradaban. Fugaha daerah ini sering dihadapkan pada
berbagai persoalan hidup serta problematika yang beragam. Untuk
mengatasinya, beliau “terpaksa” memakai ijtihad dan akal. Imam Abu
Hanifah menghadapi persoalan kemasyarakatan di Irak daerah yang

sarat dengan budaya dan peradaban, tetapi jauh dari pusat informasi

20 Al-Imam al-‘Alamah Syarafuddin Ismail Ibn al-Mukri al-Yamaniy
al-Syafi’iy, Raud al-Thalib Wa al-Nihdayah Matlab al-Raghib, (Kuwait: Daru
al-Dziya’, Juz II, Cet. Ke-I, 2013), hal. 146
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hadis Nabi saw “terpaksa” atau “selalu” menggunakan akal

(rasionya).?

Berbeda halnya dengan Imam al-Syafi’i yang lahir dan hidup di
Hijaz. Masyarakat daerah ini masih dalam suasana kehidupan
sederhana, seperti pada masa kehidupan Nabi saw. Untuk
mengatasinya, para Fugaha Hijaz cukup mengandalkan al-Qur’an,
sunah dan ijma’ para sahabat. Oleh karena itulah, mereka tidak merasa

perlu untuk berijtihad seperti Fugaha Irak.??

Sejauh pembacaan penulis, baik Imam Abu Hanifah maupun
Imam al-Syafi’i masih tetap konsisten dengan corak pendapatnya
masing-masing. Imam Abu Hanifah dengan kekhasan beliau yang
mendayagunakan akal dengan porsi lebih (rasionalis), masih kental
terasa dalam pendapatnya di atas. Secara ringkas seolah Imam Abu
Hanifah ingin bertanya kepada pihak yang menolak kebolehan anak
laki-laki menjadi wali nikah ibunya ini: “Mengapa anak laki-laki tidak
boleh menjadi wali nikah ibunya. Bukankah anak laki-laki merupakan
bagian dari hidup seorang ibu dan anaklah yang kelak merasakan
kehidupan keluarganya tersebut? Begitu juga Imam al-Syafi’i, yang
selalu mengedepankan konsep ihtiyat (kehati-hatian) dalam setiap
pengambilan hukum, terlebih urusan yang mengandung unsur
ta’abbudiyyah sepertihalnya nikah, masih begitu terasa kehati-

hatiannya. ~ Menanggapi  orang-orang yang  meyangsingkan

2! Hasbiyallah, Perbandingan Madzhab............ , hal. 77.
22 Hasbiyallah, Perbandingan Madzhab............ , hal. 77.
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pendapatnya, beliau (Imam al-Syafi’i) seolah-olah ingin mengajukan
pertayaan balik: “Bagaimana mungkin seorang yang ada karena lahir

dari rahim ibunya, malah bertindak sebagai wali nikah ibunya?”.

Demikianlah hasil analisa penulis terhadap pendapat kedua
Imam tersebut. Menurut penulis, pendapat keduanya mempunayi
konteks keberlakuan sendiri-sendiri. Untuk konteks masyarakat
Indonesia, seorang bapak lebih berhak menjadi wali nikah dari-pada
anak laki-laki. Yang mana pendapat tersebut diusung oleh Imam al-
Syafi’i, dan pendapat tersebut lebih memungkinkan untuk diterima.
Pasalnya, mayoritas penduduk muslim Indonesia yang menggunakan
madzhab al-Syafi’i telah membumi di Nusantara ini, bahwa perwalian
dalam pernikahan, baik gadis maupun janda, adalah ayah dari
perempuan tersebut dan garis lurus ke atas (ayahnya ayah “kakek).
Maka, menurut penulis, sesuatu yang sudah berlaku (magashid
syari’ah tercapai) dan tidak menyalahi aturan dari sang pembuat
aturan, pantaslah kiranya untuk dipertahankan, hal ini sesuai dengan
kaidah fluiaall cula A6 a38a iuldall £33 “menolak atau menghindari

kerusakan didahulukan dari pada menarik kebaikan™.

Sedangkan mengenai pendapat Imam Abu Hanifah (begitu juga
Imam Malik, Imam Hambali menyatakan boleh “anak laki-laki untuk
menjadi wali nikah ibunya”) yang menyatakan anak laki-laki lebih
berhak untuk menjadi wali nikah ibunya, hal tersebut menurut kaca
mata penulis, sangatlah rasional, mengapa demikian? Karena dalam

kasus tertentu, semisal, orang tua (wali nikah dari perempuan yang
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akan menikah) atau kakek (ayahya ayah) sudah tidak mampu lagi atau
terhalang untuk menjadi wali nikah, semisal, karena mereka sudah
meninggal, berbeda Agama atau secara fisik mereka terhalang
menjadi wali nikah (sakit yang tidak memungkinkan untuk menjadi
wali nikah). Maka menurut hemat penulis, penulis setuju dengan
pendapatnya Imam Abu Hanifah, di mana beliau menetapkan dan
mendahulukan anak laki-laki untuk menjadi wali nikah (hal ini baru
bisa terjadi andaikan seorang yang akan menikah tersebut memiliki
anak), kenapa? Karena, dalam menjalani hidup berumah tangga,
keluarga terdekatlah (anak-anaknya) yang merasakannya, baik itu
berupa kebahagian maupun ketidak bahagiaan dalam berumah tangga.
Alasan tersebut, menurut penulis sesuai dengan kaidah sebagai
berikut:

259 3h (a6 galiany 4380 5h (e A5 06 B )

Artinya: Didahulukan dalam setiap perwalian (termasuk didalamnya
perwalian dalam pernikahan) yaitu seseorang yang lebih
menegakkan kemaslahatan (perwalian tersebut) atas
selainnya.

Imam Abu Hanifah dalam masalah perwalian dalam nikah
(ketika anak laki-laki bersamaan dengan ayahnya), menurut penulis
sangatlah bijaksana, pasalnya sejauh pembacaan penulis, penulis
menjumpai dalam kitab Bada’i al-Shanai yang mana beliau (Imam

Abu Hanifah) menyatakan pendapatnya: Boleh “sah status

2 Abul Abbas Syihabuddin Ahmad ibn Idris ibn Abdurrahman al-
Malikiy, Al-Furig..., hal. 157.
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pernikahnnya” anak laki-laki menikahkan ibunya atau ayahnya

menikahkan putrinya.?

Dalam menanggapi masalah khilafiyyah (perbedaan pendapat
dikalangan para ulama mengenai kewalian anak laki-laki terhadap
ibunya) ini, yang mana mayoritas ulama (Imam Abu Hanifah, Abu
Yusuf “Hanafiyah”, Imam Malik, Imam Hambali dan Imam al-
Muzaniy “Syafi’iyyah” membolehkan kewalian anak laki-laki
terhadap ibunya, sedangkan ulama yang tidak menetapkannya ialah
Imam al-Syafi’i. Maka dari itu, penulis menawarkan solusi, yang
mana solusi tersebut ditawarkan olen Hanafiyyah (Imam al-
Kasaniy),” sebaiknya seorang anak laki-laki dalam masalah ini
(Didahulukan ayah, kakek dan seterusnya ataukah anak laki-laki,
cucu, dan seterusnya), menyerahkan kewaliannya (dalam akad nikah)
kepada ayahnya, hal itu demi menghormati orang tua dan menempuh
jalan tengah agar keluar dari perbedaan (menetapkan kewalian
terhadap anak laki-laki (menurut mayoritas madzhab)- tidak
menetapkan kewalian anak laki-laki (Imam al-Syafi’i) sekiranya
pantaslah (menurut etika dan hukum adat-pen). Realitas seperti inilah
yang harus direspons oleh hukum, karena hukum tidaklah muncul di
ruang hampa, ada masyarakat hukum yang menggunakannya.

Alhukmu yadiru ma’a illatihi wujidan wa ‘adaman.

2 <Alauddin Abi Bakar bin Mas’id al-Kasaniy al-Hanafiy, Badai’ al-
Shonai’...., hal. 379.

% <Alauddin Abi Bakar bin Mas’id al-Kasaniy al-Hanafiy, Badai” al-
Shondi’....., hal. 379.
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B. Analisis Perbandingan Metode Istinbat.

Penulis telah menguraikan pendapat dan metode istinbat Imam
Abu Hanifah dan Imam al-Syafi’i berkaitan dengan masalah ini.
Sedangkan kali ini, penulis akan mencoba menganalisis terhadap
metode istinbat Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi’i.
Bagaimanapun bentuk dan formula pemikiran-pemikiran beliau, tidak
lepas dari setting sosial, ruang dan waktu saat beliau masih hidup.
Beliau adalah bagian dari masa lalu dan merupakan pelaku sejarah.
Dari sinilah, ada beberapa persoalan yang akan dianalisis kaitannya
dengan istinbar Imam Abu Hanifah yang menetapkan dan
mendahulukan anak laki-laki atas bapak untuk menjadi wali nikah
bagi ibunya dan Imam al-Syafi’i yang tidak menetapkan lebih-lebih
mendahulukan anak atas bapaknya untuk menjadi wali nikah bagi

ibunya.

Secara geografis, Imam Abu Hanifah lahir di Kafah (Irak) yang
penduduknya merupakan masyarakat yang sudah banyak mengenal
kebudayaan dan peradaban. Fugaha daerah ini sering dihadapkan pada
berbagai persoalan hidup serta problematika yang beragam. Untuk
mengatasinya, mereka “terpaksa” memakai ijtihad dan akal. Keadaan
ini berbeda dengan Hijaz. Masyarakat daerah ini masih dalam suasana
kehidupan sederhana, seperti pada masa kehidupan Nabi saw. Untuk
mengatasinya, para Fugaha Hijaz cukup mengandalkan al-Qur’an,

sunah dan ijma’ para sahabat.
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Oleh karena itulah, mereka tidak merasa perlu untuk berijtihad
seperti Fugaha Irak. Sebaliknya, Imam Abu Hanifah menghadapi
persoalan kemasyarakatan di Irak daerah yang sarat dengan budaya
dan peradaban, tetapi jauh dari pusat informasi hadis Nabi saw

“terpaksa” atau “selalu” mendayagunakan akal (rasionya).”®

Sebagaimana yang penulis singgung dalam bab tiga, bahwa
baik Imam Abu Hanifah maupun Imam al-Syafi’i, tidak menyebutkan
secara terang metode istinbagya yang bersandingan dengan pendapat
mereka berdua, apa yang telah mereka tempuh sehingga menghasilkan
produk hukum yang berbeda. Hal itu maklum diketahui karena
memang kekhasan kitab-kitab pada masa itu ditulis dengan asumsi
pembaca yang cerdas, yaitu pembaca yang telah kaya dengan
pembendaharaan dalil al-Qur’an, al-Hadis, maupun metode istinbat.
Jadi, para pembaca seolah hanya mengkafirmasi pengetahuan yang
sebelumnya telah mereka miliki. Hal inilah yang menjadi tantangan
pembaca berikutnya yang tidak memenuhi kualifikasi di atas untuk
mengetahui dan menganalisa metode apa yang diterapkan para Imam

tersebut dalam setiap pendapatnya.

Istinbay sendiri artinya adalah mengeluarkan hukum dan dalil.?’

Jalan istinbat ini memberikan kaidah-kaidah yang bertalian dengan

pengeluaran hukum dari dalil. Cara penggalian hukum dari nash dapat

%% Hasbiyallah, Perbandingan Madzhab.......................... , hal. 77.
2 Asjmuni A. Rahman, Metode Hukum Islam, (Jakarta: Bulan
Bintang, 1986), hal. 1.
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ditempuh dengan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan lafadz
(thurzq al-lafdziyyah) dan pendekatan makna (thurizq al-
ma ‘nawiyyah). Pendekatan lafadz ialah penguasaan terhadap makna
dari lafadz-lafadz nash dan konotasinya dari segi umum dan khusus,
mengetahui dalalah-nya. Sedangkan pendekatan makna yaitu
penarikan kesimpulan hukum bukan kepada nash langsung, seperti

qiyas, istihsan, maslahah mursalah, dan lain-lain.?®

Berdasarkan hasil pengamatan, pembacaan, dan meneliti kitab-
kitab maupun buku-buku, penulis menyimpulkan bahwa dalam
beristinbat, baik Imam Abu Hanifah maupun Imam al-Syafi’i,
keduanya memiliki metode tersendiri, mengenai metode istinbat yang
digunakan Imam Abu Hanifah dalam menetapkan anak menjadi wali
nikah ibunya dan berkaitan tartib (urutan) perwalian dalam

pernikahan. Beliau menyamakannya dengan tartib kewarisan.

Maka bisa dipahami, bahwa menurut beliau, anak mempunyai
hak perwalian terhadap ibunya, bahkan Imam Abu Hanifah
menetapkan dan mendahulukan seoarang anak laki-laki daripada

ayahnya untuk menjadi wali nikah, lebih jelasnya lihat dalam bab tiga.

Sedangkan metode istinbat Imam al-Syafi’i, yang mana beliau

tidak menjadikan dan menetapkan anak laki-laki sebagai wali nikah

%8 Lihat bab I11.
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ibunya. Beliau beristinbat dengan menggunakan beberapa hujjah

(argumen), sebagaimana berikut ini:*
1. Dengan menggunakan hadis Nabi saw:

i ¥ BNy Ol AL Ll sa 03] ik Wl & 51 a0 Ll

Artinya: Perempuan manapun yang menikahkan dirinya sendiri
dengan tanpa izin dari walinya maka pernikahannya batal.
Seorang anak laki-laki tidak dinamakan madlan.

Dari hadis tersebut Imam al-Syafi’i berpendapat, (kalimat
mawaliha) bahwa anak laki-laki bukan termasuk wali nikah.

2. Berdasarkan dalil agli:

it a5 380 o Y ORI 1B Ll L 9358 14253 8 gy A 40

Artinya: Bahwa anak laki-laki ada (karena lahir dari seorang ibu).
Maka seorang anak tidak bisa menikahkan ibunya, seperti
hal-nya dia (wanita) menikahkan dirinya sendiri, maka dari
itu, bahwa cabang “keturunan” (seorang anak) tidaklah lebih
kuat dari pada asal (ayahnya).

3. Berdasarkan dalil agli pula:

JAH g JIAT ¢S Aa g SB 4V gl dsl (e fnai ¥ (s A

Artinya: Bahwa ia (anak laki-laki) merupakan seseorang yang tidak
sah kewaliannya.... Maka tidaklah sah kewalian dari anak
laki-laki, seperti tidak sahnya kewalian anak laki-laki paman
ketika bersamaan dengan paman.

2 Abul Abbas Syihabuddin Ahmad ibn Idris ibn Abdurrahman al-
Malikiy, Al-Furig..., hal. 127-128.
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Mengenai argumen tersebut, Imam al-Qarafiy*® mengomentari:
Pertama, seorang anak laki-laki adalah wali nikah bagi ibunya, kenapa
demikian? Karena perwalian dalam pernikahan adalah dari kerabat
yang paling dekat (al- ‘ushizbah). Maka dari itu, tidak diragukan lagi,
bahwa seorang yang paling dekat dengan ibu (hal ini apabila
perempuan yang akan menikah memiliki anak) adalah anak laki-
lakinya dibanding dengan kerabat yang lain. Dan juga, seorang anak
laki-laki merupakan bagian dari ibunya (keluar dari rahim ibunya),
maka bagian yang keluar dari seorang ibu (anak laki-laki) adalah
bagian yang terdekat dibanding dengan yang lainnya.

Kedua, berkaitan dengan kalimat '3 yang terdapat dalam
hadis di atas, memiliki makna tidak hanya satu, lebih dari itu,
diantaranya: =<l (penolong),® (sl (sahabat), &l (pemilik)
bahkan memiliki makna anak laki-laki.** Makna mawaliy
tergambarkan dalam al-Qur’an surah al-Tahrim ayat 4: 5¥3a 3& i R
Oiaal) aliay  iay (bmali 7). Maka dari itu, anak laki-laki juga
bisa masuk dalam kategori penolong (penolong ibunya), bahkan bisa

pula diartikan dengan anak laki-laki.

% Dikutip oleh: Abul Abbas Syihabuddin Ahmad ibn Idris ibn
Abdurrahman al-Malikiy, Al-Furig...., hal. 127-128.

' Lihat dalam: Al-Furig al-Anwar al-Buriig Fi al-Anwar al-
Furag....., hal. 102.

%2 ihat dalam: Atabik Ali Dkk, Kamus Kontemporer Arab- Indonesia,
(Yogyakarta: Multi Karya Grafika, Cet. Ke 7, 2003), hal. 1866-1867.

%% Abu Ja’far al-Thabariy, Jami’ al-Bayan Fi Ta'wil al-Qur’an,
(Mu’assasah al-Risalah: Cet. Ke-l, Juz 23, 2000), hal. 486.
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Sedangkan tertib perwalian, Imam al-Syafi’i menyamakannya
dengan urutan Kkewarisan, hanya saja Imam al-Syafi’i tidak

memasukkan anak laki-laki untuk menjadi wali nikah ibunya.

Berdasarkan pengamatan, penulis menyimpulakan bahwa dalam
beristinbat, Imam Abu Hanifah menggunakan hadis Nabi saw:
“pernikahan dilakukan oleh wali ‘ashabah”** dan Imam Abu Hanifah
juga mensyaratkan al- ‘ushizbah (dalam masalah mendahulukan wali
nikah). Sedangkan masalah urutan perwalian, beliau manyamakannya
dengan urutan kewarisan. Indikasi penggunaan qiyas oleh Imam Abu
Hanifah terlihat dari adanya penggunaan kata ¢ ¥) . 355558 Kata
A53%€ adalah bagian dari adat tasybih yang merupakan salah satu
instrumen untuk menyamakan satu hal dengan hal yang lainnya.
Demikian juga yang dimaksud dengan giyas, yaitu menyamakan satu
peristiwa yang ada nash hukumnya dengan peristiwa lain yang belum

ada nash hukumnya.

Sementara itu, qiyas sebagai metode istinbat hukum yang
diterapkan Syafi’iyyah terindikasi oleh penulis dari pendapatnya yang
menyatakan 555 <I5ll€ “yrutan perwalian dalam pernikahan

disamakan dengan urutan kewarisan”.

 Imam Abu Hanifah (begitu juga Hanafiyyah) lebih mendahulukan
hadis dhaif (mauquf, marfi’) dari pada menggunakan giyas dan ra’yu. Lihat
dalam: Ibn Qayyim al-Jauziyyah, I’lam al-Muwagqiin, (Arab Saudi: Daru Ibn
al-Jauziy, Juz Il, Cet. Ke I, 1423 H), hal. 145.
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Qiyas merupakan dalil hukum Islam keempat yang disepakati
oleh ulama empat setelah al-Qur’an, Hadis, dan Ijma’. Qiyas
didefinisikan sebagi upaya menghubungkan suatu kejadian yang tidak
ada nashnya kepada kejadian lain yang ada nashnya, dalam hukum
yang telah ditetapkan oleh nash karena adanya kesamaan dua illat
hukumnya (itsbatu matsali hukmi al-ashli li al-far’i li isytirakihima fi
illat al-hukmi ‘inda al-mutsbit).*

Imam Abu Hanifah dalam masalah perwalian dalam
pernikahan, beliau (Imam Abu Hanifah) menggunakan hadis riwayat
dari sahabat Ali r.a “cb-asl) ) ¢l % Sedagkan dalam masalah
urutan perwalian beliau mengqgiyaskannya dengan urutan kewarisan,

sebagaimana redaksi berikut ini:
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% Abdul Karim Ibn Ali Ibn Muhammad al-Namlat, al-Muhadzab fi
‘Ulumi al-figh al-Mugaran, (Riyad: Maktabah al-Irsyad, Juz II, Cet. Ke- |,
1999), hal. 956.

% Hadis tersebut mauquf dan marfii’, hadis maiigiif ialah: Hadis yang
diriwayatkan dari sahabat Nabi saw, baik berupa perbuatan, ucapan maupun
lainnya, entah itu muttasil “bersambung” atau mungati’ “terputus”.
Sedangkan hadis marfi’ adalah hadis yang hannya disandarkan kepada Nabi
saw, baik bersambung maupun terputus sanadnya. Menurut ulama Khurasan
menamai hadis maiigaf dengan asar, hadis marfii’ dengan khabar, sedangkan
menurut ulama hadis keduanya adalah asar. Lihat dalam: Imam Jalaluddin
Abdu al-Rahman al-Suyutiy, Tadrib al-Rawr, (Bairut Libanan: Daru al-Kutub
al-llmiyyah, Juz I, Cet. Ke-I1l, 2002), hal. 94-95.
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Artinya: Urutan ‘ashabah didalam (masalah) perwalian yaitu sama
dengan urutan dalam kewarisan, maka lebih didahulukan
dari garis kelaki-lakian, yaitu: Anak laki-laki, cucu laki-laki
dan seterusnya. Kemudian dari garis ayah, yaitu: Ayah,
ayahnya ayah (kakek) dan seterusnya, kemudian dari garis
persaudaran, yaitu: Saudara laki-laki yang seayah dan seibu,
saudara yang seayah (saudara tiri), dan keponakan dan
seterusnya. Kemudian dari garis hubungan paman, yaitu:
Paman seayah seibu, paman yang seayah saja, dan anak laki-
laki mereka (saudara sepupu dari pihak pengantin
perempuan), dan seterusnya.

Qiyas yang digunakan Imam Abu Hanifah dalam
menganalogikan urutan perwalian dalam pernikahan adalah
menyamakannya dengan urutan kewarisan. Penulis menilai bahwa
illat yang digunakan Imam Abu Hanifah dalam menganalogikan
urutan perwalian (dalam pernikahan) dengan urutan kewarisan, adalah

‘ashabanh.

Dalam menetapkan hukum melaui qiyas, Syarat terpenting
adalah adanya kesesuaian antara ashl dan far’u dalam illat yang bisa
mengkompromikan dua masalah yang berbeda. Illat merupakan inti
bagi praktek qiyas, karena berdasarkan illat itulah hukum-hukum
yang terdapat dalam al-Qur’an dan al-Sunnah dapat dikembangkan.

Illat secara bahasa berarti “sesuatu yang bisa mengubah keadaan”,

37 <Alauddin Abi Bakar bin Mas’id al-Kasaniy al-Hanafiy, Badai’ al-
Shondi’....., hal. 376.
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misalnya penyakit disebut illat karena sifatnya mengubah kondisi

seseorang yang terkena penyakit itu.®

Sementara, Imam al-Syafi’i dalam masalah anak laki-laki
menjadi wali nikah ibunya, beliau tidak membolehkannya,
penggunaan metode istinbaimya, yaitu menggunakan hadis. Penulis

melihat bahwa model istinbat yang ia gunakan masih rancau.

Imam al-Syafi’i mengemukakan pendapatnya bahwa anak laki-
laki, cucu laki-laki dan seterusnya tidak bisa menjadi wali nikah
terhadap ibunya. Terkecuali bagi mereka itu ‘ashabah, maka bagi
mereka itu kewalian dengan ‘ashabah. Imam al-Syafi’i memegangi
ke’ashabahannya, bahwa anak laki-laki tidak menjadi ‘ashabah
seorang wanita. Hal ini berdasarkan hadis Umar bin Khatab yang
diriwayatkan oleh Imam Malik dari Said ibn al-Musyayyab,

sebagaimana hadis di bawah ini:
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Artinya: Telah menceritakan kepadaku dari Imam Malik, bahwa Imam
al-Syafi’i mendatangiku (Imam Malik), dari Said bin al-
Musayyab, ia berkata: Umar bin Khatab berkata: Wanita
tidak boleh menikah kecuali dengan izin walinya, orang
cerdik dari kalangan keluarga, atau penguasa.

% Satria Effendi, M. Zein, Ushiil Figh, (Jakarta: Prenada Media
Graup, Jilid 1, Cet. Ke-5, 2011), hal. 140.

% Imam Al-Syafi’i, al-Umm, (Bairut, Darul Wafa’, Juz VIII, 2001),
hal. 610.
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Syafi’iyyah menetapkan urutan perwalian dalam pernikahan
berdasarkan urutan dalam kewarisan, sehingga beliau lebih
mendahulukan dari garis laki-laki dari pada garis perempuan.®® Imam
al-Syafi’i yang menyatakan pendapatnya tidak adanya hak perwalian
seorang anak dalam menikahkan ibunya. Ini tidak lepas dari
perbedaan pendapat mengenai apakah seorang anak laki-laki menjadi
‘ashabah (dalam pernikahan) dari seorang wanita. Imam al-Syafi’i
memegangi ke’ashabahannya bahwa seorang anak laki-laki tidak
menjadi ‘ashabah ibu berdasarkan hadis Umar r.a di atas, dalam hadis
tersebut juga mengindikasikan bahwa seorang wali haruslah
mempunyai sifat cerdik.

Penulis tidak setuju dengan pendapat Imam al-Syafi’i yang
menyatakan tidak adanya hak perwalian seorang anak terhadap ibunya
(karena mungkin menurut Imam al-Syafi’i seorang anak tidak
dianggap cerdas). Penulis tidak setuju, hal ini berdasarkan hadis dari

Ummu Salamah dan hadis dari Anas bin Malik:
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0 Al-Imam al-‘Alamah Syarafuddin Ismail Ibn al-Mukri al-Yamaniy
al-Syafi’iy, Raudz al-Thalib Wa al-Nihayah Matlab al-Raghib, (Kuwait Dara
al-Dziya’, Juz VI, 1984), hal. 232.

* Al-Syaikh Faishal ibn Abdul Aziz, Muhtashar Nail al-Aithar,
Tejemahan Nailul Authar “Himpunan Hadits-hadits Hukum”, Terjm,



129

Artinya: Dari Ummi Salamah: Tatkala Nabi saw, mengutus
(seseorang) untuk melamarnya, Ummi Salamah berkata:
Tidak seorang-pun dari wali-waliku ada yang hadir. Lalu
Nabi saw bersabda, “Tidak ada seorang-pun dari wali-
walimu ada yang hadir maupun ghaib yang tidak menyukai
pernikahan ini”. Kemudian Ummu Salamah berkata kepada
anak laki-lakinya: Hai Umar, bangkitlah kemudian
kawinkanlah Rasulallah saw, lalu la mengawinkannya (H.R
Ahmad dan al-Nasa’i).

Mengenai hadis Ummu Salamah yang dijadikah dasar oleh
jumhur ulama “Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Hambali”
tentang ditetapkannya anak laki-laki untuk menjadi wali nikah bagi
ibunya, memang hadis ini dijadikan argumen oleh ulama yang
berpendapat bahwa anak laki-laki adalah termasuk wali nikah.
Demikian menurut jumhur ulama. Hal ini sebagaimana yang
dikatakan oleh Imam al-Syafi’i. Namun hadis tersebut dinilai dhaif
(muallal) sebab pada waktu ibunya menikah dengan Rasulallah saw,
Umar baru berusia dua tahun. Namun maknanya tetap dipakai karena
dialah yang bertanggung jawab atas ibunya kalau si anak tersebut

telah dewasa.*?
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Mu’ammal Hamidy dkk, (Surabaya: CV. Bina Ilmu, Cet. Ke-3, Jilid 5, 2002),
hal. 2168-2167.

2 Dj kutip dari Umar Farug, Studi Analisis Pendapat Imam Malik
Tentang Didahulukan Anak Atas Bapaknya Untuk Menjadi Wali Nikah Bagi
Ibu, (Semarang: Skripsi IAIN Walisongo Semarang, 2008), hal. 80.
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Artinya: Telah menceritakan kepada kami, Abdullah al-Hafidz, telah
menceritakan kepada kami, Ali bin Hamsyadz al-Adlu,
telah menceritakan kepada kami, Ali bin Abdul Aziz, telah
menceritakan kepada kami, Muslim bin Ibrahim dan Hujjaj
bin Minhal, Muslim bin Ibrahim dan Hujjaj bin Minhal
berkata: Telah menceritakan kepada kami Hammad bin
Salamah dari Sabit, dan Ismail bin Abdullah bin Abi
Thalkhah dari Anas: Bahwa Aba Talkhah meminang
Umma Sulaim, lalu Umma Sulaim berkata: Wahai Aba
Talkhah apakah kamu tidak tau, bahwa Tuhanmu yang
engkau sembah hannya karena sepotong kayu yang tumbuh
di atas bumi keturunan bani Habasiy? jika engkau
memeluk agama Islam, maka Aku tidak akan memintamu
maskawin selain keislamanmu. Aba Talkhah berkata:
Sampai Aku menunda urusanku. Kemudian Aba Talkhah
berkata: Aku bersaksi, bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan
Muhammad adalah utusan Allah, lalu Umma Sulaim
berkata: Wahai Anas nikahkanlah Aba Talkhah. Al-Syaikh
r.a (Imam al-Baihaqi) berkata: Anas bin Malik adalah putra
dari Umma Sulaim dan ‘ashabah Umma Sulaim. Anas bin
Malik bin al-Nadzr bin Dzamdzam bin Zaid bin bin Haram
“dari bani Adiy” bin al-Najjar. Sedangkan Umma Sulaim
anak dari Milkhan bin Khalid bin Zazid. Allah-lah yang
maha tahu.

3 Abu Bakar al-Baihagiy, Sunan al-Kubra, (Bairut Libanan: Daru al-
Kutub al-1lmiyyah, Juz VII, Cet. Ke-3, 2003), hal. 213.
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Berdasarkan hadis di atas penulis menganggap bahwa dalil
yang digunakan Imam al-Syafi’i lemah, dalil Imam al-Syafi’i yang
digunakan tidak ada kejelasan yang menunjukan tentang hak ‘ashabah
(larangan anak laki-laki masuk dalam daftar wali nikah) anak terhadap
ibunya beliau menggunakan kalimat (g% ¢3) sedangkan lafadz
tersebut belum tentu menunjukan hak ‘ashabah.

Imam al-Syafi’i menyamakan sifat kecerdikan itu mutlak harus
ada pada seorang wali karena beliau menyamakan wali harta dan wali
dalam pernikahan.** Dari hadis di atas penulis dapat memahami
bahwa seorang anak laki-laki mempunyai hak dalam menikahkan
ibunya.

Sedangakan Imam Abu Hanifah tidak mensyaratkan ‘ashabah
dalam kewarisan, karena tidak ada dalil yang menguatkan pendirian
bahwa yang dikehendaki dalam wilayah nikah hanyalah yang

menerima ‘ashabah saja.*

Maka dalam hal ini, penulis setuju dengan pendapat Imam Abu
Hanifah yang berpendapat bahwa anak laki-laki masuk dalam daftar

wali nikah, karena Imam Abu Hanifah menganggap bahwa ank laki-

* Ibn Rusydi, Bidayah al-Mujtahid................. , hal. 418.
* Muhammad Hazbi al-Siddiky, Hukum-hukum Fikih Islam,
(Semarang: Pustaka Thoha Putra, 2001), hal. 225.
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laki termasuk ashabah dalam wali nikah (berbeda dengan Imam al-
Syafi’i).*®

Sampai di sini penulis dapat menyimpulkan bahwa Imam Abu
Hanifah mengenai urutan perwalian, beliau menyamakannya dengan
urutan kewarisan, sama hal-nya Imam al-Syafi’i, beliau juga
menyamakannya dengan urutan kewarisan, hanya saja beliau tidak
memasukkan anak laki-laki dalam perwalian seorang ibu. Mengenai
pendapat Imam Abu Hanifah, yang mana beliau menetapkan dan
mendahulukan seorang anak laki-laki untuk menjadi wali nikah,
menurut hemat penulis, pendapat beliau (Imam Abu Hanifah) lebih
rasional, mengapa, karena dalam kondisi tertentu, anaklah yang
menanggung beban keluarga dan juga anaklah yang hidup serumah
dengan ibunya. Sedangkan alasan Imam al-Syafi’i yang tidak
memasukkan anak laki-laki untuk menjadi wali nikah ibunya, beliau
menganggap, bahwa anak laki-laki tidaklah menjadi ‘ashabah (jika ia
“anak laki-lakinya sendirian), dan juga ulama Syafi’iiyyah beralasan,
mengapa anak laki-laki tidak bisa menjadi wali nikah ibunya, karena,
nasab anak tidaklah dinasabkan kepada ibunya, dan juga mereka
(Syafi’iyyah) beralasan, tidaklah etis atau pantas, yang mana seorang
anak laki-laki terlahirkan dari rahim ibunya, justru ia menyerahkan

kemaluannya kepada orang lain.

“® |bn Rusydi, Bidayah al-Mujtahid..................... , hal. 410.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis membahas dalam kajian perbandingan pendapat
Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi’i tentang status anak laki-laki
sebagai wali nikah bagi ibunya, sebagaimana yang telah penulis
uraikan, yang dilandasi berbagai argumen dan dalil yang berkaitan
dengannya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai
berikut:

1. Menurut Imam al-Syafi’i kedudukan wali dalam pernikahan adalah
syarat sahnya atau rukun pernikahan. Sedangkan menurut Imam
Abu Hanifah kedudukan wali dalam pernikahan adalah syarat
tamam (sarat kesempurnaan nikah, bukan sarat sahnya nikah) yang
tidak mutlak, perkawinan tanpa wali bagi wanita yang sudah
dewasa diperbolehkan (sah) tetapi wali memiliki hak fasakh jika
pernikahan itu tidak kafa’ah. Namun apabila perempuan tersebut
masih kecil atau sudah dewasa tetapi akalnya tidak sempurna maka
pernikahan tersebut harus dengan menggunakan wali.

Dalam hal seorang anak laki-laki sebagai wali nikah bagi
ibunya terjadi perbedaan pendapat antara Imam Abu Hanifah
dengan Imam al-Syafi’i. Perbedaan ini disebabkan karena terjadi
perbedaan dalam menganggap ‘ashabah seorang anak laki-laki

terhadap ibunya. Imam al-Syafi’i menganggap tidak ada ‘ashabah,

133



134

jika ia sendirian, karena Imam al-Syafi’i menentukan hak
perwalian sesuai dengan urutan kewarisan, dan Imam al-Syafi’i
memegang tidak ada ‘ashabah seorang anak terhadap ibunya, jika
ia sendirian. Sedangkan Imam Abu Hanifah dalam urutan
perwalian mendahulukan dan menetapkan anak laki-laki daripada
yang lainnya, hal ini dikarenakan Imam Abu Hanifah dalam
masalah perwalian mensyaratkan al- ‘ushubah dan al-qarabah al-
garibah dan beliau menggiyaskan urutan perwalian dengan
kewarisan.

. Metode istinbar Imam Abu Hanifah dalam masalah anak laki-laki
menjadi wali nikah ibunya, adalah keumuman ayat al-Qur’an,
Surah al-Nur ayat 32: “aa a¥) 15385 (dalam ayat tersebut
mengkhitabi aqriba’ “kerabat-kerabat”, dan anak laki-laki
termasuk didalamnya), yang ditakhsis. Pertama, dengan hadis
riwayat sahabat ‘Ali: bl ) ¢ “Pernikahan dilakukan oleh
wali ‘ashabah”. Kedua, hadis riwayat Ummu Salamah: “kemudian
Ummu Salamah berkata kepada anak laki-lakinya: Hai Umar,
bangkitlah kemudian kawinkanlah Rasulallah saw. Lalu la
mengawinkannya”. Alasan Imam Abu Hanifah mendahulukan anak
laki-laki dalam perwalian didasarkan atas qiyas “menyamakan”
perwalian dengan kewarisan dan juga atas dasar istihsan.
Sedangkan Imam al-Syafi’i tidak menetapkan perwalian seorang
anak laki-laki terhadap pernikahan ibunya, berdasarkan hadis Umar
yang diriwayatkan Imam Malik yang menyatakan bahwa tidak ada

hak untuk menjadi wali seorang anak terhadap pernikahan ibunya.
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Hal ini dikarenakan Imam al-Syafi’i tidak memasukkan anak laki-
laki dalam ‘ashabah (menjadi wali seorang ibu di dalam

pernikahan).

B. Saran-saran

Bagaimanapun dan apapun pendapat dari seorang mujtahid,
layak menjadi pertimbangan dan perlu menjadi perbendaharaan dalam
hazanah hukum Islam, sehingga kita tidak terjebak pada sikap
ta’ashub (fanatik) dan taglid pada salah satu madzhab. Apalagi
sampai mema’sumkan madzhab atau para Imam mereka, dan
menganggap bahwa madzhab yang dipilihnya adalah yang paling

benar.

Sebagai seorang mahasiswa yang mempunyai spesifikasi dalam
kajian perbandingan madzhab, yang mempunyai tanggung jawab
keilmuaan diharapkan mampu ikut andil dalam menyelesaikan suatu
problematika dalam komunitas masyarakat, maka hendaklah berusaha
dan membiasakan pola pikir yang obyektif, sehingga dalam mengkaji
suatu problematika dapat menghasilkan ketentuan hukum yang tidak
berat sebelah, atau tidak memihak bahkan fanatik buta pada suatu
golongan manapun. Hal inilah yang diharapkan dapat menumbuhkan
ukhuwah islamiyyah bagi kemajuan Ilmu Pengetahuan yang inysa

Allah bermanfaat bagi kemaslahatan ummat.
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Imam Abu Hanifah pernah mengungkapkan sebuah kalimat
yang cukup bijaksana, begitu juga Imam al-Syafi’i. Ini adalah
pendapatku, dan ini sebaik-baik pendapatku. Maka barangsiapa yang
mendatangkan pendapat yang lebih baik, niscaya kami terima (Imam
Abu Hanifah). Pendapatku adalah benar, tetapi mengandung
kemungkinan salah, sedangkan pendapat orang lain adalah salah,

tetapi mengandung kemungkinan benar (Imam al-Syafi’i).

Dapat kita pahami bersama bahwa mengeluarkan hukum atas
suatu masalah bukanlah hal yang mudah seperti halnya membalikan
telapak tangan, lebih dari itu mengeluarkan hukum Islam merupakan
suatu masalah yang sangat cukup pelik dan memerlukan berbagai
pertimbangan. Oleh karena itu tidak jarang terjadi perbedaan pendapat
diantara para pemikir Islam. Hal ini adalah fenomena yang sangat
wajar, entah itu karena latar belakang pendidikan, cara berfikir,
orientasi atau bahkan kemampuan berfikir para ilmuan atau ulama
yang berbeda-beda. Begitu juga Imam Abu Hanifah dan Imam al-
Syafi’i. Perbedaan yang demikian adalah wajar idealnya, hal ini akan
menjadi suatu keharmonisan, dalam artian perbedaan tersebut bukan
pemicu perselisihan, tetapi perbedaan tersebut bisa disikapi sebagai
rahmah “Al-Thtilaf Ummati Rahmah” sekaligus sebagi kekayaan
hazanah Ilmu Pengetahuan. Apabila semua orang menyadari akan
kekurangannya, maka ia akan bersikap lebih ‘arif, bijaksana dan

saling menghormati. Dan dengan perbedaan tersebut, akan bisa saling
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mengisi dan memilih, pendapat mana yang lebih kuat atau lebih dekat

dengan kebenaran.

Dengan adanya kajian Ilmiah dan berusaha berfikir secara kritis
analitis, maka akan dapat menjauhkan kita dari sikap fanatisme
madzhab, dan juga dapat memberikan wawasan yang luas bagaikan
laut yang tak bertepi, tentang berbagai pendapat yang berkaitan
dengan hukum Islam. Wallahu ‘Alam Bi al-Shawab.

. Kata Penutup

Alhamdulilah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat sang
pencipta alam ini, Allah Swt yang telah memberikan kenikmatan-
kenikmatan, lebih-lebih kenikmatan memperoleh llmu yang insya
Allah penuh barakah dan manfaat ini, serta hidayah, inayahnya,

sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan yang sederhana ini.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua
pihak yang telah membantu atas selesainya skripsi ini. Meskipun
penulis menyadari masih ada kekurangan, kesalahan, kekhilafan dan
kelemahan, namun penulis tetap berharap, bahwa semoga skripsi ini
dapat bermanfaat bagi penulis khususnya serta pembaca pada
umumnya. Kesempurnaan hanyalah milik Allah Swt, kekurangan
pastilah milik kita, dan hannya kepada Allah-lah penulis memohon

petunjuk dan pertolongan.
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